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Ringkasan

Laporan ini membahas dinamika politik yang membentuk pengelolaan sumber daya

alam di Indonesia. Dengan menyatukan berbagai studi tentang persaingan terbuka atas
penguasaan lahan, kayu dan sumber daya alam lainnya di kawasan hutan Indonesia,
laporan ini memberikan panduan yang jelas mengenai praktik dan insentif yang dihasilkan
oleh ‘politik hutan’ Indonesia, dan memberikan pedoman komprehensif mengenai
bagaimana merancang intervensi yang lebih baik terkait dengan cara beroperasi sektor ini.
Laporan ini menunjukkan bahwa hubungan pertukaran yang bersifat klientelistik informal
antara para aktor politik, birokrasi dan ekonomi - yang melibatkan pertukaran bantuan
yang saling menguntungkan - merupakan ciri tata kelola yang banyak terjadi di Indonesia,
dan menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat melemahkan tata kelola sumber daya alam
dan hutan.

Berbagai prakarsa untuk memperkuat tata kelola dan mendorong pembangunan
berkelanjutan di sektor kehutanan Indonesia sering kali hanya memiliki efek jangka panjang
yang terbatas. Dampak terbatas dari reformasi tersebut, menurut pendapat kami dalam
laporan ini, tidak hanya berasal dari karakteristik kegagalan sistem dan teknis penguasaan
lahan di Indonesia, namun juga dari persoalan intinya: sifat dari ekonomi politik Indonesia.
Prakarsa di sektor kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sumber

daya alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan bergantung pada para aktornya

- birokrat, politisi dan perusahaan - yang menghadapi dorongan kuat untuk bertindak
dengan cara yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Prakarsa reformasi cenderung
berfokus untuk menghasilkan perubahan hukum dan kebijakan dalam konteks di mana
banyak aktor kuat memiliki kepentingan individu dan kolektif dalam menolak penerapan
hukum dan kebijakan yang, sebagai akibatnya, sering kali hanya berkaitan terbatas dengan
cara pengalokasian dan pemanfaatan tanah dan sumber daya hutan. Sebaliknya, apa yang
terjadi di lapangan ditentukan oleh praktik dan hubungan yang tertanam kuat yang terjadi
di luar dan sering kali bertentangan dengan hukum. Sebagian besar program reformasi
yang berkaitan dengan hutan berangkat dari pola pikir hukum-birokrasi yang menganggap
bahwa untuk setiap masalah terdapat penyelesaian hukumnya, dan mengabaikan struktur
insentif yang memandu pelaksanaan tindakan di lapangan, atau terus menggunakan asumsi
penuh harapan bahwa tujuan mulia yang dimilikinya akan meyakinkan para mitra lokal
untuk memperbaiki cara mereka. Pendekatan ini umumnya menghasilkan kekecewaan.

Tantangan mendesak yang dihadapi sektor kehutanan Indonesia - deforestasi, kebakaran,
pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, hilangnya keanekaragaman hayati,
perubahan iklim - memerlukan pendekatan yang berbeda. Insentif yang dihasilkan oleh
karakteristik utama ekonomi politik Indonesia, seperti sifat kolusi dalam interaksi bisnis-
politik, telah lama diperhatikan oleh para cendekiawan dan pengamat politik kehutanan
Indonesia lainnya, namun jarang diintegrasikan ke dalam analisis kohesif atau dianggap
serius oleh para pembuat kebijakan dan donor sebagai dasar intervensi kebijakan.
Tantangan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan adalah adanya fakta bahwa para
pejabat dan pemangku kepentingan lainnya menghadapi tekanan kuat untuk mengelak
dari kebijakan dan terlibat dalam berbagai kesepakatan di bawah tangan yang melemahkan
implementasi hukum dan peraturan. Hal ini merupakan tugas berat yang harus dikerjakan
untuk mencapai reformasi sistemis.
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Dengan mengingat tujuan tersebut, laporan ini memberikan panduan untuk memahami dan
menangani sifat aktual dan dasar dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam
beberapa bab singkat, laporan ini menyampaikan hal-hal berikut:

e Laporan membahas tentang akar sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia,
yang menunjukkan bahwa pola perkembangan sejarah Indonesia selama ini banyak
menghambat munculnya kekuatan sosial yang berkepentingan dalam dan mampu
memperkuat supremasi hukum dan mengurangi klientelisme. Akibatnya, Indonesia
memasuki era demokrasi pada tahun 1998 dengan pola interaksi yang bersifat sangat
kolusi antara dunia bisnis dan politik yang sudah mengakar kuat, dan dengan hubungan
personal dan klientelistik yang merasuki negara dan masyarakat.

e Laporan membahas sifat politik elektoral yang muncul setelah demokratisasi Indonesia
pada tahun 1998. Sistem elektoral Indonesia didominasi oleh klientelisme elektoral
- pertukaran keuntungan material tertentu untuk memperoleh dukungan politik.
Dalam versi Indonesia, persaingan elektoral klientelistik bersifat sangat individual dan
personal - dengan aktor utama dalam persaingan politik adalah calon perseorangan
dan bukan partai politik, dan calon-calon tersebut kemudian membangun tim
kampanye pribadi atau membajak jaringan dan organisasi sosial, agama, birokrasi
dan lainnya yang ada untuk tujuan elektoral. Biaya yang tinggi dari sistem ini bagi
para politisi menghasilkan hubungan yang erat antara elite politik dan ekonomi, yang
kemudian mendorong penguasaan oleh para elite atas pembuatan dan penegakan
kebijakan, yang membuat tata kelola sumber daya alam Indonesia semakin rumit.

e Laporan ini memberikan tinjauan singkat tentang kebijakan dan ketentuan hukum
terkait yang membentuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan fokus
khusus pada akses lahan. Tinjauan ini menekankan dampak jangka panjang dari
sejarah kolonial, yang masih mempersulit penguasaan lahan di Indonesia sekarang.
Pada saat yang sama negara Indonesia memiliki berbagai peraturan - seperti prosedur
perizinan, persyaratan bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat,
dan mekanisme bagi hasil - yang secara teori dapat melindungi sumber daya alam,
mencegah deforestasi dan melindungi kepentingan masyarakat pedesaan.

e Namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan yang besar antara peraturan-
peraturan negara tersebut dengan realitasnya. Analisis kami tentang sifat politik
elektoral menunjukkan mengapa undang-undang dan peraturan sering kali tidak
mencapai dampak yang diharapkan. Hubungan kolusi bisnis-politik yang muncul
akibat tingginya biaya kampanye pemilu melemahkan kemampuan negara Indonesia
untuk mengimplementasikan kebijakan dan peraturannya. Aturan-aturan ini
terkadang dilaksanakan sesuai dengan isinya, namun sering kali pada akhirnya
hubungan kolusi antara pelaku politik dan bisnis merusaknya. Kami membahas
dua mekanisme yang memunculkan kesenjangan antara kebijakan secara teori dan
kebijakan dalam praktiknya: manipulasi pembuatan kebijakan (‘backdooring of the law’/
taktik memanipulasi undang-undang) dan pengelakan peraturan di lapangan melalui
pertukaran bersifat kolusi antara pelaku usaha dan otoritas negara setempat.



e Laporan tersebut membahas bagaimana pengelakan peraturan negara ini berlangsung.
Peraturan negara sering dibuat tidak efektif akibat kolusi informal antara berbagai
aktor korporasi, elite politik, dan pejabat negara. Aktor korporasi di seluruh Indonesia
menggunakan berbagai jenis bujukan - mulai dari membayar suap hingga mendanai
kampanye pemilu hingga menempatkan purnawirawan militer atau polisi pada
dewan penasihat dan tata kelola perusahaan - untuk mendapatkan hak istimewa
dan dukungan regulasi dari otoritas negara. Meskipun tindakan pertukaran ini terjadi
di semua tingkatan, tindakan tersebut sangat lumrah terjadi di tingkat pemerintah
daerah. Selain itu, terdapat banyak indikasi bahwa perwakilan perusahaan lokal (seperti
manajer perkebunan) secara aktif mengejar hubungan kolusi ini untuk melindungi
bisnisnya dari risiko ketidakpastian hukum dan protes masyarakat yang ada terus-
menerus. Dengan cara demikian, intrik informal memungkinkan para aktor korporasi
untuk menggunakan dan menghindari hukum: perusahaan mendapat manfaat dari cara
yang digunakan oleh hukum dan peraturan untuk melegitimasi perampasan; para aktor
korporasi juga sering menghindari pembatasan dan kewajiban yang lebih berat yang
muncul dari undang-undang dan peraturan yang sama.

e Kami menggunakan analisis ini untuk menjelaskan mengapa prakarsa lembaga bantuan
multilateral dan bilateral serta perwalian dan yayasan amal untuk memperkuat
pengelolaan sumber daya alam Indonesia sering gagal. Kami mengkaji tiga contoh
terbaru tentang bagaimana ekonomi politik Indonesia merusak prakarsa tersebut:
program sertifikasi kelapa sawit ISPO, Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan, dan
upaya untuk memberantas penebangan liar. Kendala umum yang dihadapi oleh ketiga
prakarsa tersebut adalah dampak dari hubungan pertukaran klientelistik informal
antara birokrat, aktor politik, dan lembaga pelaksana. Kasus-kasus ini menggambarkan
bagaimana dinamika klientelistik yang dibahas dalam laporan ini melemahkan upaya
untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Kami menyimpulkan bahwa
pemahaman mengenai, dan keterlibatan dengan, dinamika tersebut merupakan hal
penting untuk mencapai suatu keberhasilan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, laporan ini mengusulkan bahwa upaya untuk
memperkuat tata kelola sumber daya alam perlu secara lebih sadar dan aktif melibatkan
dinamika klientelistik informal seperti yang diuraikan dalam laporan kami. Tantangan untuk
memperkuat pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan persoalan tindakan
kolektif yang sifatnya masif: meskipun para aktor mungkin secara pribadi ingin mematuhi
peraturan dan prosedur yang ketat, mereka terikat dalam hubungan yang membuatnya
sulit untuk melakukannya. Untuk mengatasi persoalan tindakan kolektif ini, penting

untuk memperhatikan struktur insentif yang dihasilkan oleh dinamika tersebut, dengan
berfokus secara khusus untuk mengidentifikasi berbagai elemen struktur insentif tersebut
yang dapat diperbaiki, dikurangi, atau setidaknya dipengaruhi oleh intervensi dari luar.
Dengan mengambil pendekatan ini, faktor-faktor yang sekilas tampak tidak terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam, seperti dana kampanye dan pembelian suara mungkin
perlu diperhatikan. Singkatnya, kami menyerukan ‘pendekatan yang peka terhadap hal-hal
informal (informality-sensitive approach)’ untuk pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan
ini memiliki tiga unsur utama:

(8,
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e Mereformasi struktur insentif. Ketika menghadapi persoalan tindakan kolektif
seperti yang diuraikan dalam laporan ini, logika analisis kami menunjukkan perlunya
mencari solusi yang akan mengubah keseimbangan insentif dengan cara yang
memudahkan para aktor untuk berkoordinasi dalam bentuk baru perilaku politik.
Dengan kata lain, tantangan utamanya bukan (hanya) menghasilkan kebijakan baru
yang secara langsung mengatasi krisis deforestasi dan perampasan lahan, namun
mencari cara untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan. Pelaksanaan strategi
tersebut membutuhkan pengenalan struktur insentif yang diuraikan dalam laporan
kami, dan menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk
mengubahnya secara bertahap. Sederhananya, strategi tersebut melibatkan penerapan
langkah-langkah yang dapat menurunkan biaya akibat kepatuhan terhadap kebijakan
sumber daya alam dan meningkatkan biaya akibat pengabaian atau pengelakan
kebijakan tersebut. Kami membahas tiga contoh reformasi tersebut: reformasi audit
perusahaan, reformasi sistem elektoral, dan pemberantasan pembelian suara.

e Meningkatkan pemantauan. Pemantauan yang lebih ekstensif terhadap praktik-
praktik korporasi - oleh pemerintah Indonesia, oleh LSM tetapi juga oleh perusahaan-
perusahaan konsumen dengan komitmen terhadap keberlanjutan - sangat dibutuhkan.
Pelanggaran korporasi yang dibahas dalam laporan ini kemungkinan besar dapat
dicegah dan setidaknya dihalangi sebagian jika lebih sering dipaparkan kepada
masyarakat Indonesia.

e Memperkuat kekuatan kontrabalas. Tata kelola yang lebih terikat aturan memiliki
kemungkinan yang lebih besar untuk terjadi dalam ruang sipil yang relatif bersifat
pluralistis di mana banyak kelompok kepentingan dan organisasi sosial mendukung
untuk memajukan kepentingan dan pilihan anggotanya melalui proses kebijakan.
Situasi masyarakat sipil yang sebagian besar terdiri dari kelompok-kelompok yang
memandang politisi sebagai para calon pendukung/patron tidak akan pernah mampu
memberikan tantangan berkelanjutan terhadap pola tata kelola klientelistik. Penguatan
masyarakat sipil sangat dibutuhkan, dan akan melibatkan penguatan organisasi
keadilan sosial yang ada, membangun konstituen publik untuk hak asasi manusia dan
perlindungan lingkungan, memperluas penyediaan bantuan hukum, dan membela
kebebasan berekspresi.

Pendekatan tiga unsur yang peka terhadap hal-hal informal ini tidak memberikan jaminan
keberhasilan. Pendekatan ini dapat berupa proses yang panjang dan tidak pasti bagi
berbagai badan politik untuk melakukan transisi dari aturan klientelistik dan personalistik
ke sistem yang lebih terprogram dan terikat aturan - transisi tersebut masih jauh dari
selesai bahkan di negara-negara demokrasi yang paling terkonsolidasi di dunia. Logika
klientelisme, yang menghubungkan para aktor politik dan ekonomi melalui hubungan
informal yang saling menguntungkan, sangat sulit dipatahkan setelah sistem tersebut
terbentuk. Pada saat yang sama, menyadari besarnya tantangan di depan akan lebih baik
dibandingkan dengan mengabaikannya begitu saja. Politik klientelistik dan hubungan kolusi
terkait antara dunia bisnis dan dunia politik yang mendorong deforestasi dan perampasan
lahan tidak boleh dianggap hanya sebagai bagian dari latar belakang yang dapat diabaikan
atau tidak dipedulikan. Sebaliknya, kesadaran akan dinamika tersebut harus mendorong
prakarsa di sektor ini. Pengenalan sumber masalah secara jernih setidaknya merupakan
titik awal untuk merancang upaya yang dapat menghasilkan kemajuan menuju pengelolaan
sumber daya alam Indonesia yang lebih baik.



Sekapur Sirih:
Hutan Indonesia, Anugerah yang
Tergadaikan

Laode M Syarif°®

Orang-orang Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang berlayar ribuan mil laut ke
kepulauan nusantara karena tergiur akan kekayaan alam nusantara. Orang Belanda yang
kemudian menetap selama 350 tahun behkan mengatakan bahwa “Indonesia adalah untaian
manikam di khatulistiwa (Indonesia is a string of emeralds in the equator)”. Sayang seribu sayang
kekayaan alam Indonesia, khususnya hutannya yang berlimpah dari tahun-ketahun hanya
dinikmati segelintir penguasa dan pengusaha yang asyik-masyuk menumpuk kekayaan demi
kelanggengan kuasa dan penumpukan rente bagi generasi penerus mereka tapi melupakan
orang tempatan yang hidup di sekitar hutan. Sejak zaman penjajahan dan awal kemerdekaan,
sampai dengan zaman orde baru dan orde reformasi, orang tempatan (indigenous people)
hanya menjadi penonton atau pekerja kasar yang melayani para konglomerat yang datang dari
pusat-pusat kekuasaan negara dan bisnis yang saling memanfaatkan.

Risalah yang yang ada di haribaan pembaca yang berjudul “Politik Kehutanan di Indonesia:
Pendorong Deforestasi dan Perampasan Lahan” (Forest Politics in Indonesia: Drivers of
Deforestation and Dispossession) adalah salah satu laporan hasil penelitian yang sungguh-
sungguh dan cermat sehingga mampu menghadirkan laporan yang komprehensif tentang
berasyik-masyuknya para penguasa dan para konglomerat dalam melakukan penguasaan
hutan dan sumber daya alam, demi menjaga kelanjutan kekuasaan dan pundi-pundi keuangan
mereka. Risalah ini berhasil memotret sejarah suram penguasaan hutan sejak zaman VOC
Belanda, orde lama, dan zaman Soeharto sampai dengan ‘orde reformasi’ hari ini.

Secara umum, risalah ini dibagi dalam lima bagian besar yang memuat: (i) ringkasan, (ii)
pengenalan/pendahuluan tentang politik kehutanan di Indonesia, (i) pendorong politik
kehutanan, (iv) politik kehutanan dalam praktiknya, dan (v) kesimpulan tentang bagaimana
menangani politik kehutanan. Masing-masing bagian kemudian dijelaskan dengan contoh-
contoh kongkret tentang bagaimana politik negara dan penguasa membentuk kebijakan
yang menguntungkan pengusaha dari lingkaran dekat mereka. Praktik seperti ini, terjadi di
pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Intinya, penguasa selalu memiliki ‘pengusaha piaraan’
yang kemudian diberikan konsesi/izin dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan,
seperti: pemanfaatan kayu, perkebunan, sampai dengan pertambangan.

Dizaman Soeharto, misalnya, presiden dan para petinggi golkar dan militer banyak
memberikan konsensi kepada lingkaran dalam kekuasaan mereka, seperti: Bob Hasan
(Kalimanis Group), Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Liem Sioe Liong (Salim Group),
Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group) yang sampai hari ini keluarga mereka masih memiliki
konsesi yang besar. Perusahaan-perusahaan mereka kemudian berkembang dan merambah
di luar sektor sumber daya alam, seperti perbankan, perumahan, hotel, kesehatan, pendidikan
bahkan memiliki jejak dihampir semua sektor usaha.

Pola hubungan kronisme antara penguasa dengan pengusaha sampai hari ini masih berlanjut
bahkan para pengusaha tersebut bermetamorfosis menjadi pejabat publik. Sejumlah menteri
bahkan memiliki sejumlah perusahaan besar seperti: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
(Nusantara Energy Resources), Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan
(Toba Sejahtra), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto (Multi Harapan
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Utama), Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Adaro
Group), dan lain-lain. Praktik seperti ini bahkan lebih berbahaya karena regulator sekaligus
bertindak sebagai pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerentanan benturan kepentingan
(conflict of interest) dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Risalah ini juga menjelaskan secara gamblang tentang hubungan tingkat deforestasi dengan
pemilihan umum serta perizinan-perizinan pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh

para pejabat publik yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati) yang
kebanyakan diberikan kepada kroni dan keluarga dekat para pejabat publik tersebut. Risalah
ini dengan gamblang menggambarkan seorang pengusaha di Kalimatan Selatan yang dengan
kemampuan uangnya berhasil mempengaruhi pemenangan keluarganya menjadi gubernur.
Hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah lain sehingga sumber daya hutan Indonesia
betul-betul tergadai oleh persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.

Risalah ini juga menyorot hak masyarakat adat dan orang tempatan yang tidak memiliki
sertifikat hak atas tanah dan lahan yang mereka telah garap secara turun temurun,
sehingga sangat rentan untuk diintimidasi jika berhadapan dengan kepentingan penguasa
dan pengusaha. Masyarakat adat dan orang tempatan sering sekali dikalahkan oleh para
pemegang konsensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
(ketika provinsi/kabupaten masih memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin).
Ketidakpastian tenurial ini sering menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat

di tingkat tapak yang pada akhirnya selalu merugikan masyarakat kecil karena mereka tidak
memiliki kepastian hak atas tanah-tanah mereka. Intinya, pemerintah yang telah terbeli oleh
pengusaha akan sukar untuk berbuat adil kepada masyarakat tempatan.

Disamping permasalahan-permasalahan klasik kehutanan Indonesia, risalah ini juga menyorot
secara khusus peran KPK dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor kehutanan dan
sumber daya alam (SDA) pada umunya, tapi sayangnya peran KPK dalam menata tata kelola
SDA melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) membuat
penguasa dan pengusaha gerah karena ruang gerak mereka menjadi berkurang. Oleh

karena itu, penguasa dan pengusaha sangat tidak senang dengan situasi tersebut yang pada
akhirnya ‘berkonspirasi’ untuk menghilangkan independensi KPK yang pada akhirnya berhasil
dalam mengurangi independensi KPK melalui revisi UU KPK pada tahun 2019.

Akhirnya, risalah ini memberikan beberapa masukan dalam upaya melawan praktik-
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan kehutanan dengan mengusulkan
perbaikan sistem Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Daerah, menghilangkan jual beli
suara, dan mereformasi sistem audit sertifikasi kayu karena sistem yang sekarang masih
dibayar oleh perusahaan yang diaudit sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Disamping itu, perlu adanya sistem tata kelola hutan yang lebih transparan agar lebih
gampang dimonitor oleh masyarakat luas dan memperkuat kemampuan organisasi
masyarakat sipil (OMS) dalam mengawal dan melawan praktik-praktik ilegal dalam
eksploitasi hutan dan sumber daya alam lainnya.

Disamping rekomendasi di atas, risalah ini juga menawarkan pentingnya kesadaran
masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat dan tersedianya
bantuan hukum bagi masyarakat apabila mereka berhadapan dengan penguasa dan
pengusaha yang culas. Akhirnya, risalah ini menekankan bahwa kebebasan mengeluarkan
pendapat harus dihormati, karena tanpa adanya kebebasan berekspresi, para penguasa dan
pengusaha akan mudah menekan suara masyarakat yang mempertahankan hak-hak asasi
mereka sebagaimana yang dilindungi oleh konstitusi negara.

Akhirul kalam, saya berharap edisi bahasa Indonesia ini akan memperbanyak pembaca
risalah ini dan memberikan kontribusi bagi perlindungan hutan dan sumber daya alam
Indonesia dari tangan-tangan kotor penguasa dan pengusaha yang hanya memikirkan diri
mereka sendiri. Kita tidak boleh lupa bahwa hutan dan sumber daya alam Indonesia adalah
anugrah bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia.



Pendahuluan: Politik Kehutanan di
Indonesia’

Berbagai prakarsa untuk memperkuat tata kelola dan mendorong pembangunan
berkelanjutan di sektor kehutanan Indonesia sering kali hanya memiliki efek jangka panjang
yang terbatas. Sebagai contoh, ketika pemerintah asing berusaha mendukung Indonesia
dalam menerapkan skema seperti REDD (Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) untuk mencegah
deforestasi, banyak pengamat menemukan kurangnya penerapan di lapangan.® Ketika
pemerintah Norwegia menyediakan dana yang besar untuk mendukung moratorium
deforestasi, moratorium tersebut selalu dihindari dan deforestasi terus berlanjut.” Sejak
tahun 2007, Indonesia telah mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk
menerapkan skema bagi hasil bagi masyarakat yang terkena dampak perkebunan, namun
para peneliti menemukan bahwa perusahaan sering menghindari penerapan skema ini.'”
Industri kelapa sawit sendiri juga telah menerapkan langkah-langkah yang dimaksudkan
untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan meminimalkan
kerusakan lingkungan,'' namun para peneliti masih menemukan bahwa perusahaan yang
berpartisipasi masih melanggar standar industri tersebut.'” Pemerintah Indonesia telah
memberlakukan peraturan yang melarang kegiatan bisnis yang merusak lingkungan di
kawasan hutan, namun pelanggaran terhadap peraturan tersebut banyak sekali terjadi.®

Dampak terbatas dari reformasi tersebut, menurut pendapat kami dalam laporan ini,
tidak hanya berasal dari karakteristik sistem penguasaan lahan di Indonesia, namun juga
dari persoalan intinya: sifat dari ekonomi politik Indonesia. Prakarsa di sektor kehutanan
yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mendorong
pembangunan berkelanjutan bergantung pada para aktornya - birokrat, politisi dan
perusahaan - yang menghadapi dorongan kuat untuk bertindak dengan cara yang
bertentangan dengan tujuan tersebut. Prakarsa reformasi cenderung berfokus untuk
menghasilkan perubahan hukum dan kebijakan dalam konteks di mana banyak aktor kuat
memiliki kepentingan individu dan kolektif dalam menolak penerapan hukum dan kebijakan
yang, sebagai akibatnya, sering kali hanya berkaitan terbatas dengan cara pengalokasian
dan pemanfaatan tanah dan sumber daya hutan. Sebaliknya, apa yang terjadi di lapangan
ditentukan oleh praktik dan hubungan yang tertanam kuat yang terjadi di luar dan sering
kali bertentangan dengan hukum. Sebagian besar program reformasi yang berkaitan
dengan hutan berangkat dari pola pikir hukum-birokrasi yang menganggap bahwa untuk
setiap masalah terdapat penyelesaian hukumnya, dan mengabaikan struktur insentif yang
memandu pelaksanaan tindakan di lapangan, atau terus menggunakan asumsi penuh
harapan bahwa tujuan mulia yang dimilikinya akan meyakinkan para mitra lokal untuk
memperbaiki cara mereka. Pendekatan ini umumnya menghasilkan kekecewaan.

7 Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Patrick Anderson, Sidney Jones, Nancy Peluso, dan Anthony Reid atas umpan
balik mereka yang sangat bermanfaat, dan Maxine McArthur dari Australian National University atas penyuntingan naskah
yang dilakukannya. Semua kesalahan dan kekurangan tetap menjadi tanggung jawab para penulis.

Maxton-Lee 2020, Casse et al. 2021, Luttrell et al. 2014, Hein dan Faust 2014.
9 Lihat Groom et al. 2022.
10  Lihat Gecko Project 2022.

11 Seperti ‘prinsip dan kriteria’ yang digunakan Roundtable for Sustainable Palm Qil (RSPO), suatu forum para pemangku
kepentingan industri kelapa sawit.

12 Sebagai contoh, lihat Colchester dan Chao 2013, Greenpeace 2010.
13  Sebagai contoh, lihat Greenpeace 2021.
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Tantangan mendesak yang dihadapi sektor kehutanan Indonesia - deforestasi, kebakaran,
pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan
iklim - memerlukan pendekatan yang berbeda. Insentif yang dihasilkan oleh karakteristik
utama ekonomi politik Indonesia, seperti sifat kolusi dalam interaksi bisnis-politik, telah
lama diperhatikan oleh para cendekiawan dan pengamat politik kehutanan Indonesia
lainnya, namun jarang diintegrasikan ke dalam analisis kohesif atau dianggap serius oleh
para pembuat kebijakan dan donor sebagai dasar intervensi kebijakan.' Tantangan untuk
mendorong pembangunan berkelanjutan adalah adanya fakta bahwa para pejabat dan
pemangku kepentingan lainnya menghadapi tekanan kuat untuk mengelak dari kebijakan
dan terlibat dalam berbagai kesepakatan di bawah tangan yang melemahkan implementasi
hukum dan peraturan. Hal ini merupakan tugas berat yang harus dikerjakan untuk mencapai
reformasi sistemis.

Itulah tujuan dari laporan ini. Kami berupaya menjelaskan ‘ekologi politik’ kawasan hutan
Indonesia, yang mana kami bermaksud untuk menunjukkan bagaimana pelaksanaan
kekuasaan di Indonesia akan sangat memengaruhi pilihan yang dibuat dalam alokasi sumber
daya hutan negara.'” Kami bertujuan tidak hanya untuk memberikan panduan yang jelas
mengenai praktik dan insentif yang dihasilkan oleh ‘politik hutan’ Indonesia, yang mana kami
mengacu pada strategi aktual di lapangan yang digunakan oleh para elite politik dan ekonomi
ketika terlibat dalam persaingan terbuka atas penguasaan lahan, kayu, dan sumber daya
alam lainnya di kawasan hutan Indonesia; kami juga memberikan pedoman komprehensif
mengenai cara merancang intervensi yang lebih baik terkait dengan cara beroperasi sektor
ini - meskipun dengan mengakui bahwa sifat praktik dan insentif yang tertanam kuat yang
mendorong deforestasi berarti bahwa persoalan tersebut tidak dapat diubah hanya dengan
perbaikan sederhana atau cepat.

Secara khusus, dalam laporan ini kami menunjukkan bahwa hubungan pertukaran yang
bersifat klientelistik informal merupakan karakteristik lumrah dalam tata kelola di Indonesia,
dan menjelaskan bagaimana hal tersebut merusak tata kelola sumber daya alam dan

hutan. Sejarawan, antropolog, dan ilmuwan politik telah menunjukkan bahwa karakteristik
yang tertanam kuat dalam banyak masyarakat Asia Tenggara adalah lumrahnya hubungan
patron-klien, yang dapat didefinisikan sebagai hubungan pertukaran antara orang-orang
dengan status sosio-ekonomi yang tidak setara, yang mana orang-orang dengan berstatus
lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya miliknya untuk melindungi
atau memberikan manfaat kepada orang-orang dengan status lebih rendah (klien), yang
membalasnya dengan menawarkan dukungan dan layanan pribadi.'® IDi era demokrasi,
hubungan patron-klien telah beradaptasi dengan realitas baru politik elektoral dan, di banyak
negara, hubungan tersebut membentuk jalan menuju kekuasaan politisi, yang melancarkan
pemilihan mereka dengan ‘klientelisme elektoral’, yang dicirikan dengan pertukaran
keuntungan materi tertentu (dalam bentuk pembelian suara, pork barrelling/pemberian
barang eksklusif, pekerjaan patronase, dan pembagian hadiah dan bantuan lainnya) untuk
dukungan politik (yang mencakup tidak hanya suara, tetapi juga kampanye dan bentuk
dukungan lain yang bersifat lebih aktif)."”

14 Kajian lain yang membahas peran hal-hal informal dalam ekonomi politik dalam politik hutan Indonesia adalah Van der Muur
2018, Luttrell et al. 2014, Barr dan Sayer 2012.

15  Untuk pembahasan yang lebih panjang mengenai ekologi politik, lihat misalnya: Utting 1993, Keil et al. 1998, Low dan Gleeson
1998, Paulson dan Gezon 2005. Sebagaimana dijelaskan oleh Santos-Granero, ‘Menurut definisinya, setiap ekonomi politik
diselenggarakan di sekitar sumber daya yang dianggap paling langka dan paling diperlukan untuk fungsinya - misalnya tanah
dalam perekonomian feodal atau modal dalam perekonomian kapitalis ... Semua ekonomi politik melibatkan persaingan dan
perselisihan, sejauh terkait dengan kepemilikan atas apa yang dianggap sebagai sumber daya paling langka dalam tiap-tiap
situasi historis tertentu, Santos-Granero 2009: 206-207 .

16  Scott 1972: 66. Tentang klientelisme secara lebih umum, lihat misalnya Kitchelt dan Wilkinson 2007. Tentang klientelisme
elektoral kontemporer di Asia Tenggara, lihat Aspinall dan Berenschot 2019, Aspinall et al. 2022, Weiss 2020.

17  Sebagai contoh, lihat Hicken 2011, Stokes et al. 2013.



Sebuah truk kelapa sawit melintasi konsesi kelapa sawit First Resources di Kalimantan Utara.
Kredit: Jamie Wolffeld

Di Indonesia, hubungan patron-klien tidak hanya terlihat di arena politik, namun juga
merasuk ke dalam struktur sosial masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.
Meluasnya klientelisme ini memiliki akar sejarah yang dalam, tetapi juga merupakan produk
dari sistem politik yang muncul pada periode pasca-kolonial, yang mana para pemimpin
rezim otoriter dan demokratis mengembangkan klientelisme sebagai strategi untuk
mempertahankan kekuasaan. Dalam laporan ini, kami menunjukkan bagaimana logika
politik klientelistik merasuki politik hutan, dengan menentukan akses terhadap investasi,
perizinan, konsesi, sertifikat tanah dan manfaat lainnya, yang merugikan peraturan
perundang-undangan, dan menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam.
Dengan menganalisis politik hutan dalam konteks akar struktural ini, kami bertujuan untuk
menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut tidak dapat dengan mudah dihilangkan atau
diselesaikan, melainkan membutuhkan keterlibatan jangka panjang secara sadar.

Laporan ini dimaksudkan sebagai titik awal dan perangkat untuk keterlibatan dalam

politik hutan dan bertujuan mendorong upaya yang lebih efektif untuk memperkuat tata
kelola sumber daya alam. Kami melakukannya setelah membaca dan menyatukan banyak
penelitian tentang politik hutan Indonesia selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Dengan
cara ini, kami juga mencoba memberikan gambaran jelas mengenai temuan utama dari
laporan ini. Laporan ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh dua penulis
laporan ini (Aspinall dan Berenschot) tentang pemilu lokal dan pemerintahan di Indonesia,'®
dan berdasarkan pelajaran yang diambil oleh dua penulis lainnya (Colchester dan Maclnnes)
dari pekerjaan yang telah lama dilakukannya dalam mengembangkan resolusi konflik
masyarakat-perusahaan di negara ini.

Laporan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian satu membahas tiga pendorong utama
politik hutan: warisan sejarah (bab 2), karakter klientelistik politik Indonesia (bab 3) dan
kerangka hukum yang rumit sehubungan dengan tanah (bab 4). Pada bagian dua, kami
membahas sifat politik hutan Indonesia sekarang, dengan mengkaji bagaimana dan
mengapa kebijakan pemerintah dan prosedur perizinan memiliki dampak terbatas di

18 Lihat Aspinall dan Berenschot 2019.
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Pohon akasia diangkut dari konsesi Asia Pulp & Paper di Kalimantan
Utara untuk dikirim ke Sumatera untuk diproses. Kredit: Ding Hibau

lapangan (bab 5) dan bagaimana hubungan bisnis-politik yang bersifat kolusi menggagalkan
perjuangan masyarakat pedesaan Indonesia atas hak tanah (bab 6). Kami mengakhiri
laporan ini dalam bab 7 dengan proposal konkret mengenai bagaimana terlibat lebih
langsung dengan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh sifat politik hutan Indonesia,
menyerukan intervensi yang mengakui struktur insentif yang mengatur sektor ini, dan
mencari intervensi yang mungkin mengarahkan insentif para aktor dominan untuk
mereformasi atau memberdayakan kelompok-kelompok yang mungkin menentangnya.

Laju deforestasi di Indonesia

Laju deforestasi di Indonesia masih diperdebatkan akibat biaya sosial dan lingkungan
yang tinggi sehubungan dengan deforestasi dan karena tingkat kehilangan hutan yang
dilaporkan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat berbeda.

Menurut LSM, Global Forest Watch, antara tahun 2001 dan 2020, Indonesia menghancurkan
28 juta hektar hutan, yang merupakan kehilangan sebesar 17 persen dari tutupan hutannya
dan menghasilkan 19 miliar ton emisi CO,."” Pemerintah Indonesia mengklaim tingkat
kehilangan kurang dari setengah dari jumlah tersebut. Perbedaan pelaporan yang terbaru
bahkan lebih ekstrem. Pada Maret 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) melaporkan bahwa deforestasi pada 2020 berada pada tingkat terendah sejak
mulai dipantau pada tahun 1990. 115.000 hektar yang dikatakan hilang pada tahun 2020
hanya sepersepuluh dari laju deforestasi yang dicatat pemerintah untuk tahun 2014. KLHK
mengklaim hal ini sebagian besar disebabkan oleh larangan pemerintah atas pembukaan
hutan primer dan moratorium izin baru untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2018.
Faktor-faktor lain juga berkontribusi, termasuk bahwa tahun 2020 adalah tahun terbasah
dalam beberapa dekade, harga minyak sawit yang terus rendah, dan berkurangnya aktivitas
ekonomi yang memengaruhi perluasan perkebunan dan penebangan.”®

19  CGlobal Forest Watch, n.d.
20 Mongabay 2021a.




Secara signifikan, angka deforestasi pemerintah hanya mencakup deforestasi yang tidak
disengaja; tidak termasuk konversi hutan berdasarkan izin dan lisensi pemerintah. Forest Watch
Indonesia menilai bahwa kehilangan tutupan pohon pada tahun 2020 adalah seluas 962.000
ha.”! Diakui bahwa angka ini merupakan bagian dari tren pengurangan deforestasi selama lima
tahun, tetapi angka dari Forest Watch masih delapan kali lebih tinggi dari angka Pemerintah.

Dalam beberapa dekade terakhir, penyebab langsung utama hilangnya hutan adalah
perluasan perkebunan kelapa sawit, tanaman pertanian dan pertambangan. Antara tahun
2000 dan 2019, perkebunan kelapa sawit berkembang dua kali lipat menjadi 16 juta hektar.””
Selama periode tersebut, perluasan kelapa sawit menyebabkan hilangnya tiga juta hektar
hutan tua, yang merupakan sepertiga dari seluruh deforestasi hutan tua. Perkebunan industri
kelapa sawit dikaitkan dengan konversi hutan tiga kali lebih banyak daripada penanaman
petani kecil dan perluasan serta kehilangan hutan terkait tersebut memiliki korelasi erat
dengan harga minyak kelapa sawit.”> Dalam beberapa tahun terakhir, deforestasi yang
disebabkan oleh penambangan nikel telah meluas menjadi 13.000 ha per tahun, termasuk

di kawasan hutan lindung.”* Menurut sebuah laporan oleh LSM Auriga, Nikel sekarang
menyebabkan deforestasi yang hampir sama besarnya dengan kelapa sawit: pada tahun
2021, 13.400 ha, dibandingkan dengan 13.600 ha yang disebabkan oleh kelapa sawit.””

Tindakan pemerintah baru-baru ini cenderung meningkatkan laju deforestasi. Pada tahun
2020, pemerintah mengeluarkan undang-undang Omnibus yang, meskipun adanya
pembatasan deforestasi yang sedang berlangsung, mengizinkan konversi hutan untuk
jalan dan perkebunan jika dianggap untuk kepentingan nasional. Berbagai perlindungan
lingkungan dan sosial juga dihapus oleh undang-undang tersebut.”®

Sebuah laporan tahun 2021 oleh WALHI, Friends of the Earth Indonesia, menemukan bahwa
ketika jalan dihubungkan dengan perkebunan, skala deforestasi meningkat drastis. Meskipun
jalan biasanya mengarah ke jalur pembukaan hutan hingga 100 meter di kedua sisinya, tapak
tersebut meluas sepuluh kali lipat ketika terhubung dengan perkebunan industri.””

Emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia akibat deforestasi dan pengeringan rawa gambut

lebih besar daripada gabungan semua emisi industri dan domestik lainnya.”* Penanganan
masalah ini menghasilkan kerja sama selama satu dekade dengan pemerintah Norwegia
untuk mengurangi emisi akibat deforestasi.”” Namun demikian, pada bulan September 2021,
Indonesia menarik diri dari perjanjian tersebut,*® dan baru memperbarui kerja sama tersebut
pada tahun 2022 setelah menuntut agar implementasi yang direncanakan berdasarkan

pada peraturan nasional bukan standar internasional.”’ Indonesia masih berkeinginan untuk
mematuhi komitmen Paris 2015 untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29-41 persen pada
tahun 2030, dibandingkan dengan skenario emisi ‘berjalan seperti biasanya’®” Sebagian besar
pengurangan tersebut diperlukan untuk mengurangi deforestasi.

21  Lihat Global Forest Watch, n.d., Kuepper dan Warmerdam 2021: 51.
22 Gaveau et al. 2021.

23 Ibid.

24 Auriga dan Walhi 2022.

25 Auriga forthcoming.

26 Sebagai contoh, lihat Ivalerina et al, 2020, Sembiring et al. 2020.

27 Walhi 2021: 23.

28 UNFCCC 2021.

29  Surat Pernyataan Maksud Tahun 2010.

30 Reuters 2021.

31 Mongabay 2022a; lihat juga Jakarta Post 2022.

32 Keputusan KLHK Nomor 168/Menlhk/PKTLPLA.1/2/2022, Tahun 2022.
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Bagian satu: Pendorong Politik
Kehutanan

Akar Sejarah

Sejarawan dan ekonom politik sering berpendapat bahwa politik yang didasarkan pada
hubungan pertukaran pribadi dan hal-hal informal adalah ‘keadaan alami’ dalam sistem
politik.>* Sebagaimana pendapat Douglas North dan para rekannya, sejarah politik setiap
negara biasanya melewati fase di mana akses menuju kekuasaan dan hak istimewa
bergantung terutama pada pertukaran bantuan yang terjadi dalam jaringan elite. Mereka
menguraikan keadaan tersebut sebagai berikut:

Secara alami, hubungan bersifat pribadi ... Para elite dari hubungan tersebut berada

di puncak, namun juga terikat dalam, jaringan patron-klien yang meluas ke seluruh
masyarakat. Posisi istimewa patron dalam koalisi dominan memungkinkan mereka untuk
melindungi para kliennya [dan] membagikan imbalan dan mengenakan hukuman di antara
para kliennya ... Semuanya bersifat pribadi [karena] hubungan pribadi dan pemerolehan
rente menghasilkan sistem insentif yang mengandung kekerasan dan memungkinkan kerja
sama dalam keadaan alami. **

Relief sejarah Keraton Kesultanan Yogyakarta ©Shutterstock

Selama sebagian besar sejarahnya, badan-badan politik yang menguasai wilayah yang
sekarang merupakan wilayah Indonesia memiliki sebagian besar karakteristik ini.

Pengamatan utama dalam tulisan tersebut, yang sangat relevan untuk laporan ini, adalah
bahwa baru selama dua hingga tiga ratus tahun terakhir negara-negara mulai menjauh - ke
tingkat berbeda, melalui jalur yang berbeda, dan dengan kecepatan yang berbeda - dari
badan politik bersifat pribadi dan klientelistik menuju sistem politik yang diselenggarakan
oleh institusi yang bersifat lebih impersonal yang beroperasi berdasarkan hukum dan
peraturan.” Oleh karena itu, pergeseran ke arah yang disebut oleh North dan rekan
penulisnya sebagai ‘negara akses terbuka’ merupakan perkembangan sejarah akhir-akhir
ini; hal tersebut juga terjadi paling tinggi (nhamun tentu saja tidak secara eksklusif) di Eropa
Barat dan Amerika Utara. Pergeseran tersebut bersifat rumit, dan masih belum sepenuhnya
dipahami, namun bergantung pada beberapa situasi yang bersifat tidak disengaja, termasuk

33  Lihat North et al. 2008.
34 Ibid., 35 dan 36.
35  Lihat Fukuyama 2011 untuk analisis sejarah menyeluruh dari proses ini.



pertumbuhan elite ekonomi independen®® dan kelas menengah yang berkolaborasi dalam
jangka waktu panjang untuk mempromosikan langkah-langkah yang mendisiplinkan para
pemegang kekuasaan, mendukung pemerintahan yang terikat aturan, dan mengandung
politik patron-klien.’” Sebagai contoh, di Amerika Serikat, politik dengan intrik klientelistik
berangsur-angsur mati hanya setelah penerapan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk
menekan kendali kebijakan politisi atas alokasi pekerjaan pemerintah.*

Analisis penurunan politik klientelistik tersebut penting untuk tujuan laporan ini karena
analisis tersebut membuat kami dapat menekankan bahwa, meskipun ada beberapa tekanan
untuk regularisasi di Indonesia, Indonesia hingga saat ini belum mengalami seluruh situasi
yang bersifat tidak disengaja tersebut, dan belum melakukan upaya menyeluruh untuk
membatasi politik klientelistik. Pola pembentukan negara Indonesia yang bersifat kolonial
memperkuat pentingnya jaringan patron-klien dalam badan politik dan perekonomiannya,
sementara tren pasca-kolonial mengekang tumbuhnya tekanan masyarakat untuk
membatasi politik klientelistik. Singkatnya, pola perkembangan sejarah Indonesia selama

ini menghambat munculnya kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan dan mampu
memperkuat supremasi hukum dan mengurangi klientelisme. Sejarah politik Indonesia akan
kami kaji secara ringkas untuk mendukung pendapat ini.

Badan politik besar yang muncul di Asia Tenggara jauh sebelum tahun 500 M, berdasarkan
penanaman padi basah, berbagai bentuk pengekangan dan perbudakan dan perdagangan,®
bukanlah wilayah yang dibatasi namun bidang pengaruh yang meluas atau menyusut
tergantung pada kekuatan dan pengaruh penguasanya. Kerajaan dataran rendah awal
digambarkan sebagai ‘mandala’, yang dibuat - seperti lukisan Buddha dengan nama tersebut

- oleh lingkaran pengaruh konsentris yang terhubung ke pusat melalui beberapa lapisan
hubungan patron-klien dan hubungan upeti, yang mungkin melebur ke mandala-mandala
yang berdekatan di sekitarnya.”® Meskipun kekuasaan kerajaan dataran rendah hanya sedikit
menjangkau dataran tinggi dan telah lama ditolak,*" hubungan perdagangan penduduk dataran
tinggi dengan kerajaan dataran rendah sering kali tercipta dalam bentuk upeti atau patron-
klien. Para pemimpin penduduk dataran tinggi dan penghuni kawasan hutan akan membawa
upeti kepada pejabat kerajaan untuk diberi hadiah dan pengakuan atas otoritas mereka, suatu
pertunjukan penghormatan yang lebih bersifat simbolis daripada militer atau birokratis.*

Di kerajaan-kerajaan tersebut kekuasaan dan patronase terkait erat. Dengan tidak adanya
negara birokratis yang dapat menyelenggarakan keadilan dan memberikan layanan dan
keamanan, jaringan hubungan pribadi dan patronase merupakan salah satu sarana utama
yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan atau status, atau untuk memastikan dirinya
terlindung dari kekerasan dan kesulitan*® Oleh karena itu, badan politik sebelum penjajahan
- seperti hampir semua negara pramodern - bersifat patrimonial, yang berarti bahwa sistem
tersebut merupakan sistem yang tidak memiliki perbedaan jelas antara kekuasaan dan
kepentingan pribadi para penguasa, dan kekuasaan dan kepentingan jabatannya.

36 Untuk studi menarik yang merinci peran (dan motivasi) elite ekonomi dalam mendorong pergeseran dari klientelisme di AS dan
Inggris, lihat Kuo 2018.

37  Studi utama yang merinci bagaimana Eropa Barat menjauh dari politik klientelistik adalah studi yang dilakukan Piattoni tahun
2001. Untuk analisis yang memiliki kesimpulan serupa tentang pentingnya elite ekonomi independen dan kelas menengah,
lihat Stokes et al. 2013 dan Weitz-Shapiro 2014.

38  Sebuah studi penting yang merinci perjuangan selama puluhan tahun untuk menekan pekerjaan patronase di AS adalah studi
yang dilakukan Grindle tahun 2012.

39 Reid 1983, 1988; Scott 2009, Cotterell 2014.

40  Wolters 1999; lihat juga Charney dan Wellen 2018.

41 Scott 2009.

42 Drakard 1990, Andaya 1993, Sutherland 2021.

43 Untuk diskusi mendalam mengenai ketergantungan, lihat Ferguson 2013.
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Rezim kolonial Belanda pada akhirnya hanya memperkuat dan bukan mengurangi pola
patron-klien. Ketika Belanda, bersama kekuatan kolonial barat lainnya, menerobos masuk ke
dalam jaringan perdagangan di seluruh pelosok nusantara, mereka menggunakan struktur
patrimonial yang ada untuk memudahkan jalan mereka.* Tidak hanya perluasan ekonomi
dagang Belanda itu sendiri yang sangat didukung oleh hierarki kekeluargaan,” tetapi
Belanda, dalam bentuk East India Company (VOC) pada awalnya sangat berkepentingan
untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan dengan demikian membentuk pola
administrasi ringan yang bertahan lama - pemerintahan tidak langsung - yang diakui dan
diatur melalui otoritas adat dan hukum adat, sehingga memperkuat sistem politik berbasis
patron-klien.*® Karena tujuan utama VOC adalah keuntungan, maka merupakan hal yang
“umum dan dapat diterima” bagi pejabat VOC untuk “berdagang untuk kepentingan
mereka sendiri dan menyimpan bagian dari keuntungan tersebut.”"” Kemudian, seiring
dengan kemunduran VOC dan Negara Belanda mengambil peran utama dalam proyek
kolonial, fokus ekonomi kolonial bergeser dari kendali perdagangan, terutama rempah-
rempah, menjadi kendali lahan untuk perkebunan dan tanaman komersial. Dalam konteks
ini, Belanda memperluas kebijakan pemerintahan tidak langsungnya, yang menopang
kewenangan para penguasa lokal di banyak bagian nusantara. Sistem ini tetap berdasarkan
pada perpaduan kepentingan pribadi dan publik, mengingat bahwa “Bupati adat, sebagai
imbalan atas dukungannya, diberikan tanah dan hak seigneurial: petani lokal harus
mendedikasikan banyak waktunya untuk bekerja di tanah swapraja tanpa upah.”*® Di
beberapa daerah, sistem tersebut meningkatkan otoritas sultan pesisir atas wilayah
pedalaman agar Belanda dapat merundingkan penyewaan untuk penggunaan eksklusif
wilayah hutan dan pertanian yang luas, yang memicu pemberontakan dan kebencian dari
masyarakat adat; sejumlah ketegangan yang diakibatkannya bertahan hingga sekarang.*’

Ketika negara kolonial Belanda menjadi semakin kuat, negara tersebut juga melakukan
kendali atas sumber daya lain dan memberikannya sebagai konsesi kepada klien kolaboratif
yang dianggap sesuai. Sumber daya tersebut mencakup tambang timah, tempat bersarang
burung di gua-gua, perkebunan jati dan monopoli rempah-rempah - yang sebelumnya
dapat disewakan atau diberikan oleh penguasa pribumi kepada kliennya sendiri.*”

Sebuah contoh penting adalah penyelenggaraan pengumpulan pendapatan Belanda dari
monopoli opium. Dalam sistem konsesi ini, yang diwarisi dari para penguasa Jawa, Belanda
memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan memperdagangkan opium kepada
perusahaan klien, yang membuat klien dapat meningkatkan keuntungan mereka secara
besar-besaran dengan impor opium ilegal, memalsukan produk dan mensubkontrakkan
penjualan kepada banyak pedagang dan sarang kriminal. Pendapatan dari pertanian opium
merupakan kontributor utama bagi kas negara kolonial, begitu penting sehingga, bahkan
ketika etika sistem dipertanyakan di parlemen Belanda, sudah lama dianggap mustahil untuk
menghilangkannya. Pertanian opium akhirnya baru dihapuskan pada tahun 1930-an.”!

Selama abad ke-19 dan ke-20, di bawah pengaruh, pertama, revolusi Prancis dan, kemudian,
berbagai upaya reformasi liberal di metropol, negara kolonial sendiri semakin tidak
menyetujui penggunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi, bahkan ketika perpaduan

44 Hall 1996, Crowley 2016.

45 Adams 2005.

46 Lev 2000.

47 Kroeze 2021: 177.

48  Kroeze 2021: 181.

49 Pelzer 1978, Reid 1979.

50  Sellato 2001, Magenda 2010.
51  Rush 1990.



Deforestasi dan perampasan lahan mengikuti jalan. Kredit: Mighty Earth

pribadi dan pejabat tetap tertanam dalam sistem aturan tidak langsung.”” Meskipun pada
abad ke-20 terdapat perluasan besar pemerintahan birokrasi modern di koloni, termasuk
upaya untuk membangun birokrasi ‘pribumi’ bergaji, pada tahun 1930-an ketakutan kolonial
nasionalisme menyebabkan pemulihan beberapa kepala adat, seperti raja Bali.>”

Pada tahun 1940-an, bangsa Indonesia berhasil memperjuangkan dan merebut kendali
Hindia Belanda. Kehancuran masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan revolusi (1945-
49) sangat melemahkan legitimasi dan keefektifan struktur birokrasi hukum modern
yang ditinggalkan Belanda. Hal tersebut juga menimbulkan kelangkaan besar-besaran,
mengakibatkan hubungan pribadi dan informal lebih tinggi daripada aturan dan prosedur
formal. Sistem patron-klien dalam praktiknya lebih bermakna daripada sistem hukum
formal bagi kebanyakan orang, sebagian karena jaringan patron-klien dapat memberikan
perlindungan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik daripada yang dapat diberikan
oleh negara yang baru berdiri.

Dalam konteks ini, koneksi informal dan hubungan pertukaran menjadi penting dalam
membentuk akses ke berbagai peluang di puncak masyarakat dan ekonomi. Selama

tahap awal perang revolusioner, ketika tentara Indonesia menghasilkan sebagian besar
pendapatannya sendiri dari penyelundupan dan bentuk-bentuk lain dari perusahaan
swasta, hubungan patron-klien antara perwira militer, politisi sipil, dan pengusaha menjadi
mengakar.” Nasionalisasi perkebunan dan perusahaan lain milik Belanda pada era 1950-
an dan 1960-an, dan pengambilalihannya oleh militer, memberi korps perwira suatu
pijakan yang lebih kuat dalam perekonomian. Sejak saat itu, militer tetap sangat terlibat
dalam perekonomian,>® terutama di sektor-sektor yang mengedepankan unsur ‘keamanan’,
terutama di sektor perbatasan hutan penebangan, pertambangan dan agribisnis.>® Situasi ini
berlanjut meskipun ada upaya reformasi selama dua dekade terakhir.

52 Kroeze 2021.
53 Benda 1965.
54 Crouch 1978.
55 Simpson 2008.
56  Chidley 2002.
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Selama dekade pertama pasca-kemerdekaan, para elite ekonomi swasta Indonesia
sebagian besar adalah pengusaha Tionghoa, yang memiliki sedikit pengaruh politik akibat
meluasnya demonisasi dan diskriminasi.”” Kelemahan kelas pengusaha Indonesia ini
secara khusus berkontribusi pada dominasi negara atas kehidupan ekonomi. Para pejabat
negara (baik sipil maupun militer) menjadi pemegang kekuasaan ekonomi yang penting,
baik secara langsung - sebagai pengelola perusahaan yang baru dinasionalisasi - maupun
secara tidak langsung, sebagai aktor yang dapat mengeluarkan lisensi dan izin impor yang
diperlukan, atau yang dapat mengabaikan, atau mengatur, berbagai tindakan kecurangan
yang membuat perusahaan-perusahaan dapat melanggar aturan. Akibatnya adalah
berkembangnya hubungan yang erat antara para pelaku bisnis swasta dan para pejabat
negara, sehingga korupsi tumbuh subur.”®

Keresahan sosial dan upaya kudeta militer sayap kiri pada tahun 1965, yang diberantas
dengan tindakan cepat yang mencurigakan oleh Jenderal Suharto, yang saat itu menjabat
sebagai pimpinan komando cadangan strategis angkatan darat, memicu penindasan terhadap
sayap kiri pada tahun 1965-66, termasuk melalui pembantaian yang dikomandoi oleh tentara
terhadap sekitar setengah hingga satu juta simpatisan komunis dan para pendukungnya di
seluruh pelosok nusantara.”” Setelah takluk, Presiden Sukarno disingkirkan dari kekuasaan

ke Bogor, sementara calon Presiden Suharto membawa reformasi ekonomi dan undang-
undang baru yang menyambut modal barat namun juga mempertahankan peran ekonomi
utama untuk tentara dan aktor-aktor negara lainnya.’® Dengan keterkejutan masyarakat yang
membuatnya jadi patuh akibat pertumpahan darah yang mengerikan, maka berlakulah modus
pemerintahan otoriter Jenderal Suharto dari atas ke bawah, dengan perubahan rezim ini
mendapatkan dukungan antusias dari pemerintah Barat.

Suatu bentuk klientelisme yang otoriter kemudian mengakar kuat selama 32 tahun

ketika rezim berbasis militer ‘Orde Baru’ Suharto (1966-1998) berkuasa. Suharto
mempertahankan dukungan politik dengan memberi kesempatan kepada para bawahannya
- perwira militer dan birokrat sipil - untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan

yang diberikan olehnya kepada mereka. Mereka melakukannya dengan berbagai cara,
yang lazimnya dengan memungut biaya atau mengambil manfaat lain (misalnya suatu
bagian dalam bisnis) sebagai imbalan atas ‘jasa’ yang diberikan oleh mereka (yang dapat
berupa pemberian lisensi penting, atau sekadar setuju untuk tidak mengganggu kegiatan
usahanya), atau dengan memberikan perlakuan lebih kepada rekan, kerabat, dan sekutu.
Sistem hubungan kolusi yang sistematis antara para aktor politik dan para aktor bisnis
berkembang, di mana para pejabat memberikan lisensi, monopoli, konsesi, dan keuntungan
lain kepada para pengusaha yang disukai - yang banyak di antaranya adalah anggota
keluarga dan kroni pemegang jabatan lainnya. Kemudian muncul kelas bisnis kroni yang
semakin kaya namun bergantung secara politik." Uang digelontorkan ke dalam dana

gelap yang dikendalikan oleh Suharto dan sekutunya.®” Militer semakin intensif terlibat
dalam kegiatan ekonomi, baik di luar hukum (misalnya dengan menarik pembayaran dari
perusahaan ke diberikan ‘keamanan’ oleh mereka) tetapi juga melalui berbagai yayasan,
bisnis militer, dan badan usaha milik negara.®”

57 Reid 2000.

58 Robison 1986.

59  Roosa 2006, Kammen dan McGregor 2008, Robinson 2018, Melvin 2018.
60 May 1978, Elson 2001.

61 Lihat Robison 1986 dan Kunio 1988.

62 Dick dan Mulholland 2010.

63 Sebagai contoh, lihat Crouch 1979.



Struktur kekuasaan yang diciptakan berupa struktur piramidal, dengan bawahan Suharto
memegang wilayah kekuasaan terbesar, memberikan posisi dengan tingkat lebih rendah
kepada para bawahan mereka sendiri, yang kemudian akan diminta bayaran dan suap
sebagai imbalannya. Dengan demikian, sistem tersebut mereproduksi dirinya sendiri
hingga tingkat terendah negara, sehingga bahkan pemegang jabatan tingkat rendah -
sebagai contoh, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin mengemudi, kartu tanda
penduduk atau surat-surat lainnya kepada warga negara biasa - memiliki peluang untuk
mendapatkan penghasilan tambahan selain dari gaji resmi yang diterima olehnya, biasanya
dengan memungut biaya ilegal. Oleh karena itu, ekonom Ross McLeod membandingkan
negara Orde Baru dengan sistem waralaba, yang mana jabatan politik yang mirip dengan
‘waralaba’ yang akan ‘dibeli’ oleh pejabat dari Suharto untuk tujuan mencari keuntungan.®*

Hal yang juga penting untuk tujuan uraian ini adalah perluasan industri sumber daya alam
di Indonesia yang merupakan inti dari sistem kapitalisme kroni ini: penerima manfaat
utama dari ledakan kegiatan penebangan tahun 1970-an mencakup banyak bisnis

yang dekat dengan Suharto dan para pejabat senior lainnya, serta berbagai yayasan

dan perusahaan yang terkait dengan militer.®® Sistem ini direplikasi dari atas hingga ke
bawah, bahkan pejabat pemerintah lokal dan militer tingkat rendah membangun jaringan
mitra dan pendukung bisnis yang hanya dipilih olehnya. Sistem inilah yang menimbulkan
gelombang besar degradasi dan konversi hutan sejak tahun 1970-an, yang mana
pemerintah di Jakarta membagikan izin kayu kepada konglomerat bisnis yang disukai,
perusahaan militer dan kepentingan kroni lainnya, yang sering kali bekerja sama dengan
perusahaan penebangan kayu asing.®® Pada akhirnya, kejahatan rezim ini menjadi sangat
tidak dapat ditoleransi oleh rakyat biasa Indonesia sehingga krisis keuangan tahun 1997-
98 memicu kerusuhan sipil yang meluas - menciptakan penentangan terhadap KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Protes ini mengakhiri kekuasaan Suharto.®’

Akibat dari sejarah ini adalah Indonesia memasuki era demokrasi pada tahun 1998
dengan pola interaksi yang bersifat sangat kolusi antara dunia bisnis dan politik yang
telah mengakar kuat, dan dengan hubungan yang bersifat personal dan klientelistik
tertanam dalam kehidupan negara dan masyarakat. Meskipun masyarakat sipil Indonesia,
yang sangat dimobilisasi selama masa transisi dari pemerintahan Suharto, menghasilkan
kemajuan besar dalam membentuk reformasi politik formal dan membangun landasan
hukum dan konstitusional dari sebuah tatanan demokrasi baru, masyarakat hampir tidak
memiliki waktu untuk menangani warisan klientelisme yang mengakar kuat dan elite
ekonomi yang bergantung pada negara sebelum karakteristik tertentu dari sistem politik
baru mulai memperkuat logika klientelistik. Secara ringkas, kondisi yang membantu
negara-negara lain menjauh dari politik klientelistik selama longue durée/jangka panjang
- elite ekonomi independen dan kelas menengah yang cukup besar, asertif dan terlibat
secara politik - meski tidak sepenuhnya absen, relatif lemah sepanjang sebagian besar
sejarah Indonesia. Hal ini berarti, sebagaimana yang akan dibahas berikutnya, munculnya
demokrasi dapat mengubah karakter politik klientelistik, namun tidak menghilangkannya.

64 Mcleod 2011.

65 Dauvergne 1997, 2001; Chidley 2002.
66 Barr 1998, Ross 2001.

67 Aspinall 2005, Schwarz 2000.
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Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memprotes Undang-Undang Cipta
Kerja di depan gedung DPR di Jakarta. JP/Wendra Ajistyatama, The Jakarta Post

Bertahannya Praktik Klientelisme

Banyak anggota masyarakat Indonesia berharap dan berkeinginan bahwa jatuhnya
pemerintahan Orde Baru Suharto pada tahun 1998-1999, dan transisi ke era berikutnya
yang disebut sebagai ‘era reformasi’ akan memungkinkan penghapusan ‘korupsi, kolusi, dan
nepotisme’ - yang merupakan sasaran utama dari gerakan reformasi 1998-99. Segera setelah
tahun 1998-1999, masyarakat Indonesia dan pengamat luar cenderung memandang korupsi
dan praktik-praktik terkaitnya sebagai sisa-sisa masa lalu - sebagai warisan masa Orde Baru
yang secara bertahap akan terkikis seiring dengan modernisasi dan reformasi Indonesia.

Terlepas dari harapan yang tinggi tersebut, setelah lebih dari dua dekade, ternyata praktik
korupsi masih sangat mengakar di hampir semua aspek sistem politik dan ketatanegaraan.
Meskipun terdapat lebih banyak diskusi publik mengenai, dan kecaman terhadap, praktik
tersebut, dan bahkan banyak dilakukannya penegakan hukum luar biasa, berbagai upaya untuk
membasmi praktik korupsi masih belum menghasilkan kemajuan yang berarti (lihat kotak
‘Kebangkitan dan Kemerosotan KPK').¢¢ Jelas terlihat bahwa sumber dari praktik-praktik ini
tertanam dalam logika dan fungsi sistem politik demokrasi pasca-Suharto di Indonesia.

Dalam periode pasca-Suharto, klientelisme telah beradaptasi dengan kerangka politik
demokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah besar karya ilmiah®” sistem elektoral
Indonesia telah didominasi oleh klientelisme elektoral (lihat definisi di atas). Dalam versi
Indonesianya, persaingan elektoral klientelistik mengambil bentuk yang sangat individual dan
personal - dengan aktor utama dalam persaongan politik adalah para kandidat individu dan
bukan partai politik, dan para kandidat tersebut kemudian membangun tim kampanye pribadi
atau membajak jaringan dan organisasi sosial, agama, birokrasi dan lainnya yang ada untuk
tujuan elektoral. Biaya yang tinggi dari sistem ini bagi para politisi menghasilkan hubungan
yang erat antara elite politik dan ekonomi, yang kemudian mendorong penguasaan oleh para
elite atas pembuatan dan penegakan kebijakan, yang membuat tata kelola sumber daya alam
Indonesia semakin rumit.

68  Sebagai contoh, lihat Aspinall dan van Klinken 2011.

69 Allen 2015, Aspinall dan Berenschot 2019, Aspinall dan Sukmajati 2016, Aspinall et al. 2017, Berenschot 2018, Muhtadi
2019.



Bentuk politik ini muncul berkaitan dengan, dan bukan terlepas dari, sistem demokrasi
Indonesia. Sejak awal periode reformasi pasca-Suharto, semangat dan daya saing pemilu
Indonesia telah dipuji secara luas, meskipun terdapat permasalahan pada aspek-aspek lain
dari demokrasi Indonesia, seperti kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban
para pejabat negara yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dalam
beberapa tahun belakangan ini, ketika para cendekiawan mengidentifikasi berlangsungnya
suatu proses penurunan atau dekonsolidasi demokrasi di Indonesia, masih terdapat
kesepakatan secara umum bahwa persaingan elektoral relatif kuat.””

Namun, di balik apa yang terlihat di permukaan, politik elektoral Indonesia jelas menghasilkan
bentuk-bentuk baru penguasaan oleh elite. Sejumlah studi kasus yang dibuat selama dekade
pertama atau lebih selama periode reformasi menunjukkan bagaimana - di hampir setiap
pelosok negara - kantor komisi pemilu daerah sering kali dikuasai oleh mantan pejabat,
pensiunan perwira militer, dan pengusaha yang memiliki hubungan dengan politik, yang
telah menjadi bagian dari elite pemerintahan era Orde Baru, dan yang sumber kekayaan

dan pengaruhnya berasal dari jalinan khas kekuatan politik dan ekonomi yang menjadi
karakteristik sistem tersebut.”* Kombinasi reformasi demokratisasi dan desentralisasi
memberikan otoritas politik yang jauh lebih besar, dan akses yang lebih besar menuju
sumber daya negara, para aktor regional yang telah berada di dalam piramida lama Orde
Baru. Di tingkat daerah, orang-orang tersebut sering memenangkan jabatan sebagai
gubernur, bupati (kepala daerah pedesaan) atau wali kota (kepala kota madya) dengan
menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilihnya.’” Selain

itu, di dalam sebagian besar partai politik di Indonesia, orang-orang tersebut menjadi
dominan, dengan memanfaatkan kekayaan dan jaringan politik yang ada untuk merebut
posisi kepemimpinan partai di tingkat nasional dan lokal.”® Sementara itu, di tingkat nasional,
Indonesia mengembangkan suatu bentuk “demokrasi bersifat kolusi”, di mana berbagai partai
memperebutkan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilu, namun
berkumpul untuk membentuk “koalisi pelangi” yang sangat besar dalam pemerintahan,

di mana mereka berbagi akses menuju berbagai sumber daya patronase yang ditawarkan
melalui kendali berbagai kementerian pemerintah dan lembaga negara lainnya.””

Sebagian untuk menanggapi tren tersebut, para reformis menganjurkan serangkaian
perubahan pada arsitektur elektoral Indonesia, dengan tujuan meningkatkan
pertanggungjawaban vertikal - sehingga lebih mudah bagi para pemilih untuk memberikan
suara langsung atas individu yang dipilih untuk suatu jabatan pemerintah. Reformasi

ini mencakup pengenalan pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan pilkada -
pemilihan langsung kepala daerah - pada tahun 2005.”> Kemudian, melalui kombinasi
reformasi hukum dan gugatan pengadilan, negara mengadopsi sistem perwakilan
proporsional daftar terbuka dalam pemilihan legislatifnya baik di tingkat lokal maupun
nasional. Dalam sistem ini, beberapa anggota DPR/DPRD dipilih di setiap daerah elektoral,
yang mana para pemilih dapat memutuskan antara memilih salah satu partai atau

memilih salah satu calon yang mencalonkan diri dari partai tersebut dalam daftar calon.
Pada dasarnya, kandidat dengan jumlah suara individu tertinggi dari sebuah partai yang
memenangkan alokasi kursi yang pada akhirnya mendapatkan kursi - yang berarti bahwa
sebagian besar kandidat memandang rekan partai mereka sendiri sebagai pesaing utama
mereka. Dalam istilah ilmu politik, hasil kumulatif dari perubahan ini adalah sistem elektoral
berbasis kandidat, yang memiliki empat karakteristik utama:

70  Tentang penurunan demokrasi di Indonesia belakangan ini, lihat Power dan Warburton 2020.

71 Lihat Robison dan Hadiz 2004, Hadiz 2010.

72 Aspinall dan Fealy 2003 serta Schulte Nordholt dan van Klinken 2007 memuat uraian tentang politik lokal selama periode ini.
73 Sebagai contoh, lihat Hadiz 2004, Mietzner 2013, Tomsa 2008.

74 Slater 2004.

75  Tentang pilkada, lihat Erb dan Sulistiyanto 2009.
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1. Kelemahan partai dan persaingan terprogram. Meskipun disambut dengan antusias oleh
para pemilih, reformasi yang disebutkan di atas mengakibatkan semakin kuatnya peran yang
dimainkan oleh individu-individu kuat dalam politik, dan merusak koherensi partai politik.
Dalam pemilihan legislatif, karena kandidat berasal dari partai yang sama pada dasarnya
bersaing satu sama lain, untuk memenangkan pemilihan mereka tidak hanya bersaing
untuk mengendalikan perangkat partai yang sama - atau keluar untuk membentuk tim
kampanye mereka sendiri - mereka juga memiliki sedikit insentif untuk mempromosikan
platform partainya, karena hal itu tidak akan membedakan mereka dari saingan utama
mereka. Sementara itu, pemilihan kepala pemerintah daerah cenderung menjadi perlombaan
antara individu-individu yang populer dan kaya yang sering kali hanya memiliki hubungan
partai yang lemah. Salah satu akibatnya adalah lemahnya persaingan terprogram dalam
sistem elektoral Indonesia. Bentuk persaingan ini - di mana partai politik yang menawarkan
platform kebijakan berbeda dinilai oleh para pemilih berdasarkan preferensi kebijakannya
sendiri - merupakan andalan pertanggungjawaban demokratis di banyak negara, namun
hanya sedikit terlihat di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia menampilkan sedikit
perdebatan kebijakan, dan partai-partai hanya menunjukkan sedikit perbedaan dalam hal
kebijakan ekonomi atau pembangunannya (sejauh partai-partai dibedakan, perbedaan
tersebut menyangkut peran yang menurutnya harus dimainkan Islam dalam kehidupan
publik’®). Oleh karena itu, hanya terdapat sedikit ruang untuk perdebatan tentang isu-isu
seperti deforestasi atau hak atas tanah dalam ranah politik formal, dan kelompok-kelompok
yang mendukung perubahan kebijakan atas isu-isu tersebut hanya memiliki sedikit
kesempatan untuk menempatkan topik ini dalam agenda legislatif.

2. Pembelian suara dan pork barrelling/pemberian barang eksklusif. Karena para kandidat

jarang dapat menang dengan menonjolkan label atau platform partai, mereka justru harus
mempromosikan citra pribadi. Salah satu cara untuk membangun citra pribadi adalah melalui
klientelisme elektoral, yaitu dengan menawarkan imbalan materi kepada para pemilih dan
pendukung lainnya sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan mereka. Dinamika ini
berlaku di Indonesia, di mana banyak penelitian telah melacak peningkatan pembelian suara
(yaitu penyebaran uang tunai kepada para pemilih perseorangan) dan bentuk pertukaran
klientelistik lainnya karena pemilu menjadi semakin berpusat pada kandidat.”” Berbagai studi
menguraikan bagaimana para kandidat mengelola tim pialang suara/vote broker berukuran
besar untuk memberikan pembayaran uang tunai atau hadiah lain kepada para pemilih pada
hari-hari menjelang pemilu. Jumlah uang yang terlibat bisa sangat besar: suatu operasi tangkap
tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia pada tahun 2019 menyita 84
kotak berisi 400.000 amplop dengan total jumlah uang 8 miliar rupiah [US$ 552.000] yang
digunakan dalam operasi pembelian suara petahana DPR Bowo Sidik.”® IDalam sebuah studi
baru-baru ini, Burhanuddin Muhtadi memperkirakan bahwa 25-33 persen pemilih, atau
antara 47 juta hingga 62 juta orang, ditawari uang tunai atau hadiah dalam pemilu legislatif
tahun 2014.”” Bahkan, hadiah-hadiah perorangan semacam itu hanyalah salah satu unsur
dalam pertukaran klientelistik. Serupa dengan itu adalah ‘club goods/barang monopoli alamiah’,
atau politik pork barrel/pemberian barang eksklusif, di mana para politisi menawarkan hadiah
kolektif kepada masyarakat atau asosiasi sebagai imbalan atas suara mereka - sebagai contoh,
perbaikan jalan desa atau renovasi rumah ibadah, peralatan musik untuk paduan suara
masyarakat atau pengeras suara untuk kelompok belajar agama. Hadiah tersebut merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari lanskap politik Indonesia.*®

76  Fossati et al. 2020.

77 Khususnya lihat Muhtadi 2019.

78  Rachman 2019.

79  Muhtadi 2019: 77.

80  Aspinall dan Berenschot 2019: 126-147.



3. Penjualan tiket. Sama seperti hubungan antara kandidat dan pemilih yang telah
dimonetisasi, hubungan antara partai dan kandidat juga telah dimonetisasi. Meskipun sistem
elektoral semakin berpusat pada kandidat, peraturan elektoral tertentu masih menempatkan
partai sebagai perangkat kendali yang penting: hanya kandidat yang dicalonkan oleh

partai yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan, meskipun kandidat
independen diizinkan dalam pilkada, akan lebih mudah bagi para kandidat untuk meminta
pencalonan dari salah satu partai atau lebih yang duduk di badan legislatif daerah. Sering
kali, alih-alih mengedepankan kadernya sendiri, partai akan mendukung orang-orang lokal
yang berpengaruh dan kaya untuk menduduki suatu jabatan, terutama dalam pemilihan
kepala daerah. Selain itu juga lumrah bagi partai-partai untuk meminta pembayaran untuk
pencalonan tersebut; selama sekitar satu dekade terakhir, bukti non-ilmiah menunjukkan
bahwa ‘harga’ dalam pilkada cenderung berkisar pada angka sekitar 1 miliar rupiah (US$
71.000) per kursi di DPRD setempat (salah satu cara untuk menentukan ukuran minimum
koalisi adalah dengan menetapkan proporsi kursi DPRD lokal).”* Sebuah studi baru-baru ini
menunjukkan bahwa ukuran koalisi partai yang melakukan pencalonan sebagian besar sejalan
dengan apa yang diperkirakan jika partai tersebut memprioritaskan pembayaran langsung

- yaitu imbalan - daripada keuntungan jangka panjang yang mungkin dihasilkan dari
mendukung kandidat yang menang (yaitu, ukuran koalisi cenderung mengelompok di sekitar
batas minimum yang ditetapkan undang-undang, daripada pola koalisi besar yang terbentuk
di sekitar kandidat yang kuat).®”

4. Instrumentalisasi jaringan sosial dan politik. Karena sebagian besar kandidat tidak dapat
mengandalkan partai politik untuk mengatur kampanye pemilu yang dilakukannya, mereka
terpaksa beralih ke organisasi dan jaringan lain untuk melakukannya. Salah satu tanggapan
yang lumrah dilakukan adalah para kandidat membentuk tim kampanye pribadi (yang sering
disebut sebagai tim sukses), yang dapat terdiri dari ribuan orang, yang tugasnya adalah
mempromosikan kandidat dan, sering kali, memberikan uang tunai atau hadiah lain kepada
para pemilih. Cara lainnya adalah para kandidat menjangkau, dan menginstrumentasikan,
semua jenis jejaring sosial - organisasi keagamaan, klub olahraga, kelompok komunitas,
jaringan gangster, dan sebagainya - untuk tujuan kampanye, menarik pemimpin dan anggota
dari berbagai persekutuan tersebut, dan memperoleh loyalitas mereka dengan memberikan
barang monopoli alamiah dan hadiah pribadi. Dinamika ini menyuntikkan unsur klientelisme
yang kuat ke dalam masyarakat sipil Indonesia, membatasi kapasitas kelompok masyarakat
sipil untuk memainkan peran pengawas independen atau mendukung pengganti untuk
politik klientelistik. Terutama di daerah yang relatif terpencil dan terbelakang di mana
birokrasi merupakan sumber pekerjaan kelas menengah terpenting dan faktor utama
ekonomi, para kandidat memandang birokrasi sebagai jaringan politik terpenting. Kepala
daerah petahana atau sekutunya sering menggunakan birokrasi sebagai mesin politik dalam
praktiknya, dengan memobilisasi pegawai negeri dan pejabat rendah lainnya, seperti kepala
desa, di balik kampanyenya dan memberi penghargaan dengan promosi dan jabatan pilihan
sebagai bentuk hadiah yang paling efektif. Oleh karena itu, birokrasi biasanya menjadi sangat
dipolitisasi, namun dengan cara yang sangat personal dan klientelistik, dan bukan menurut
logika ideologis apa pun.

81 Hendrawan, Berenschot dan Aspinall 2021.
82 Ibid.
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Akibat dari dinamika elektoral klientelistik untuk sektor sumber daya alam
Indonesia

Di antara berbagai akibat terpenting dari bentuk persaingan elektoral ini adalah sangat
besarnua biaya yang harus ditanggung oleh kandidat perseorangan. Kandidat yang paling
serius di sebagian besar lokasi perlu menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk
membeli pencalonan dirinya dari partai, membayar pembelian suara, barang monopoli
alamiah, dan strategi patronase lainnya, mendanai tim kampanyenya, dan membeli dukungan
dari para pemimpin masyarakat, jejaring sosial, dan oejabat lokal yang berpengaruh. Biayanya
dapat berjumlah sangat besar. Wartawan yang disurvei dan para pengamat lokal lainnya
memperkirakan pada tahun 2014 bahwa kandidat pemenang pilkada menghabiskan rata-
rata 28 miliar rupiah (sekitar US$ 2,5 juta) dalam kampanye mereka, sementara kandidat
pemenang pemilihan gubernur menghabiskan sekitar 166 miliar rupiah (US$ 15 juta).®
Jumlah ini tidak diragukan lagi telah meningkat sejak saat itu. Mengingat sifat kampanye
pemilu yang sebagian besar bersifat individual, biasanya kandidat perseorangan adalah pihak
yang perlu meningkatkan jumlah tersebut; mereka memiliki pilihan terbatas untuk meminta
dukungan kepada partainya, yang hanya memberikan subsidi publik yang sangat kecil .®*

Mahalnya biaya pemilu memiliki tiga konsekuensi besar bagi karakter tata kelola pada
umumnya, dan tata kelola di sektor sumber daya alam pada khususnya:

Pertama, sistem ini menguntungkan kandidat politik yang secara pribadi sudah kaya dan
memiliki koneksi yang baik. Oleh karena itu, terdapat banyak literatur tentang pengaruh
yang disebut ‘oligarki’ dalam sistem politik Indonesia pasca-Suharto, terutama individu-
individu dari keluarga yang merupakan produk kolusi elite ekonomi-politik Orde Baru.?” Di
banyak tempat di Indonesia, dan di tingkat nasional, banyak dari elite tersebut yang memiliki
kepentingan langsung dalam industri kayu, perkebunan, pertambangan dan industri lain yang
mendorong deforestasi. Sebagai contoh, di Kalimantan Tengah, taipan bisnis Abdul Rasyid
mendanai keberhasilan pemilihan gubernur keponakannya Sugianto Sabran, sedangkan

di Kalimantan Selatan, taipan pertambangan Haji Isam mendanai kampanye pemilihan
pamannya Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan saat ini. Dalam kedua kasus tersebut,
upaya untuk memastikan pemilihan anggota keluarga tersebut setidaknya merupakan
bagian dari strategi bisnis untuk memuluskan akses terhadap berbagai peluang ekonomi.
Seperti yang ditunjukkan dalam laporan investigasi dari Gecko Project, ketika berkuasa

para politisi daerah memberikan konsesi perkebunan dan pertambangan kepada anggota
keluarganya dan rekan lainnya.?® Di tingkat nasional, banyak politisi penting - seperti ketua
Partai NasDem, Surya Paloh, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan - yang juga memiliki kepentingan

besar di bidang pertambangan, perkebunan, dan industri sumber daya alam lainnya. Patut
dicatat bahwa para pelaku bisnis terutama dari sektor sumber daya alam yang padat rente
yang tertarik pada politik (sehingga relatif jarang menjumpai pengusaha Indonesia yang
memperoleh pendapatan dari menjalankan usaha eceran yang menjadi politisi). Pengusaha
yang berubah menjadi politisi tersebut memiliki insentif untuk menggunakan jabatan

publik dengan tujuan memajukan kepentingan bisnisnya mengingat bahwa pemerintah di
semua tingkatan mengendalikan izin yang diperlukan oleh industri sumber daya alam, dan
berwenang untuk menegakkan aturan atas sektor tersebut. Bentuk dominasi oligarki ini bisa
kita anggap sebagai bentuk penguasaan langsung/direct capture jabatan publik oleh aktor-
aktor yang berkepentingan di sektor sumber daya alam. Dengan demikian, sistem elektoral

83  Lihat Aspinall dan Berenschot 2019: 210.

84  Mietzner 2007.

85  Sebagai contoh, lihat Hadiz dan Robison 2004, Winters 2011 serta Ford dan Pepinsky 2014.
86  Lihat Gecko Project 2017.



berbiaya tinggi di Indonesia telah mendukung jalinan kepentingan bisnis dan politik yang
merupakan karakteristik dari masa Orde Baru yang otoriter.

Kedua, dan yang lebih penting lagi, biaya yang ditanggung oleh semua politisi berarti

bahwa mereka yang tidak memiliki latar belakang oligarki dan oleh karena itu kekurangan
sumber daya pribadi untuk mendanai kampanyenya sendiri biasanya perlu mengandalkan
dukungan dari donor kaya.®” Dinamika ini dapat dipikirkan sebagai hal yang menimbulkan
sistem penguasaan tidak langsung/indirect capture atas jabatan publik melalui kepentingan
sumber daya alam, yang terjadi ketika seorang pejabat terpilih tidak secara langsung terlibat
dalam bisnis di sektor sumber daya alam, namun terikat oleh ikatan utang dan kewajiban
kepada para aktor yang mendukungnya. Kewajiban tersebut dapat ditimbulkan di muka,
ketika seorang taipan sumber daya menyumbangkan sumber daya (yang hampir selalu
mengabaikan persyaratan pelaporan resmi) untuk membantu mendanai kampanye pemilihan
seorang kandidat. Terdapat banyak laporan dalam literatur yang menunjukkan bahwa donasi
semacam itu lumrah terjadi: Sebagai contoh, Warburton menemukan bahwa satu perusahaan
pertambangan di Sulawesi sebelum pemilu legislatif 2014 memberikan sumbangan kepada
140 kandidat teratas yang mencalonkan diri untuk DPRD provinsi, dengan berharap

bahwa setiap kandidat yang menang akan berasal dari kumpulan itu sehingga “Perusahaan
kemudian akan membentuk ikatan keuangan dengan setiap anggota parlemen di DPRD
provinsi mendatang.”*® Jika terpilih, politisi penerima akan membayar utang tersebut dengan
memberikan akses yang menguntungkan kepada sponsornya menuiju lisensi dan perizinan,
membantu mereka menyelesaikan konflik dengan pemilik tanah atau pekerja, dan/atau
mengabaikan pelanggaran peraturan lingkungan dan peraturan lainnya. Selain itu, setelah
terpilih, politisi perlu membangun uang simpanannya sendiri untuk pemilihan berikutnya.
Dengan demikian, mereka memiliki insentif tambahan untuk memberikan keuntungan

tersebut dengan imbalan suap, dan untuk mengembangkan sumber daya ekonominya sendiri.

Akibatnya, dalam praktiknya sulit untuk membedakan antara bentuk penguasaan negara
secara langsung dan tidak langsung, mengingat para politisi yang tidak memiliki kepentingan
sumber daya alam untuk terpilih sering kali dapat memanfaatkan posisi mereka untuk
menjadi pelaku bisnis penting - terutama di kawasan hutan ketika jarang dijumpai dengan
pejabat terpilih yang tidak memiliki setidaknya suatu kepemilikan kehutanan, perkebunan
atau pertambangan.

Ketiga, sistem berbiaya tinggi tersebut mendorong proses pelemahan kelembagaan/
institutional decay yang lebih luas dan menyebar, yang memengaruhi berbagai bidang
aparatur negara, dan melazimkan praktik korupsi di antara para pejabat dan warga negara.
Sebagai contoh, sistem tersebut mendorong monetisasi pengangkatan dan promosi birokrasi,
dengan kepala daerah yang haus uang sering kali memungut biaya atas tindakan yang
seharusnya rutin dilakukan secara formal atau keputusan berdasarkan merit, yang pada
gilirannya akan membebani pegawai negeri dengan utang yang harus dibayar oleh mereka
melalui korupsi dan pemungutan biaya ilegal kepada pada warga negara.®” Budaya korupsi
ini juga dapat menular ke lembaga-lembaga lain: sebagai contoh, sangat mengejutkan
bahwa serangkaian skandal suap yang merusak reputasi Mahkamah Konstitusi yang dulu
sangat dihormati, yang berakhir dengan penangkapan dan hukuman terhadap Ketua
Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, semua melibatkan keputusan atas hasil pilkada yang
disengketakan.” Pada akhirnya, sistem tersebut mengikis kepercayaan publik kepada sistem
politik: warga negara memandang bahwa politisi melakukan korupsi dengan menggunakan
jabatan publik dan akibatnya kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri untuk

87 Mietzner 2011.

88  Warburton 2016: 349.

89  Blunt, Turner, dan Lindroth 2012, Kristiansen dan Ramli 2006.
90  Sebagai contoh, lihat Movanita 2014.
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melakukan perubahan melalui pemilu, yang dipandang olehnya sebagai peluang untuk
mengambil sejumlah keuntungan pribadi untuk diri mereka sendiri. Sikap-sikap tersebut,
dengan meminta keuntungan-keuntungan klientelistik lainnya, pada akhirnya memperkuat
praktik-praktik klientelistik.

Gambaran tersebut di atas hanyalah sekelumit dari gambaran kompleks dan bernuansa di
lapangan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi politik
klientelistik di seluruh pelosok negeri. Daerah perkotaan dengan tingkat perekonomian yang
lebih beragam dan kelas menengah yang lebih besar cenderung kurang bersifat klientelistik,
sementara daerah-daerah yang bergantung pada industri sumber daya alam dan/atau
anggaran pemerintah sangat bersifat klientelistik.”* Temuan ini juga sejalan dengan studi
ekonomi politik yang lebih luas yang menunjukkan bahwa perekonomian yang bergantung
pada penggalian sumber daya alam cenderung memiliki lembaga negara yang lebih lemah,
karena sangat rentan terhadap penguasaan elite dan pelemahan kelembagaan.”

Tinjauan ini menunjukkan unsur-unsur kontinuitas dan perubahan dalam konteks politik
yang memfasilitasi deforestasi dan pengucilan sosial di Indonesia. Warisan klientelisme, dan
perpaduan kekuatan politik dan ekonomi yang menjadi pusat sistem kekuasaan Orde Baru
akan sulit diatasi bahkan dalam keadaan yang paling menguntungkan di Indonesia pasca-
Suharto. Sebaliknya, negara ini telah mengembangkan suatu bentuk persaingan elektoral
yang memperkuat perburuan rente dan penguasaan elite. Karakteristik tersebut dianggap
bukan sebagai produk dari kejahatan perseorangan di pihak politisi individu - meskipun
mereka jumlahnya banyak - namun dari sistem yang mendorong dan menghargai perilaku
suap-menyuap. Politisi yang berupaya melepaskan diri dari jeratan pola klientelisme dan
pertukaran sebagaimana diuraikan di atas, dengan beberapa pengecualian, cenderung
kekurangan sumber daya untuk bersaing secara efektif agar memperoleh kekuasaan, dan
dikucilkan dari sistem atau beradaptasi dengan logika yang berlaku. Secara keseluruhan,
sistem ini memberikan konteks yang hanya memiliki sedikit jalan untuk menyelidiki secara
politis mengenai penyebab deforestasi dan pengucilan sosial di Indonesia, dan berbagai
dorongan atau insentif yang melestarikan sebab-sebab tersebut.

Kamp perusahaan Grup Roda Mas di Mahakam Ulu. Grup ini mengalami konflik tenurial yang
sedang berlangsung dengan berbagai masyarakat Dayak Bahau. Kredit: Angus Maclnnes, FPP

91  Allen 2015, Aspinall dan Berenschot 2019, 228-248; Berenschot 2018.
92 Sebagai contoh, lihat Ross 1999, 2001.



Penguasaan Lahan dan Hutan

Setelah menekankan akar deforestasi dalam klientelisme dan politik informal, hal yang juga
perlu ditekankan adalah satu dasar penting deforestasi dalam hukum formal: warisan sejarah
kolonial, yang masih mempersulit penguasaan lahan di Indonesia sekarang. Undang-undang
dan peraturan Indonesia membatasi hak atas tanah penduduk pedesaan Indonesia dengan
cara yang berasal dari praktik dan peraturan negara kolonial. Secara khusus, lemahnya
pengakuan hak atas tanah masyarakat pedesaan Indonesia berakar pada konsep berusia 150
tahun yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dikenal sebagai gh. Dalam
undang-undang agraria tahun 1870, para penguasa kolonial menyatakan bahwa “semua
tanah yang tidak dapat dibuktikan diatasnya ada hak eigendom adalah domein negara.” Para
administrator Belanda menggunakan ‘pernyataan domain’ ini untuk mengklaim kepemilikan
atas sebagian besar tanah di Jawa (serta, kemudian, di luar Jawa) untuk memberikan akses
berbiaya rendah bagi perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan Eropa atas
tanah tersebut.”

Perkebunan bertanaman tunggal kelapa sawit menggantikan lahan hutan berpenghuni.
Kredit: Mighty Earth

Pengenalan sistem baru ini sendiri merupakan bagian dari pergeseran yang jauh lebih besar
yang terjadi selama abad kesembilan belas. Berbeda dengan para penguasa pra-penjajahan,’
dan bahkan upaya sebelumnya oleh Belanda untuk mendapatkan akses ke lahan hutan,”
dari pertengahan hingga akhir abad kesembilan belas negara kolonial terlibat dalam ‘kendali

93 von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann 2013: 61-99.
94 Vandergeest dan Peluso 1995.

95 Sebelumnya, misalnya, Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mendapatkan akses atas kayu
(khususnya jati) dan tenaga kerja hutan dengan bernegosiasi dengan raja-raja Jawa dan bangsawan lainnya. Negosiasi tersebut
sering melibatkan pemberian hadiah atau semacam “tanda persahabatan” kepada para penguasa Jawa dan para pejabatnya
(Peluso 1992: 37). Misalnya, pada tahun 1651, ketika kantor perdagangan Belanda pertama didirikan di Japara untuk
menangani perdagangan kayu jati dan gula, Gubernur Jenderal Carel Reiniersz mengirimkan surat kepada sultan Mataram yang
menjelaskan pengangkatan seorang residen di sana. Surat tersebut disertai dengan hadiah yang terdiri dari harta benda mahal
dari Eropa, Persia, dan bagian lain dari Asia Timur: renda, kain, air mawar, bola kesturi, anggur Spanyol, cincin berlian, ambar
hitam, kayu gaharu, dan barang mewah lainnya. Para pejabat kesultanan di wilayah Japara tidak mengizinkan ekspor kayu
sampai mereka juga menerima hadiah; gubernur jenderal ‘memecahkan’ masalah tersebut dengan mengirimi mereka seekor
gajah (Peluso 1992: 37).
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wilayah' dalam pengertian bahwa negara kolonial bertujuan untuk mengatur akses penduduk
atas tanah dan sumber daya alam dengan menetapkan batas-batas wilayah dan berupaya
untuk mengendalikan akses menuju sumber daya alam dalam batas-batas wilayah tersebut.
Upaya untuk memformalkan dan memetakan batas-batas tanah tersebut membuat negara
kolonial dapat tidak hanya memperkuat kendalinya atas tanah dan sumber daya alam,”®
namun juga membuatnya dapat memberikan sewa tanah kepada berbagai perusahaan untuk
perkebunan karet, tembakau, teh atau kopi, operasi penebangan atau pertambangan - yang
sering kali membuat masyarakat lokal kecewa akibat kehilangan kendali atas tanah mereka.””
Ketika negara kolonial meresmikan penguasaannya atas lahan hutan untuk memfasilitasi
eksploitasi ekonomi wilayahnya, negara kolonial itu menciptakan kondisi yang sampai
sekarang masih menimbulkan konflik tanah di Indonesia.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, negara Indonesia sebagian besar mempertahankan
warisan kolonial ini. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960
mengakui hak warga negara dan masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.” Namun
demikian, dengan mempercayakan “hak menguasai negara” atas tanah kepada negara,
undang-undang dasar memberikan hak menguasai negara kepada negara Indonesia atas
tanah dan secara efektif membatasi kepemilikan tanah perseorangan dan masyarakat. Prinsip
ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Kehutanan yang diadopsi oleh rezim otoriter
Suharto pada tahun 1967. Undang-undang tersebut menetapkan 143 juta hektar - hampir
75 persen wilayah Indonesia - sebagai kawasan hutan, dan pemerintah memperlakukan
lahan tersebut sebagai aset negara yang tidak dapat dimiliki secara pribadi.”” Meskipun ada
upaya reformasi selama bertahun-tahun, ketentuan ini terus berlaku: pemerintah masih
menetapkan sekitar 63 persen wilayah Indonesia sebagai “kawasan hutan”.'*®

Banyak dari tanah ini sebenarnya bukan hutan, dan hanya ada sebagai kategori administratif
untuk mempertahankan kendali negara (dan para elite penguasa) atas tanah, sehingga
memudahkan pemerintah untuk memberikan izin untuk tujuan penebangan, perkebunan,
pertambangan dan tujuan lainnya. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) mengakui bahwa sekitar 32.000 desa administratif terletak di dalam atau tumpang
tindih dengan kawasan hutan, dengan mengikuti praktik administrasi Belanda, sebagian
besar hutan diperlakukan sebagai Kawasan Hutan Negara dan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tetap memegang kendali resmi atas daerah-daerah tersebut.
Akibatnya, banyak warga negara yang bekerja dan tinggal di dalam kawasan “hutan politik”***
tersebut tidak dapat memperoleh hak sah atas tanah miliknya, dan alih-alih, sering kali
terpaksa mengandalkan sistem hak milik adat (atau yang disebut sebagai adat dalam hukum
Indonesia).'®” YNamun klaim tanah berdasarkan hukum adat tidak banyak berpengaruh di
pengadilan. Akibatnya, masyarakat yang terkena dampak konflik tanah umumnya kekurangan
bukti formal yang dapat mereka gunakan untuk membela posisinya di mata hukum.'*®

Sejak tahun 1990-an, KLHK telah mengembangkan serangkaian opsi penguasaan hutan
untuk mengakomodasi kenyataan bahwa hutan sebenarnya tidak kosong dari penghuninya.
Penguasaan ini diperlakukan sebagai hak guna usaha di Kawasan Hutan Negara dan

96 Vandergeest dan Peluso 1995: 388.
97  McCarthy 2005.

98  Fitzpatrick 1997.

99  Dhiaulhag dan Berenschot 2020.

100 Angka ini merupakan angka yang dikutip oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia di situs web-
nya (lihat Nurbaya 2018). Publikasi lain cenderung menempatkan angka ini sebesar 70 persen (lihat Butt dan Lindsey 2018).

101 Peluso dan Vandergeest 2001, Vandergeest dan Peluso 2015.
102 Sebagai contoh, lihat von Benda-Beckmann 2002.
103 Bedner 2007, 2016; McCarthy 2005.



termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HR) dan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR).'%* Sebuah bentuk penguasaan unik atas hutan yang memberikan
hak kepemilikan aktual, hutan adat (HA), secara teoretis diberikan kepada ‘masyarakat
hukum adat’ (istilah yang terkadang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai ‘indigenous
people/masyarakat adat’); namun demikian, mereka harus terlebih dahulu membuktikan
pemenuhan legislatif setempat bahwa mereka masih ada, yang kemudian perlu diformalkan
dengan peraturan pemerintah daerah.’*> Organisasi nasional AMAN (Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara), memperkirakan bahwa sekitar 50-70 juta orang hidup dalam berbagai
masyarakat adat tersebut di seluruh pelosok nusantara, dengan wilayah adat yang mencakup
sekitar 40 juta hektar hutan. Namun demikian, dalam waktu sepuluh tahun sejak mekanisme
penguasaan HA ditetapkan, hanya sekitar 148.488 ha hutan adat yang diakui secara formal
oleh KLHK'% kurang dari 0,4% dari wilayah tersebut).’*”

Pengakuan terbatas atas kepemilikan tanah perseorangan dan masyarakat ini telah membuat
negara Indonesia dapat menerapkan “sistem konsesi”'“® yang mana berdasarkan sistem
tersebut, akuisisi tanah oleh perusahaan untuk membangun operasi penebangan atau
perkebunan tidak memerlukan pembelian tanah melainkan pemerolehan konsesi dan izin
negara dari kementerian negara dan pemerintah daerah. Perusahaan tidak pernah menjadi
pemilik atas tanah tersebut melainkan mendapatkan hak sewa atas tanah selama, dalam
banyak kasus, 30 tahun. Sistem konsesi ini menguntungkan tidak hanya bagi perusahaan
namun juga bagi politisi dan birokrat yang memberikan konsesi tersebut, yang membantu
menjelaskan mengapa, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, kendali yang sangat

besar milik negara Indonesia atas tanah tidak pernah dikurangi secara signifikan. Setelah

izin konsesi diperoleh, perusahaan memiliki dasar hukum untuk mengusir masyarakat yang
sebelumnya tinggal atau bekerja di lahan yang dicakup konsesi tersebut. Di pengadilan,
konsesi tersebut umumnya mengalahkan bukti (adat) atas penggunaan dan kepemilikan
tanah yang dipegang oleh masyarakat. Kedudukan hukum yang lemah menghalangi
masyarakat mempertahankan tanah miliknya dan juga secara signifikan melemahkan posisi
tawar mereka ketika mencoba untuk mendapatkan kompensasi yang memadai atas hilangnya
tanah tersebut.'””

Namun, terlepas dari pembatasan hak atas tanah ini, berbagai undang-undang dan
peraturan mengatur serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
masyarakat pedesaan Indonesia dari perusahaan yang datang. Tiga ketentuan tersebut
sangat penting karena sering menjadi hal yang direbutkan dalam konflik antara masyarakat
pedesaan dan perusahaan.

Serangkaian kebijakan penting pertama menyangkut prosedur perizinan. Penetapan
operasi penebangan, perkebunan dan pertambangan dipandu oleh prosedur rumit yang
mengharuskan perusahaan untuk memenuhi berbagai persyaratan, termasuk beberapa
persyaratan yang bertujuan untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial (lihat kotak).

104 Simarmata et al. 2021.

105 Safitri 2010.

106 MoEF 2022.

107 AMAN 2022.

108 cf. Hein and Faust 2014.

109 See Dhiaulhaqg, McCarthy & Yasmi 2018.
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Masyarakat adat Batak Toba memanen damar dari agroforest di bawah ancaman perkebunan kayu pulp.
Kredit: Auriga Nusantara

Prosedur perizinan untuk kehutanan dan perkebunan

Perusahaan komersial yang memohon konsesi hutan untuk penebangan, perkebunan kayu,
restorasi ekosistem atau proyek REDD+ harus mendapatkan izin yang diperlukan melalui
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama awal tahun 2000-an, sebagai bagian
dari proses desentralisasi pasca-Suharto, kewenangan untuk mengeluarkan konsesi hutan
yang lebih kecil dilimpahkan ke kabupaten, yang menyebabkan ledakan operasi penebangan
yang tidak diatur dengan baik. Sejak saat itu, kewenangan menerbitkan izin semakin
diperketat sehingga hanya KLHK dan otoritas provinsi yang dapat menerbitkan izin. Pada
tahun 2021, kewenangan ini semakin terpusat sehingga kewenangan untuk menerbitkan izin
pemanfaatan hutan kini berada di tangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah diberikan konsesi hutan, dokumen yang kompleks kemudian harus dibuat oleh
perusahaan kehutanan untuk mengembangkan konsesinya, termasuk: inventarisasi hutan,
untuk menunjukkan bahwa penyelenggara telah menilai sumber daya yang disewa olehnya
dengan benar; rencana pengembangan usaha (RKU), untuk menunjukkan bahwa mereka
memiliki modal dan kapasitas manajemen yang diperlukan untuk berkembang sebagai sebuah
usaha; dan rencana kerja tahunan (RKT), untuk memastikan tingkat pengambilan kayu yang
konsisten dengan perhitungan Jatah Tebangan Tahunan. Semuanya harus diserahkan dan
disetujui oleh pejabat KLHK sebelum pemanenan diizinkan. Logika peraturan ini adalah
hanya mengizinkan pembangunan hutan yang berwawasan lingkungan dan menguntungkan.

Namun demikian, efek politik dari undang-undang dan peraturan tersebut adalah untuk
menciptakan saling ketergantungan yang erat antara pejabat KLHK dan perusahaan
kehutanan, yang dalam konteks tradisi patron-klien memberikan ruang yang luas untuk
pencarian rente dan penguasaan aparat regulasi oleh industri.




Masyarakat adat Batak Toba memanen damar dari agroforest di bawah ancaman perkebunan kayu pulp.
Kredit: Auriga Nusantara

Untuk pengembangan perkebunan pertanian, Undang-Undang Perkebunan (yang direvisi
pada tahun 2014) menetapkan - bersama dengan serangkaian peraturan tambahan -
prosedur untuk memperoleh hak guna usaha atas tanah negara. Langkah-langkah utama
yang diperlukan antara lain adalah: mendapatkan izin awal dari pemerintah kabupaten untuk
mengembangkan kawasan (Izin Prinsip), diikuti dengan izin lokasi (Izin Lokasi) tiga tahun,
yang juga berasal dari pemerintah kabupaten, yang mana selama jangka waktu tersebut
pengembang harus memulai pembebasan lahan dari para pengguna lahan setempat,
mengonfirmasi pembiayaan untuk skema tersebut, dan melakukan penilaian dampak
sosial dan lingkungan. Secara teknis, Hak Guna Usaha (HGU) yang sifatnya penting hanya
dapat diterbitkan atas tanah negara (APL) bukan hutan yang tidak dibebani oleh hak lain.
HGU diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional dan wajib diperoleh menurut hukum
sebelum penanaman dapat dimulai. Untuk mendapatkan izin tersebut, perusahaan harus
menunjukkan kepada BPN bahwa dirinya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari
Dinas Perkebunan, memiliki konfirmasi kecukupan AMDAL (analisis mengenai dampak
lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dapat memberikan
bukti tertulis mengenai pembebasan lahan dari para pengguna sebelumnya. HGU tersebut
awalnya berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang dua kali namun dapat dibatalkan
jika perusahaan gagal mengembangkan lahan tersebut. Selain itu, jika salah satu kawasan
perkebunan yang diusulkan memiliki tutupan pohon maka perusahaan juga membutuhkan
izin pembukaan hutan dan, jika lahan tersebut diklasifikasikan sebagai hutan, maka
perusahaan harus menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan,
yang mengklasifikasi ulang lahan tersebut sebagai APL. Kedua izin ini harus diperoleh dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pertimbangan untuk kumpulan peraturan ini adalah untuk memastikan perlakuan yang adil
terhadap para pengguna sebelumnya, melarang spekulasi lahan, membatasi deforestasi,
dan memitigasi kerusakan sosial dan lingkungan. Namun peraturan tersebut juga memiliki
efek membuka banyak peluang untuk mencari rente, di satu sisi, dan penyuapan dan kolusi,
di sisi lainnya.
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Serangkaian ketentuan kedua yang seharusnya memberikan perlindungan menyangkut
persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak yang seharusnya diperoleh oleh
perusahaan kelapa sawit dan perusahaan lainnya saat memperoleh izin. Sebelum
membangun perkebunan, pemegang izin perlu menginformasikan sepenuhnya kepada
masyarakat tentang rencananya dan, selanjutnya, memperoleh - tanpa paksaan dalam
bentuk apa pun - pernyataan tertulis yang menyatakan persetujuan anggota masyarakat
pemilik tanah (baik dengan atau tanpa sertifikat tanah resmi) dalam wilayah konsesi untuk
melepas tanah mereka. Perusahaan juga berkewajiban untuk memberi kompensasi kepada
masyarakat atas hilangnya akses atas tanah. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan
masyarakat ini sebagian sejalan dengan perjanjian hak asasi manusia internasional, yang
mensyaratkan “Persetujuan Secara Bebas, Sebelumnya dan Berdasarkan Informasi yang
Tepat” dari masyarakat adat atas setiap tindakan yang dapat mempengaruhi hak mereka,"*°
dan dengan standar industri seperti “Prinsip dan Kriteria” dari Roundtable for Sustainable
Palm QOil (RSPO), dan berasal dari beberapa undang-undang nasional.'"!

Ketentuan penting ketiga yang membentuk akses ke hutan Indonesia adalah bahwa
undang-undang Indonesia mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan
skema usaha patungan bagi masyarakat yang terkena dampak. Skema ini sering disebut
‘skema inti-plasma’, dengan mengacu pada fakta bahwa sebagian dari (keuntungan dari)
perkebunan dialokasikan untuk masyarakat (‘plasma’) di sekitar bagian lahan yang lebih
besar yang dikuasai perusahaan (‘inti’)."'” Sejak tahun 2007, semua perusahaan yang
memasukkan tanah masyarakat ke dalam perkebunannya diwajibkan untuk memberikan
sebagian (setidaknya 20 persen) dari hasil perkebunan (atau keuntungan dari tanah ini)
kepada masyarakat. Janji tentang ‘plasma’ dan keuntungan yang terkait dengannya sering
kali digunakan sebagai iming-iming untuk membujuk masyarakat agar menyerahkan tanah
mereka. Namun demikian, bahkan di atas kertas sekali pun, kesepakatan ini terlihat tidak
menarik: masyarakat tidak hanya menyetujui tingkat kompensasi yang rendah karena
kehilangan 80 persen tanah mereka untuk diserahkan kepada perusahaan, mereka juga
harus membayar semua biaya penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit - biaya yang
dalam teorinya dikurangi dari keuntungan dari 20 persen sisanya. Dalam skema baru-
baru ini, penduduk desa juga tidak menerima kepemilikan melainkan keuntungan dari
pembagian perkebunan yang mereka alokasikan, yang dikelola melalui koperasi lokal.
Dalam praktiknya, skema inti-plasma ini sering kali bahkan kurang menguntungkan
daripada yang diatur oleh aturan formal, karena perusahaan sering mengingkari janji untuk
memberikan plasma sementara pembagian keuntungan sering kali kurang transparan
atau curang, yang menjadikan skema inti-plasma sebagai pendorong utama konflik antara
masyarakat dan perusahaan.

Singkatnya, meskipun hukum Indonesia membatasi hak warga negara atas tanah, hukum
tersebut juga menawarkan berbagai perlindungan atas kepentingan masyarakat. Namun
demikian, sebagaimana yang akan diulas berikutnya, sifat kerangka hukum yang kompleks
dan kontradiktif memungkinkan para aktor korporasi untuk menciptakan berbagai pintu
belakang yang dapat mereka gunakan untuk mengelak dari kewajiban hukum mereka.

110 Seperti Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Kesepakatan Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

111 Seperti UU Kehutanan 1999 dan UU Perkebunan 2014 (N0.39/2014).
112 Selama bertahun-tahun nama dan karakter skema usaha patungan ini telah berubah, lihat Potter 2016, McCarthy 2010.



Bagian dua: Politik Kehutanan dalam
Praktiknya

Pengelakan Izin dan Kebijakan

Analisis kami tentang sifat politik elektoral menunjukkan mengapa undang-undang dan
peraturan sering kali tidak memiliki dampak yang diharapkan, dan mengapa terdapat
kesenjangan yang besar antara peraturan negara dan kenyataan. Seperti yang telah
disebutkan, Indonesia memiliki serangkaian kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk
mengatur penggunaan lahan dan melindungi lingkungan. Aturan-aturan ini terkadang
dilaksanakan sesuai dengan isinya, namun sering kali pada akhirnya hubungan kolusi
antara pelaku politik dan bisnis merusaknya. Kesenjangan antara kebijakan-di-kertas

dan kebijakan-dalam-kenyataannya muncul dengan dua cara yang berbeda: manipulasi
pembuatan kebijakan dan pelemahan implementasi. Kami membahas kedua mekanisme
tersebut secara bergantian.

Manipulasi hukum/Backdooring the law

Kerangka hukum Indonesia yang terkait dengan tanah dan perkebunan merupakan
perpaduan kompleks yang tidak hanya terdiri dari sejumlah undang-undang utama - seperti
Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Undang-Undang Tata Ruang tahun 2007

dan Undang-Undang Perkebunan tahun 2014 - namun juga seperangkat undang-undang
tambahan, instruksi presiden, peraturan menteri dan pedoman pelaksanaan yang bersifat
kompleks.'™ Tambal sulam yang kompleks tersebut telah menghasilkan lahan perburuan yang
kaya untuk praktik yang kami sebut sebagai ‘backdooring/pemanipulasian’ undang-undang:
pelobian oleh para aktor berpengaruh - seperti industri kelapa sawit - untuk mengadopsi
klausul tertentu dalam peraturan tingkat yang lebih rendah atau peraturan pelaksanaan
untuk mengurangi atau melemahkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang
yang ada. Manfaat politis dan praktis dari pemanipulasian hukum ini sebagian terletak

pada sifatnya yang tersembunyi: alih-alih membatalkan undang-undang yang ada sehingga
secara resmi mencabut hak-hak yang telah ada, manipulasi strategis terhadap peraturan
pelaksanaan dapat menangani tujuan yang sama seraya tetap berada di bawah radar media
dan para pendukung dan, oleh karena itu, dapat menghindari kemarahan publik.

Manfaat yang lebih besar dari ‘backdooring/manipulasi’ ini bagi perusahaan-perusahaan
sumber daya alam adalah bahwa hal tersebut membebaskan mereka dari banyak beban
untuk mematuhi persyaratan peraturan yang memberatkan seraya mempertahankan
tampilan keabsahan yang diberikan oleh peraturan. Mengingat besarnya pengawasan
nasional dan internasional terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sangat
penting bagi perusahaan yang terlibat dalam pengambilan sumber daya alam untuk
menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh tanah yang dibutuhkan olehnya sesuai
dengan hukum dan prosedur yang ketat. Ketiadaan kerangka hukum tersebut akan
sangat merusak legitimasi pembebasan tanah di mata para pengamat dalam negeri dan

113 Yang terkait dengan pendirian perkebunan kelapa sawit misalnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 7
Tahun 2017 tentang Peraturan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha (HGU).
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internasional. Oleh karena itu, strategi ini menarik untuk mendukung kerangka hukum
umum, termasuk perlindungan lingkungannya, seraya mempromosikan penggunaan
peraturan pelaksanaan yang melemahkannya. Backdooring/manipulasi ini memungkinkan
perusahaan untuk memperoleh jatahnya serta juga memanfaatkannya. Karena demokrasi
Indonesia bersifat oligarki dan menonjolnya elite ekonomi dalam politik, kepentingan bisnis
dapat berhasil dengan relatif mudah dalam melakukan ‘backdooring/manipulasi’ regulasi
negara tersebut. Kotak berikut memberikan empat ilustrasi terbaru tentang bagaimana
peraturan pelaksanaan atau peraturan baru dapat merusak perlindungan lingkungan yang
diberikan oleh undang-undang di atasnya.

Contoh ‘backdooring/manipulasi hukum’ untuk menghindari perlindungan
lingkungan dan hak-hak warga negara

e Solusi bagi perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Perusahaan
diharuskan untuk mendapatkan ‘izin pelepasan kawasan hutan’ sebelum membangun
perkebunan di kawasan hutan. Namun demikian, sebuah laporan investigasi tahun
2021"* menemukan bahwa 3,2 juta hektar, seluas Belgia, perkebunan kelapa sawit
(atau 19 persen dari semua perkebunan) ditanam secara ilegal di dalam kawasan hutan.
Sedikitnya 600 perusahaan - hampir sepertiga dari seluruh perusahaan kelapa sawit
di Indonesia - memiliki perkebunan ilegal tersebut. Karena begitu banyak perusahaan
beroperasi tanpa izin yang benar, pemerintah berturut-turut telah mengadopsi
peraturan yang memungkinkan perusahaan menghindari pelanggaran tersebut. Sebagai
contoh, pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan (PP No. 60/2012) yang
mengizinkan “pemutihan” perkebunan di dalam kawasan hutan. Dengan demikian,
peraturan tahun 2012 melakukan ‘backdoor/manipulasi hukum’ atas UU Kehutanan
tahun 1999 (No. 41/1999) dan UU Tata Ruang tahun 2007, yang melarang penerbitan
izin perkebunan di kawasan hutan; peraturan tahun 2012 memungkinkan perusahaan
yang memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan untuk mengajukan izin pelepasan
kawasan hutan secara retrospektif. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan
peraturan presiden yang memberikan pintu belakang lain dengan mengizinkan
perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan hutan untuk melanjutkan operasi hingga
akhir siklus panen mereka (yang bisa mencapai 35 tahun). Backdoor serupa terjadi
melalui UU Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) 2020 yang baru. Pasal 110 A dan B mengizinkan
perusahaan dengan perkebunan di dalam kawasan hutan untuk melanjutkan operasinya
(dan, dalam banyak kasus, mengajukan izin pelepasan hutan) setelah membayar
denda administratif.'*> Ketika anggota parlemen yang menyetujui undang-undang ini
tampaknya baru menyadari apa yang telah mereka lakukan setelahnya,''¢ klausul ini
pada dasarnya tidak memberikan efek jera yang berarti bagi perusahaan yang ingin
membangun perkebunan di dalam kawasan hutan. Efek dari undang-undang baru
ini menjadi jelas belakangan ini: pada bulan September 2022 pemerintah Indonesia
mengampuni 75 perusahaan yang memiliki perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan,
dengan ketentuan mereka harus membayar (total) 223 miliar rupiah (atau US$15 juta)
sebagai dendanya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengumumkan
bahwa mereka telah mengidentifikasi 616 perusahaan yang beroperasi secara ilegal di

114 Lihat Greenpeace 2021.

115 Persyaratan khusus akan berbeda-beda tergantung pada karakter tanah; misalnya, perkebunan di dalam hutan lindung
diizinkan untuk melanjutkan operasinya selama satu siklus tanam (15 tahun). Lihat Greenpeace 2021.

116 Lihat Mongabay 2021b.



dalam kawasan hutan, dan mengisyaratkan bahwa banyak dari perusahaan tersebut akan
mendapat manfaat dari skema pengampunan ini.""’

Rumitnya pengakuan hak atas tanah adat. Masyarakat Indonesia dan LSM telah terlibat
dalam perjuangan panjang untuk mendorong negara Indonesia mengakui hak tanah
adat untuk mengatasi lemahnya kedudukan hukum klaim tanah masyarakat pedesaan
Indonesia. Pada tahun 2013, sebuah LSM terkemuka, AMAN, yang mewakili banyak
masyarakat adat, mencatatkan kemenangan besar dalam hal ini ketika Mahkamah
Konstitusi memutuskan mendukung AMAN bahwa hukum Indonesia mengizinkan
pengakuan hak tanah adat di hutan. Peraturan menteri untuk melaksanakan keputusan
ini diterbitkan pada tahun 2015, 2019 dan 2020."'*¢ Peraturan tersebut merusak
substansi dari keputusan pengadilan itu. Peraturan tersebut menetapkan persyaratan
yang begitu berat dan rumit bagi masyarakat dan agar hak atas tanah mereka dapat
diakui, sehingga sangat sedikit daerah yang telah menerima pengakuan formal. AMAN
memperkirakan ada sekitar 40 juta hektar hutan adat di Indonesia,''” dan sejauh ini
telah membantu masyarakat untuk mendaftarkan sekitar 13 juta hektar hutan adat.
Namun hingga November 2022, negara hanya mengakui 148.488 hektar.'*° Persyaratan
yang sangat memberatkan adalah bahwa tanah hutan adat hanya dapat diakui setelah
pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang secara resmi mengakui masyarakat
adat. Karena pemerintah daerah enggan menyerahkan kendali atas tanah tersebut,
peraturan semacam itu sulit diperoleh.'”* Ketentuan semacam itu membuat negara
Indonesia menyelesaikan kedua hal tersebut: negara dapat menyatakan telah mengakui
hak tanah adat, seraya menghindari penyerahan kendali atas tanah tersebut.'*

Kewajiban bagi hasil. Undang-undang Indonesia mewajibkan perusahaan kelapa sawit
untuk menerapkan skema usaha patungan bagi masyarakat yang terkena dampak,
umumnya dalam bentuk ‘skema inti-plasma’, dengan mengacu pada fakta bahwa
sebagian dari (keuntungan dari) perkebunan dialokasikan untuk masyarakat (‘plasma’)
di sekitar perkebunan inti yang lebih besar yang dikuasai perusahaan (‘inti’)."*> Namun
ketentuan ini ‘backdoored/dimanipulasi’ pada tahun 2013, ketika Kementerian
Pertanian mengeluarkan peraturan menteri yang menetapkan bahwa 20 persen lahan
plasma ini juga dapat berasal dari luar wilayah konsesi.'”* Karena tersedia secara
bebas, bidang tanah yang cukup besar yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit sulit
ditemukan, efek praktis dari klausul ini, yang terkubur dalam keputusan menteri, adalah
untuk membebaskan banyak perusahaan kelapa sawit dari kewajiban mereka untuk
memberikan perkebunan plasma yang dijanjikan - tanpa benar-benar mengatakannya.
Artinya, ketika dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk merealisasikan skema
bagi hasil yang dijanjikan, perusahaan dapat merujuk pada klausul ini dan meminta
masyarakat untuk mencari lahan di luar area konsesi mereka. Karena tanah seperti

itu sulit ditemukan, masyarakat sering kali tidak menerima perkebunan plasma yang
dijanjikan kepada mereka.

117
118

119
120

122
123
124

Lihat Mongabay 2022b.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Permen 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak; Permen 21/2019 tentang
Hutan Adat dan Hutan Hak; dan Permen 17/2020 terbaru tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Mongabay 2013.

KLHK 2022. Sebagai contoh lihat: Badan Registrasi Wilayah Adat 2022, CNN Indonesia 2021, Nurbaya 2020
Suara Papua 2019.

Bandingkan Li 2000, van der Muur 2018, Bedner dan Arizona 2019.

Selama bertahun-tahun nama dan karakter skema usaha patungan ini berubah, lihat Potter 2016, McCarthy 2010.
Peraturan Menteri Pertanian no. 98/2013, pasal 15.
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e Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perusahaan yang terlibat dalam
penggalian sumber daya alam atau agribisnis perlu mendapatkan persetujuan atas
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hingga baru-baru ini, sedikit
kebebasan pada majelis yang mengevaluasi AMDAL ini memberikan insentif kepada
perusahaan untuk mencoba menghindari perusakan lingkungan. Undang-Undang
Omnibus yang baru-baru ini diadopsi (2020) memuat klausul yang memanipulasi
peraturan lingkungan ini. Undang-undang baru tersebut tidak hanya membatasi
kewajiban AMDAL untuk kegiatan “berisiko tinggi” (yang akan ditentukan oleh
pemerintah) namun juga membatalkan perlunya evaluasi pihak luar atas laporan
AMDAL yang dibuat oleh perusahaan.'> Perubahan ini secara efektif menghilangkan
pemeriksaan yang berarti atas analisis mengenai lingkungan tersebut serta
menghilangkan hak yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat untuk menolak
dokumen AMDAL.

Hutan dibuka saat lahan disiapkan untuk perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Tengah 2018.
Kredit: Auriga Nusantara

Lapisan kompleks peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan kontradiktif
menghasilkan situasi di mana ketentuan hukum yang relatif kuat secara bertahap
kehilangan keefektifannya, dengan peraturan baru yang ditumpuk di atas yang peraturan
lama sehingga “hukum yang mengakui hak rakyat atas tanah berlaku secara berdampingan
dengan hukum yang membenarkan penggusuran”.’”¢ Apakah pelapisan ketentuan hukum
ini*?” merupakan strategi yang disengaja akan sulit untuk ditentukan; pastinya hal tersebut
akan memudahkan para elite politik dan ekonomi, yang menggunakan praktik backdooring/
manipulasi hukum untuk menghasilkan kondisi kebingungan yang menguntungkannya.
Koeksistensi berbagai peraturan yang berbeda, yang terkadang saling bertentangan,
memberikan kekuasaan yang besar kepada para birokrat, hakim, dan regulator, yang
membuat mereka dapat secara selektif memberlakukan peraturan dan hukuman dengan
cara yang ditentukan oleh kemanfaatan dan peluang untuk mencari rente.

125 Sebelumnya, dampak lingkungan dinilai oleh komisi yang terdiri dari perwakilan pemerintah, tim ahli, perwakilan masyarakat
yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan. Undang-Undang Omnibus 2019 menghapus komisi ini dan
menggantinya dengan Tim Uji Kelayakan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan hanya terdiri dari perwakilan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, tanpa melibatkan masyarakat setempat dan perwakilan LSM lingkungan.

126 Hall et al. 2011:12; lihat juga Erbaugh dan Nurrochmat 2019.

127 Bedner 2016.




Implementasi prosedur perizinan yang lamban

Meskipun terdapat backdoor/pintu belakang dan kekurangan lainnya, kebijakan dan undang-
undang tentang lisensi dan izin usaha masih memberikan perlindungan terhadap lingkungan
dan kepentingan masyarakat pedesaan Indonesia. Namun pelaksanaan aktual dari prosedur
perizinan juga sangat dirusak oleh hubungan informal dan kolusi antara aktor bisnis dan
negara yang - sebagaimana yang telah dijelaskan di atas - setidaknya sebagian berasal dari
logika politik elektoral. Koneksi ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari prosedur
dan melanjutkan operasi mereka meskipun terjadi pelanggaran izin yang sering terjadi selama
berdekade-dekade.

Beberapa studi telah menemukan bahwa pelanggaran lisensi tersebut merupakan hal yang
lumrah terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa jutaan hektar perkebunan
kelapa sawit di seluruh Indonesia tidak memiliki izin usaha yang diperlukan, yaitu HGU, yang
berarti mereka beroperasi secara ilegal, dan mengakibatkan penghindaran pajak.'”® Menurut
suatu studi Forest Watch Indonesia atas perkebunan kelapa sawit, tidak kurang dari 68
persen (14,8 juta ha) perkebunan beroperasi tanpa izin HGU yang disyaratkan, sementara
36 persen izin HGU (lebih dari 4 juta ha) diberikan tanpa perusahaan terlebih dahulu
memperoleh surat I[UP yang disyaratkan.””” Perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk
menghindari pengajuan izin HGU, karena hal tersebut membebankan kewajiban perpajakan.
Beberapa perusahaan bahkan tidak berupaya untuk mendapatkan izin IUP atau HGU:
seperti yang diamati oleh Lund, “perusahaan sering beroperasi di luar hukum [...] seolah-
olah mereka memiliki hak dan semua dokumen yang diperlukan [...] dengan menyamarkan
dokumen yang tidak sepatutnya - izin lokasi - sebagai dokumen sewa yang sebenarnya”."*"
Mungkin karena malu dengan keadaan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah
(meskipun mendapat tekanan publik yang cukup besar) memutuskan untuk merahasiakan
semua informasi mengenai izin HGU - dengan dalil bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk
melindungi industri kelapa sawit.**"

Berbagai pelanggaran lisensi lainnya juga sering terjadi. Dalam sebuah laporan baru-baru

ini, Greenpeace mempelajari lokasi perkebunan kelapa sawit dan menemukan bahwa 3

juta hektar perkebunan kelapa sawit (19 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit)
berlokasi di lahan yang secara resmi ditunjuk sebagai ‘kawasan hutan'’: yaitu lahan di mana
perkebunan kelapa sawit secara resmi tidak diizinkan karena perusahaan tidak memiliki

‘izin pelepasan hutan’ yang disyaratkan.™*” Selain itu, bahkan perkebunan yang telah
memperoleh izin tersebut sering melakukannya hanya setelah perkebunan beroperasi -
meskipun backdoor membuat praktik ini menjadi tidak terlalu menyulitkan (lihat kotak).'*
Sebaliknya, dalam kasus lain, izin pelepasan hutan diberikan untuk kawasan yang sebenarnya
dilarang untuk dikonversi menjadi perkebunan, seperti hutan lindung atau lahan gambut
dalam.’** Jenis pelanggaran izin lainnya terjadi ketika perusahaan mengabaikan batas-batas
konsesi, melakukan kegiatan di luar wilayah yang ditetapkan - yang sering kali berarti
bahwa perusahaan tersebut melanggar batas tanah masyarakat atau melanggar batas hutan
lindung. Perlu ditekankan bahwa semua jenis pelanggaran izin ini - beroperasi tanpa izin
yang diperlukan, beroperasi di kawasan hutan lindung, tidak mematuhi batas-batas konsesi
- sering kali terjadi selama beberapa dekade tanpa intervensi oleh otoritas negara setempat,
selain dari, menerima suap untuk mengabaikannya.'"

128 Sebagai contoh, lihat Tirto 2019 dan Bisnis Indonesia 2015.
129 FWI2019.

130 Lund 2020: 115.

131 Republika 2019.

132 Greenpeace 2021.

133 Eyes on the Forest 2016.

134 Meijjaard et al. 2018, FWI 2019.

135 Colchester et al. 2006a, 2006b.
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Terdapat banyak bukti bahwa implementasi perizinan yang lamban ini setidaknya sebagian
disebabkan oleh hubungan kolusi antara pengusaha kelapa sawit dan pemegang kekuasaan
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sebagai contoh, pada tahun 2017, The Gecko
Project mengungkapkan bagaimana bupati Seruyan (Kalimantan Tengah), Darwan Ali,
menggunakan kewenangan diskresi atas prosedur perizinan untuk memberikan izin

kepada 18 perusahaan baru yang didirikan oleh anggota keluarga dan teman-temannya.'*¢
Pada tahun 2014, operasi tangkap tangan oleh KPK mengungkap bagaimana pengusaha
kelapa sawit mendanai kampanye Pilkada Hambit Bintih, bupati lain di Kalimantan Tengah,
dengan imbalan izin perkebunan.'®” Investigasi KPK tahun 2016 menemukan bahwa proses
perizinan terus dirusak oleh nepotisme serta penyuapan, contohnya kasus yang melibatkan
Amran Batalipu, Bupati Buol, Sulawesi Tengah,'*®* dan Gubernur Riau, Annas Maamun.'*’
Kasus lainnya melibatkan Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kalimantan Timur, yang
ditangkap dan didakwa menerima suap untuk memberikan rekomendasi pembukaan hutan
untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.'*"

Izin perkebunan secara berkala diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan yang
kurang ahli dalam menjalankan perkebunan tetapi memiliki hubungan dekat dengan
pemegang kekuasaan: sangat sering pemerintah daerah memberikan izin kepada perusahaan
cangkang yang dimiliki oleh anggota keluarga atau rekan politisi terpilih, yang memanfaatkan
kedekatannya dengan pemegang kuasa untuk mendapatkan lisensi tersebut hanya

untuk kemudian menjual perusahaan cangkang yang sekarang berharga tersebut kepada
perusahaan kelapa sawit aktual. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para peneliti
menemukan bahwa deforestasi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit meningkat
secara signifikan pada tahun sebelum pemilu,'*" ketika para politisi perlu meningkatkan
anggaran kampanyenya.

Studi industri perkayuan Indonesia memberikan gambaran serupa. Sebagai contoh, Jacqui
Baker mempelajari secara mendetail bagaimana bupati Pelalawan (Riau) menggunakan
wewenangnya untuk memberikan izin penebangan kepada perusahaan yang dimiliki

oleh saudara laki-laki, istri, anak perempuannya dan bahkan pembantu rumah tangga,

serta (anggota keluarga) birokrat senior. Akibat dukungan politik yang kuat, perusahaan-
perusahaan ini kemudian merasa berani untuk terlibat dalam penebangan yang cukup besar
di luar wilayah konsesi mereka.'*” Serupa dengan perusahaan perkebunan, beberapa dari
perusahaan (cangkang) ini kemudian dijual kepada konglomerat yang lebih besar (dalam

hal ini perusahaan kayu pulp PT. RAPP, yang merupakan bagian dari grup APRIL), yang
dengan cara ini dapat memperoleh izin penebangan tanpa harus terlibat dalam penyuapan
atau perilaku terlarang lainnya yang mungkin diperlukan untuk mendapatkannya. Seperti
yang diilustrasikan dalam studi Baker, proses perizinan curang seperti itu tidak berasal

dari beberapa individu yang korup. Sebaliknya, jenis korupsi ini ‘bersifat jaringan’, karena
memerlukan kolaborasi aktif atau persetujuan rahasia dari berbagai perseorangan, mulai dari
politisi dan birokrat senior di pemerintah daerah, hingga manajer perusahaan, pejabat polisi,
dan pegawai negeri sipil di Jakarta. Temuan tersebut sesuai dengan studi sebelumnya pada
industri penebangan.'*?

136 Gecko Project 2017.

137 Badan Investigasi Lingkungan 2014, Aspinall dan Berenschot 2019: 207-210.
138 Mongabay 2012.

139 KPK 2016.

140 Maclnnes 2022.

141 Cisneros et al. 2021.

142 Baker 2020: 11-13.

143 McCarthy 2004.


https://thegeckoproject.org/the-making-of-a-palm-oil-fiefdom-7e1014e8c342

Penghindaran prosedur perizinan seperti itu perlu ditafsirkan dalam konteks politik
klientelistik yang dibahas di atas: politisi memiliki insentif yang kuat untuk menggunakan
kendali mereka atas izin sebagai alat untuk membiayai kampanye pemilu mereka yang
mahal. Seperti yang ditemukan oleh aktivis hak-hak adat Abdon Nabanan pada tahun 2018
ketika mencoba mencalonkan diri sebagai gubernur di Sumatera Utara, keputusan untuk
tidak terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan semacam itu akan menjadi penghambat
untuk memajukan karier politik: ketika partai meminta bayaran besar untuk mendukung
pencalonannya, sebuah konsorsium pelaku bisnis lokal menawarkan untuk memberikan
kontribusi yang mencengangkan sebesar US$ 21 juta dengan imbalan akses eksklusif ke
kontrak dan izin pemerintah - sebuah kesepakatan yang ditolak oleh Nababan.'** Dua
gubernur Sumatera Utara sebelumnya dihukum atas tuduhan korupsi, yang menunjukkan
bahwa banyak politisi di provinsi tersebut memiliki integritas moral yang kurang baik.

Kebangkitan dan Kemerosotan KPK

Motif utama protes tahun 1998 yang mengakhiri rezim Orde Baru Suharto adalah kutukan
terhadap KKN: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada tahun-tahun berikutnya, etos
antikorupsi menjadi tema sentral politik di tingkat nasional, dengan politisi dari semua
lapisan menunjukkan bahwa mereka ingin membersihkan Indonesia dari korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan lainnya untuk selamanya.

Dengan situasi demikian, bagaimana korupsi, perburuan rente, dan penyalahgunaan
jabatan serupa bertahan begitu kuat di Indonesia pasca-Suharto? Para cendekiawan telah
menyarankan bahwa mengatasi korupsi sangat sulit karena hal itu menimbulkan tantangan
tindakan kolektif klasik: setelah perilaku korup menjadi suatu norma dalam suatu institusi
atau sistem yang lebih luas, individu yang terlibat akan sangat sulit untuk keluar. Setiap
individu, terlepas dari pandangan pribadinya, tidak hanya menerima penghargaan dari
keikutsertaannya, mereka juga dapat menghadapi sanksi negatif yang kuat jika mereka
mencoba untuk keluar - sebagai contoh, kegagalan untuk memajukan karier secara
profesional, pengucilan sosial, atau hal-hal yang lebih buruk lagi.'** Selain itu, dalam kasus
Indonesia, sistem elektoral klientelistik telah memberikan dorongan tambahan yang kuat
untuk perilaku korup di badan-badan negara lainnya, sebagaimana dijelaskan di bagian lain
dalam laporan ini.

Dalam konteks ini, kisah lembaga antikorupsi utama Indonesia, KPK, atau Komisi
Pemberantasan Korupsi, menjadi penting dan terbuka. Didirikan pada tahun 2003, selama
lebih dari satu dekade KPK bisa dibilang menjadi produk paling sukses - dan populer - dari
masa reformasi. Diberikan kekuasaan luar biasa, KPK menangkap dan mengadili sejumlah
besar pejabat senior, termasuk sejumlah menteri, hakim, dan puluhan kepala daerah.
Operasi tangkap tangan dan penangkapannya yang dramatis - yang sering kali terekam
dalam siaran langsung TV - menyingkapkan cara kerja korupsi yang kotor di tingkat
tertinggi, yang memberikan rasa puas dan takut secara setara kepada masyarakat biasa di
Indonesia.

144 Earthsight 2018.
145 Persson, Rothstein, and Teorell 2013.
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Sebagian alasan keberhasilan KPK adalah karena dibentuk dengan sengaja untuk
mengisolasinya dari norma-norma perilaku koruptif yang begitu merasuki lembaga negara
lainnya. Staf KPK dibayar dengan gaji yang lebih tinggi dari biasanya, dan mereka diatur
oleh kode etik yang kuat dan dapat ditegakkan. Lembaga tersebut diberikan kekuasaan
luar biasa, seperti menyadap telepon tanpa mendapatkan perintah pengadilan. Begitu KPK
memulai penyelidikan resmi, KPK harus melanjutkan ke penuntutan - untuk menghindari
praktik yang lazim terjadi di mana polisi dan jaksa yang korup menggunakan penyelidikan
untuk memeras pembayaran dari target. Selain itu, pada awalnya semua kasus yang
diajukan oleh KPK diadili di pengadilan khusus antikorupsi yang didirikan dengan tujuan
mengabaikan apa yang disebut mafia peradilan yang mendominasi sistem pengadilan
umum.'*® Selama beberapa tahun, lembaga tersebut memiliki tingkat keyakinan 100 persen
atas berbagai kasus yang diajukannya kepada pengadilan.'*

Tak heran, sejak awal lembaga ini mendapat serangan keras dari individu-individu di
berbagai institusi yang menjadi rival dan targetnya. Kepolisian Indonesia - mungkin
didorong oleh penyelidikan KPK terhadap para perwira polisi senior - dalam dua
kesempatan melakukan serangan balik besar-besaran terhadap lembaga tersebut,
termasuk dengan menangkap para komisaris KPK. Seiring berjalannya waktu, anggota DPR
juga menjadi pengkritik terbuka terhadap lembaga tersebut. Serangan ini dimulai pada
masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-14), namun Presiden Yudhoyono
dipengaruhi oleh dukungan publik kepada KPK untuk melindunginya dari serangan

besar. Presiden Joko Widodo (2014-) memiliki lebih sedikit persoalan dengan lembaga
tersebut, dan selama beberapa tahun terakhir pertahanan yang dibentuk di sekitar KPK
terus menerus diserang. Sebuah undang-undang baru yang disahkan pada tahun 2019
melucuti kekuasaan utama lembaga tersebut.'*® Pemerintah menunjuk seorang perwira
polisi, yang dituding melakukan tindakan tidak pantas, sebagai kepala KPK yang baru.'"”
Jumlah investigasi korupsi yang dijalankan oleh lembaga tersebut menurun jauh dari
setengah antara tahun 2018 dan 2020."*° Investigasi lain diblokir secara internal, atau
rincian investigasi bocor sehingga target menjadi waspada.'”' Pada akhirnya, di awal tahun
2021, pihak berwenang menggunakan uji kewarganegaraan untuk membersihkan lembaga
tersebut dari 57 stafnya - termasuk banyak dari penyelidiknya yang telah berada di garis
depan pekerjaannya. Mantan pimpinan KPK Busyro Mugoddas mengatakan kepada media
bahwa tindakan seperti itu telah “sungguh-sungguh melumpuhkan KPK” yang merupakan
pernyataan yang menyesalkan bahwa netralisasi organisasi tersebut merupakan “kisah
keberhasilan” Presiden Jokowi.">”

146 Butt dan Lindsey 2011.

147 Butt 2011: 381.

148 Butt 2019.

149 Tentang tudingan itu, lihat misalnya Tempo 2021.
150 Databoks 2021.

151 Tempo 2021.

152 Detik.com 2019.



Realitas di Kawasan Hutan

Pada bagian ini kami membahas penelitian terbaru yang mengeksplorasi perbedaan
antara tujuan negara dan kebijakan perusahaan dan kenyataan di lapangan dengan
mendokumentasikan ketiadaan hak relatif bagi masyarakat hutan dan melemahnya
perlindungan hukum yang diterima oleh mereka secara formal. Kami menunjukkan
bagaimana peraturan negara sering dibuat tidak efektif akibat kolusi informal antara para
aktor korporasi, elite politik, dan pejabat negara. Intrik informal memungkinkan aktor
korporasi untuk memanfaatkan dan menghindari hukum: perusahaan mendapat manfaat
dari cara yang digunakan oleh hukum dan peraturan untuk melegitimasi perampasan; para
aktor korporasi juga sering menghindari pembatasan dan kewajiban yang lebih berat yang
muncul dari undang-undang dan peraturan yang sama.

& Toba Pulp Lestari

gEALISASI RET 209 - &S P SENERATAR
. A g ."- . | DILARANG MEMBAKAR HUTAN
DT, TOBA PULP LESTARLTR of | oAk TRk
: SEKT"" ﬂEﬁ Nﬂm : 4 S ‘ Diancam Pidana Penjara 15 Tahun dan

DendaRp.§ 000.000.000 (Lima Miliar Ruplah)
(UU No. 4171999 Tentang Kehutanan)

UPHHK PT TOBA PULP LESTAR| TBK

— . - —

Papan nama milik Toba Pulp Lestari memperingatkan warga untuk tidak membakar hutan.
Kredit: Auriga Nusantara

Hubungan kolusi antara manajemen perusahaan dan otoritas negara
setempat

Para aktor korporasi di seluruh Indonesia menggunakan berbagai jenis bujukan - mulai dari
membayar suap hingga mendanai kampanye pemilu hingga menempatkan purnawirawan
militer atau polisi pada dewan penasihat dan tata kelola perusahaan - untuk mendapatkan
hak istimewa dan dukungan regulasi dari otoritas negara. Meskipun tindakan pertukaran ini
terjadi di semua tingkatan, tindakan tersebut sangat lumrah terjadi di tingkat pemerintah
daerah. Selain itu, terdapat banyak indikasi bahwa perwakilan perusahaan lokal (seperti
manajer perkebunan) secara aktif mengejar hubungan kolusi ini untuk melindungi bisnisnya
dari risiko ketidakpastian hukum dan protes masyarakat yang ada terus-menerus.'"*

Penanaman hubungan baik dengan otoritas setempat ini dapat berbentuk pembagian suap.
Menurut sebuah penelitian baru-baru ini,"** suap tersebut dapat memiliki bentuk yang
teratur, di mana perusahaan membagikan ‘imbalan’ bulanan kepada sejumlah pejabat, dari

153 Lihat Gellert dan Andiko 2015, McCarthy 2004, Aspinall dan van Klinken 2011.
154 Berenschot et al. n.d.
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kepala desa dan camat hingga pejabat polisi dan bupati. Dalam studi ini, seorang mantan
humas (pejabat hubungan masyarakat) yang bekerja untuk sebuah perusahaan kelapa sawit
menjelaskan bagaimana dirinya membagikan imbalan tersebut:

Sebagai humas, tugas saya yang paling penting adalah memberikan uang jatah
(‘gratifikasi’) kepada kapolsek, koramil, kepala desa dan camat. Insentif bulanan.
Kami memberi kepala desa uang sebesar 500 ribu rupiah [US$ 40] per bulan,
kapolres dan camat mendapat 1 juta [US$ 80]. Uang tersebut tidak termasuk dalam
bantuan [keuangan] yang kami berikan saat ada pertemuan. Kemudian kami juga
membantu partisipasi mereka, atau kami membayar tiket pesawat atau hotel saat
pertemuan ini di tempat lain. Ini hanya untuk menyukseskan kegiatan agar tidak
ada kendala selama perluasan [perkebunan]. Dan ketika ada Idul Fitri atau Natal
kami juga memberikan donasi kepada mereka. Selain itu, untuk dinas perkebunan
dan kehutanan - mereka menerima sekitar 3 juta (US$240) per bulan. Dan bupati
mendapat lebih banyak lagi, beliau mendapat 10 juta (US$800).:>°

Tak perlu dikatakan, praktik semacam itu bersifat rahasia dan jarang didokumentasikan.
Salah satu peristiwa yang terungkap terjadi pada bulan Oktober 2018, ketika Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menangkap tiga eksekutif dari Golden Agri
Resources (GAR) yang menawarkan suap kepada empat anggota DPRD Kalimantan Tengah.
Politisi ini telah menyelidiki keluhan masyarakat terkait polusi, perampasan tanah, dan
pelanggaran izin yang melibatkan beberapa perkebunan GAR. Sebagai imbalan atas suap
sebesar 240 juta rupiah (US$17.000), mereka berjanji untuk membatalkan sidang yang
dijadwalkan dan mengabaikan masalah tersebut. Pada akhirnya baik eksekutif GAR maupun
politisi tersebut divonis selama dua sampai lima tahun penjara.’**

Kesediaan para pejabat dan politisi untuk menerima suap semacam itu tidak semata-
mata terkait dengan keserakahan - meskipun, tentu saja, pemerolehan kekayaan pribadi
untuk kepentingannya sendiri sering kali merupakan motif yang penting - namun juga
perlu ditafsirkan terkait dengan sifat politik klientelistik negara Indonesia. Seperti yang
telah kita lihat, karier seseorang sering kali bergantung pada kapasitas mereka untuk
mengumpulkan modal untuk (dalam hal politisi) membiayai kampanye pemilu berikutnya
atau (dalam hal birokrat) membayar suap yang diperlukan untuk mengamankan promosi
mereka berikutnya.

Pertukaran ini terungkap dalam konteks di mana anggota kelompok sejawat pejabat sering
lebih menghargai norma timbal balik dan kewajiban antarpribadi dibandingkan kewajiban
yang berasal dari undang-undang dan prosedur negara. Akibatnya, birokrat dihadapkan
pada dilema yang mengharuskannya untuk menyeimbangkan antara, dalam kata-kata
antropolog Silvia Tidey (yang menulis tentang politik kontrak di Indonesia Timur), hal “yang
etis” (kewajiban antarpribadi) dan hal “yang benar” (kewajiban yang dibebankan oleh aturan
formal).”>” Mengingat insentif untuk membiayai karier seseorang dan normalisasi suap-
menyuap, baik politisi maupun birokrat akan sulit untuk menolak hadiah uang yang datang
dari berbagai perusahaan.

155 Berenschot et al. n.d.: 21.

156 Lihat Putusan Pengadilan Tipikor (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) Nomor Perkara 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. serta
Forest Peoples Program 2020.

157 Tidey 2016.



Selain itu, sebagian dari hadiah uang ini tidak berbentuk suap namun lebih kurang berupa
iuran publik yang diatur yang harus diberikan perusahaan kepada lembaga negara.
Misalnya, sudah menjadi karakteristik lama dari sektor keamanan Indonesia bahwa satuan
kepolisian (dan militer) sering diharapkan untuk menutupi sebagian biaya operasionalnya
melalui iuran dari para pengusaha lokal.”*® Dalam konteks ini, perwakilan lokal dari
perusahaan sumber daya alam lazim untuk memberikan iuran keuangan kepada satuan
kepolisian dan/atau militer setempat yang, sebagai imbalannya, memberikan keamanan,
terutama pada saat-saat menegangkan seperti saat protes masyarakat atau pembukaan
lahan. Praktik ini kadang-kadang diakui secara terbuka oleh petugas kepolisian.”* Hasil dari
hubungan dekat tersebut adalah, sebagaimana diakui oleh perwakilan perusahaan kelapa
sawit, unit kepolisian setempat mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dari
kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit:

Pasca reformasi [...] polisi dan tentara semakin pintar mengajukan proposal [ke
perusahaan]. Sehingga setiap terjadi konflik, perusahaan harus mengeluarkan dana
miliaran rupiah. Karena proposalnya meliputi: mulai dari biaya operasional, uang
makan (lauk pauk), uang saku untuk keluarga mereka, untuk Kapolres, semuanya
dicakupkan dan bisa mencapai lebih dari satu miliar [US$65.000]. Jadi ketika terjadi
konflik, ketika perusahaan meminta dukungan keamanan [dari kepolisian], mereka
akan memberikan proposal [anggaran]. Dan itu membuatnya lebih memakan biaya.'*"

Ikatan kolusi semacam itu sama sekali tidak bersifat universal: seperti halnya ada politisi
dan pejabat negara yang tidak menerima hadiah semacam itu, beberapa perusahaan
tidak memberikannya. Tetapi bukti yang tersedia dari studi etnografi dan berbasis
wawancara secara dekat menunjukkan bahwa praktik-praktik ini cukup umum untuk
menjadi hambatan besar bagi supremasi hukum dan pengelolaan sumber daya alam
yang efektif. Aliran iuran pribadi dan kontribusi kelembagaan menghasilkan ikatan yang
bersifat sangat kolusi antara perusahaan sumber daya alam dan otoritas lokal, melemahkan
kapasitas otoritas lokal untuk menerapkan aturan dan kebijakan formal secara efektif
dan melemahkan banyak perlindungan hukum baik terhadap lingkungan maupun hak
warga negara.'! Kita sekarang memperhatikan tiga contoh di mana dinamika ini terjadi:
kesepakatan berdasarkan informasi dan aturan bagi hasil, kekerasan dan intimidasi yang
ditargetkan pada tokoh masyarakat, dan upaya untuk menyelesaikan konflik antara
masyarakat pedesaan dan perusahaan.

158 Baker 2013, 2015.

159 Lihat, sebagai contoh, Berenschot et al. n.d.: 14. Pada tahun 2017, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan
Polri menandatangani perjanjian resmi dan Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan keamanan di perkebunan di seluruh
Indonesia. Lihat Gapki 2017.

160 Berenschot et al. n.d.: 22.
161 Sebagai contoh lihat Ravikumar et al. 2018.
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Tidak memadainya persetujuan berbasis informasi dan kurangnya
pembagian keuntungan

Pedesaan Indonesia diwarnai dengan sejumlah besar konflik tanah antara masyarakat
pedesaan dan perusahaan. Badan pertanahan nasional Indonesia memperkirakan ada
sekitar 8.000 konflik tanah di seluruh pelosok negara;'*” pada tahun 2020 saja tercatat
138 konflik baru.'*> Masyarakat pedesaan Indonesia merasa mereka kehilangan sebagian
besar tanah mereka karena perusahaan baru, sering kali dengan ganti rugi uang yang
terbatas atau tanpa ganti rugi sama sekali. Keluhan mereka sering kali berasal dari cara
perusahaan menghindari kewajiban mereka untuk mendapatkan persetujuan masyarakat
sebelum memulai operasi di lahan masyarakat. Kewajiban ini - disebut dalam hukum
internasional sebagai Persetujuan Secara Bebas, Sebelumnya dan Berdasarkan Informasi
yang Tepat (FPIC) - telah dimasukkan dalam berbagai bentuk (dan tingkat keketatan) baik
dalam hukum Indonesia maupun standar industri. Kewajiban lain menyangkut pembagian
keuntungan: seperti yang kami sebutkan sebelumnya, undang-undang Indonesia
mewajibkan perusahaan yang memasukkan tanah masyarakat ke dalam perkebunannya
diwajibkan untuk memberikan sebagian (setidaknya 20 persen) dari hasil perkebunan (atau
keuntungan dari tanah ini) kepada masyarakat. Selama sepuluh tahun terakhir, sejumlah
besar penelitian telah mendokumentasikan bahwa perusahaan selalu gagal memenuhi
kedua kewajiban ini dan bahwa kegagalan ini merupakan pendorong utama konflik.**
Kapasitas perusahaan untuk menghindari kewajiban tersebut secara langsung berkaitan
dengan pemeliharaan hubungan informal antara perusahaan dengan para pejabat negara.

Meskipun ada juga contoh di mana FPIC diterapkan dengan baik, penelitian telah
mendokumentasikan bahwa perusahaan sumber daya alam terus menghindari tantangan
untuk mendapatkan persetujuan dari penduduk desa dengan mengundang kepala desa.
Mereka menargetkan kepala desa dengan hadiah, jalan-jalan ke Jakarta dan tunjangan
bulanan untuk mendapatkan persetujuan mereka. Masalah yang paling umum - dan sering
menjadi sumber konflik - adalah bahwa perusahaan (dan pihak berwenang) dengan mudah
memperoleh tanda tangan kepala desa atau tokoh adat untuk menandakan persetujuan
seluruh masyarakat. Banyak laporan tentang kepala desa yang memberikan izin kepada
perusahaan untuk menggunakan tanah desa bahkan tanpa berkonsultasi dengan penduduk
desa.'> Beberapa kepala desa dan individu lain yang terkait dengan perusahaan perkebunan
melakukan pemalsuan SKT (bukti kepemilikan tanah) untuk menguasai bidang tanah yang
diincar oleh perusahaan. Tidak mengherankan jika kepala desa sering menjadi salah satu
orang yang menjadi lebih kaya setelah kedatangan perusahaan kelapa sawit. Dengan
memberikan pembayaran kepada mereka, perusahaan kelapa sawit berhasil membuat tokoh
masyarakat terlibat dalam perampasan hak milik anggota masyarakat mereka.

Ketika tanda tangan tokoh masyarakat tidak memadai - misalnya dalam kasus di mana
penduduk memegang sertifikat tanah formal - perusahaan terkadang mempekerjakan
penduduk lokal untuk meyakinkan tetangga mereka. Penduduk desa ini diundang untuk
menjadi ‘penghubung masyarakat’, dengan imbalan gaji yang kecil (sekitar 2,5 juta
rupiah per bulan). Pada tahap awal pendirian perkebunan, tugas para humas ini adalah

162 Pemerintah Indonesia enggan untuk mempublikasikan angka-angka tentang konflik lahan, tetapi pada tahun 2012 Badan
Pertanahan Nasional Indonesia BPN memberikan presentasi pada pertemuan Meja Bundar RSPO yang menyatakan bahwa
terdapat 8.000 konflik lahan yang terdokumentasi, yang setengahnya terjadi di sektor kelapa sawit (lihat Colchester dan Chao
2013). Lihat juga SciDev 2015.

163 KPA 2020.
164 Sebagai contoh lihat Colchester dan Chao 2013, Afrizal dan Anderson 2016, Sirait 2009, IPAC 2016, Acciaioli dan Dewi 2016.
165 Sebagai contoh lihat Sirait 2009.



meyakinkan anggota masyarakat agar tanahnya diserap menjadi perkebunan. Humas

bisa mendapatkan bayaran (misalnya 1-3 juta rupiah per hektar) untuk lahan yang

dapat ‘dibebaskan’ olehnya. Meskipun humas sering menggunakan kunjungan ramah

dan persuasi, banyak cerita menunjukkan bahwa mereka sering melakukan penipuan.
Tanda tangan peserta rapat kemudian digunakan sebagai ‘bukti’ bahwa penduduk desa
telah setuju untuk memberikan tanah mereka kepada perusahaan. Dalam beberapa

kasus, perusahaan mempekerjakan baik humas dan/atau petugas keamanan setempat
untuk melakukan intimidasi dan pemaksaan langsung. Bentuk tindakan tersebut yang
relatif ringan melibatkan pejabat perusahaan yang mengundang petugas polisi atau

tentara untuk mendampingi kegiatan sosialisasi atau pembukaan lahan. Kehadiran pihak
berwenang tersebut berfungsi untuk menyampaikan ancaman yang tidak terlalu halus
bahwa penolakan untuk bekerja sama dapat menimbulkan masalah. Dalam beberapa kasus,
intimidasi mengambil bentuk yang lebih mengancam dalam bentuk preman bayaran yang
mendatangi setiap rumah untuk mengancam penduduk desa. Sebagai contoh, dalam kasus
PT Susantri Permai (Kalimantan Tengah), warga desa melaporkan bahwa selama masa
pembebasan lahan perusahaan mereka ditakuti oleh preman tak dikenal yang datang setiap
malam dengan topeng hitam; mereka percaya preman ini bekerja untuk perusahaan. Dalam
kasus PT KHS (Kalimantan Tengah), perusahaan menjanjikan 1,3 juta rupiah (sekitar US$
100) kepada preman setempat untuk setiap hektar lahan yang diberikan olehnya kepada
perusahaan. Karena diberi insentif, preman terus melecehkan penduduk desa sampai
mereka setuju untuk melepaskan tanah mereka.'“¢

Keterlibatan tokoh masyarakat dan pejabat negara seperti itu membuat penyelesaian
konflik terkait tanah semakin rumit, karena keluhan warga terpusat tidak hanya pada
hilangnya kendali mereka atas tanah, tetapi juga pada sikap bermuka dua dari para

tokoh masyarakat mereka, perilaku curang oleh birokrat setempat, dan intimidasi oleh
preman desa dan aparat keamanan. Kolusi antara tokoh masyarakat, otoritas daerah dan
perusahaan kelapa sawit dapat menciptakan situasi yang kacau dan membingungkan yang
sulit untuk diselesaikan bahkan oleh perusahaan kelapa sawit yang beritikad baik.

Implementasi skema bagi hasil juga sama berantakannya. Dalam suatu studi penting,
Gecko Project menemukan bahwa perusahaan kelapa sawit menahan 103.000 hektar
‘lahan plasma’ dari masyarakat di Kalimantan Tengah. Berdasarkan penilaian sewajarnya
terhadap nilai potensial kelapa sawit yang dapat dipanen dari lahan ini, penulis
menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan telah merampas pendapatan penduduk
pedesaan Kalimantan Tengah sebesar US$90 juta setiap tahunnya. Dengan melakukan
ekstrapolasi atas temuan ini, laporan memproyeksikan bahwa total pendapatan yang
dirampas dari masyarakat pedesaan Indonesia karena tidak tersedianya plasma berjumlah
sekitar US$330 juta per tahun.'” Sering kali, perusahaan mengingkari janji mereka untuk
menyediakan lahan plasma. Dalam kasus lain, perusahaan berbagi sebagian keuntungan
dari lahan plasma, tetapi keuntungannya sangat rendah, dan dibagikan dengan cara yang
tidak transparan, sehingga penduduk desa merasa ditipu. Perkebunan kelapa sawit menjadi
menguntungkan setelah pohon mulai berbuah (sekitar 4-5 tahun setelah penanaman)
dan biaya pembangunan jalan, penyiapan lahan, pembelian dan penanaman bibit kelapa
sawit dan penyediaan pupuk, pestisida dan masukan lainnya dipotong dari keuntungan
ini. Banyak konflik antara perusahaan dan masyarakat pedesaan terjadi karena penduduk
desa kecewa dengan uang yang mereka terima setelah menunggu selama lima tahun,

166 Untuk contoh lainnya lihat Colchester dan Chao 2013, IPAC 2016, Sirait 2009, Berenschot et al. n.d.
167 Lihat Gecko Project 2022.
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dengan pembayaran hanya sebesar Rp. 100.000 (US$ 6) per hektar per bulan. Dalam kasus
yang relatif lebih baik (misalnya dalam kasus PT ANI di Kalimantan Barat), penduduk desa
melaporkan bahwa rata-rata setiap rumah tangga menerima kurang dari Rp. 500.000 (US$
35) per bulan - masih jauh lebih kecil dari 2 sampai 3 juta Rupiah (US$ 130 - 200) per
hektar yang dapat dihasilkan perkebunan dalam penjualan buah.

Masalah tersebut diperparah dengan kurangnya pemantauan dan evaluasi oleh otoritas
lokal dalam pelaksanaan pengaturan kemitraan ini. Meskipun Indonesia memiliki
undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk terlibat dalam skema tersebut,
hanya sedikit pemantauan yang dilakukan, apalagi tindakan hukuman untuk memastikan
bahwa perusahaan patuh, dan otoritas lokal sangat enggan mengambil tindakan untuk
memastikan penegakan hukum. Sekali lagi, terdapat kemungkinan bahwa hubungan erat
antara perusahaan dan pihak berwenang membuat pihak berwenang enggan mengambil
tindakan. Akibatnya adalah bahwa skema inti-plasma ini sering kali hanya berfungsi sebagai
alat bagi perusahaan untuk meyakinkan penduduk desa agar menyerahkan tanah mereka,
seraya hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil bagi kesejahteraan penduduk desa
setelah penerapannya.

Singkatnya, meskipun di atas kertas baik undang-undang Indonesia maupun standar
industri mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak tanah masyarakat yang terkena
dampak, dalam praktiknya kolusi antara perusahaan, tokoh masyarakat dan otoritas
setempat merusak kendali masyarakat atas tanah mereka dan menghalangi mereka untuk
mendapatkan ganti rugi yang memadai ketika mereka kehilangan kendali tersebut.

Pengekangan protes masyarakat

Mengingat proses serampangan dan terkadang curang dan memaksa yang digunakan
perusahaan untuk mendapatkan persetujuan, tidak mengherankan bahwa, ketika

mereka masuk dan menguasai tanah, sering kali akibatnya adalah konflik, dalam bentuk
demonstrasi, penangkapan, kasus pengadilan, sidang parlemen dan, terkadang, kekerasan.

Ketika hal ini terjadi, hubungan kolusi antara perusahaan dan otoritas lokal sering kali
kembali terjadi, yang membatasi hak masyarakat untuk melakukan protes. Perusahaan
sering meminta (dan membayar) kepolisian setempat (terkadang bersama dengan
keamanan sewaan, preman dan/atau militer setempat) untuk meredam protes masyarakat.
Meski banyak yang berjalan damai, tak jarang aksi unjuk rasa dibubarkan oleh aktor
keamanan. Insiden tersebut menyebabkan penangkapan, penahanan, cedera dan,
terkadang, kematian.

Sebuah studi baru-baru ini mengeksplorasi insiden penindasan protes dengan kekerasan.
Sebagai bagian dari dokumentasi lintasan 150 konflik antara perusahaan kelapa sawit
dan perusahaan pedesaan,'*® sekelompok peneliti menghitung baik jumlah penangkapan
maupun peristiwa kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi antara tahun 2010 dan
2020. Studi ini mendokumentasikan setidaknya 30 demonstrasi atau blokade yang
ditanggapi dengan reaksi kekerasan baik oleh polisi, brigade mobil (Brimob), tentara

atau preman. Studi tersebut selanjutnya mendokumentasikan 39 insiden kekerasan

168 Berenschot et al. 2022. Terdapat banyak karya tulis berdasar kuat mengenai konflik tanah pedesaan di Indonesia, lihat misalnya
Acciaioli dan Dewi 2016, Afrizal 2007, Colchester dan Chao, 2013, Colchester et al. 2006a, 2006b, Lucas dan Warren 2013,
Lund 2020, Potter 2009, Van der Muur 2018.



tambahan yang melibatkan polisi, tentara, keamanan perusahaan atau preman. Insiden ini
menyebabkan 16 korban jiwa dan 195 luka-luka di pihak penduduk desa. Selain itu, warga
desa yang memprotes sering ditangkap dan dipenjara karena pelanggaran ringan.'®” Studi
tersebut juga menemukan bahwa konflik kelapa sawit sering (dalam 63 kasus atau 42
persen) berujung pada penangkapan dan penahanan tokoh masyarakat di penjara. Total
sebanyak 745 orang ditangkap dari semua 150 konflik yang dipelajari.'’® Penangkapan
sangat sering terjadi ketika penduduk desa yang merasa marah, kurang memiliki akses
bantuan hukum atau bentuk penyelesaian lain, terlibat dalam konfrontasi kekerasan atau
merusak properti perusahaan.'’"

Para pekerja berbaris melalui Jakarta Pusat memprotes praktik kerja kontrak yang tidak adil. Masyarakat
sipil tetap kuat di Indonesia meskipun terjadi penyusutan ruang politik. Kredit: Marcus Colchester, FPP.

169 Untuk tujuan ini, undang-undang kolonial lama yang melarang “mengganggu operasi perkebunan” (yang dimasukkan dalam
undang-undang perkebunan tahun 2014) terkadang masih digunakan, meskipun ketentuan tersebut telah dicabut oleh
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 dan 2016. Lihat Tempo 2011.

170 Berenschot et al. 2022.
171 Untuk studi lain yang mendokumentasikan kekerasan ini, lihat Li 2018.
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Pelemahan upaya resolusi konflik

Hubungan kolusi antara perusahaan dan pihak berwenang juga melemahkan efektivitas
mekanisme penyelesaian konflik. Ketika masyarakat merasa kehilangan tanah mereka

untuk perkebunan, pertambangan dan perusahaan riil estat tanpa menerima ganti rugi yang
memadai, mereka sering memohon kepada pihak berwenang setempat untuk membantu
menyelesaikan konflik mereka. Di sini lagi-lagi koneksi informal antara politisi, pejabat negara,
dan pelaku bisnis menjadi kendala, karena itu berarti pemegang kekuasaan biasanya berpihak
pada perusahaan. Sementara politisi dan pejabat terus mengungkapkan keprihatinan dalam
menanggapi keluhan masyarakat pedesaan, dalam praktiknya mereka sering menolak untuk
mengambil tindakan, bahkan dalam kasus keluhan yang terdokumentasi dengan baik maupun
pelanggaran yang terang-terangan dilakukan oleh perusahaan.

Bias di pihak otoritas lokal ini bermasalah karena masyarakat jarang membawa keluhan

mereka ke pengadilan. Karena biaya pengadilan yang tinggi, prosedur yang rumit, kurangnya
independensi peradilan,'’” dan keengganan pengadilan untuk mengakui hak-hak masyarakat,'’*
masyarakat enggan terlibat dalam litigasi. Mengingat bahwa korupsi peradilan tersebar luas,
penduduk desa juga memiliki kecurigaan yang mendalam tentang kemungkinan suap dari
perusahaan akan mempengaruhi hasil dari setiap kasus yang mungkin mereka ajukan.'’*

Sebagai akibat dari ketidakpercayaan terhadap sistem hukum ini, studi atas 150 konflik lahan
yang disebutkan di atas menemukan bahwa masyarakat umumnya (dalam 73 persen atau
110 kasus) meminta otoritas lokal untuk menengahi konflik mereka dengan perusahaan.'”
Namun sebuah studi baru-baru ini mengevaluasi efektivitas mediasi yang dipimpin negara
menemukan bahwa sebagian besar upaya mediasi tersebut (86 persen) gagal menghasilkan
kesepakatan yang efektif. '’ Dari 155 upaya mediasi yang didokumentasikan dalam
penelitian ini, hanya 22 yang berhasil. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kurangnya
pelatihan dan prosedur untuk mediasi merupakan sebagian hal yang disalahkan, kegagalan
otoritas negara untuk melakukan mediasi secara efektif sebagian besar disebabkan oleh cara
hubungan informal negara-bisnis yang melemahkan ketidakberpihakan mereka.

Salah satu contoh lazim adalah kasus PT ANI melawan masyarakat Sajingan Kecil di Kabupaten
Sambas (Kalimantan Barat) pada tahun 2006, yang melibatkan klaim atas tanah masyarakat
yang dimasukkan PT ANI ke dalam perkebunan tanpa persetujuan. Setelah protes di kantor
perusahaan setempat tidak membuahkan hasil, perwakilan desa melakukan protes di depan
DPRD, sambil mengirim surat kepada anggota parlemen untuk meminta bantuan mereka.
DPRD memfasilitasi tiga pertemuan antara perwakilan perusahaan dan masyarakat. Karena
kasusnya menyangkut pelanggaran izin (perusahaan memperluas perkebunannya di luar
wilayah izinnya), anggota DPRD meminta bupati untuk mengatasi pelanggaran ini. Namun,
bupati menolak untuk mengambil tindakan. Seperti yang dijelaskan mantan anggota DPRD,
kelambanannya kemungkinan karena hubungan pribadinya dengan manajemen PT ANI:

Saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum. Saya yakin Anda juga sering mendengar ini.
Hal ini yang terjadi tidak hanya di Sambas tetapi juga di tempat lain, bahwa ada kerja
sama antara perusahaan dan pemerintah - dalam hal ini tidak secara kelembagaan,
tetapi pada tingkat individu dalam pemerintahan, apakah itu bupati, kepala dinas,

dan seterusnya. [Kerja sama] inilah yang membuat pemerintah sengaja memberikan
“kemudahan” atau kebebasan yang berlebihan kepada perusahaan [kelapa sawit]."””

172 Nicholson 2011.

173 Bedner dan Arizona 2018.

174 Kouwagam 2020.

175 Berenschot 2022: 45.

176 Dhiaulhag n.d.

177 Dikutip dalam Dhiaulhaq forthcoming.



Aktor lokal sering mengaitkan kolaborasi ini dengan kebutuhan politisi akan pembiayaan
kampanye. Namun penduduk desa juga menuduh pejabat mengadakan sesi mediasi hanya
untuk meminta suap dari perusahaan:

Ketika DPRD menengahi kasus [yang melibatkan PT. GAL di Kalimantan Tengah],
mereka hanya menyelidiki tetapi tidak benar-benar melakukan tindakan apa pun.
Kecurigaan saya adalah bahwa kasus tersebut adalah ATM untuk mereka [yaitu, kasus
tersebut digunakan untuk meminta suap dari perusahaan]. Mereka terus meminta
dokumen kepada kami, tetapi ketika kami memberikan dokumen tersebut mereka
berkata, “oh kami kehilangan dokumen dan kami tidak dapat lagi mengerjakan kasus
ini”. Mereka hanya terlibat untuk dikenal [yaitu untuk publisitas]. Mereka memberikan
pidato yang bagus yang menekankan bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk
mengumpulkan dokumen, dan kemudian mereka menghilang.'”®

Singkatnya, kesimpulan yang sama dari studi ini adalah bahwa mekanisme penyelesaian
konflik yang paling terjangkau oleh masyarakat pedesaan - pengadilan dan mediasi oleh
otoritas lokal - umumnya tidak efektif dalam menangani keluhan masyarakat.

Gambaran yang muncul dari berbagai studi dan laporan investigasi tentang realitas batas
hutan adalah di mana perusahaan sumber daya alam sering beroperasi sebagai kekuatan

di atas atau melampaui hukum, sementara upaya masyarakat pedesaan Indonesia untuk
membuat perusahaan mematuhi hukum sering ditanggapi dengan kekerasan dan represi.
Pejabat pemerintah daerah, polisi, dan tokoh berwenang lainnya, sering kali bergantung
secara finansial pada perusahaan, sehingga mereka juga ikut serta dengan tindakan tersebut
dan bukan menjunjung tinggi peraturan negara. Dalam Plantation Life, sebuah buku terbaru
tentang kehidupan sehari-hari di dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit, antropolog
Tania Li dan Pujo Semedi menyimpulkan bahwa kehadiran perusahaan kelapa sawit di
pedesaan Indonesia telah mengambil bentuk “penjajahan perusahaan”.!”” Ketegangan
yang merajalela dan pelanggaran hukum yang cukup besar telah menurunkan kualitas
kewarganegaraan masyarakat pedesaan Indonesia sedemikian rupa sehingga kehidupan
sehari-hari di perbatasan hutan ditandai dengan pertikaian yang tidak nyaman dan tegang
antara masyarakat dan perusahaan sumber daya alam dan perkebunan.

Pabrik pulp dan kertas Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara telah mengambil alih
180.000 hektar lahan Batak Toba. Kredit: Auriga Nusantara

178 Lihat Berenschot et al. 2022: 45.
179 Lidan Semedi 2022. Lihat juga Colchester dan Chao 2013 dan Afrizal 2007 yang memberikan argumen serupa.
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Mengapa program donor gagal

Kajian ini muncul dari keprihatinan bahwa para pembuat kebijakan, lembaga bantuan dan
donor, ketika mendukung pembangunan berkelanjutan dan program anti-deforestasi di
Indonesia, sering kali gagal mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh karakter ekonomi
politik Indonesia. Kepedulian internasional terhadap kondisi hutan Indonesia telah lama
mendorong lembaga bantuan multilateral dan bilateral serta lembaga amal dan yayasan
untuk berinvestasi dalam proyek yang dirancang untuk menekan deforestasi, meningkatkan
pengelolaan hutan, memperbaiki perencanaan penggunaan lahan, dan memberi manfaat bagi
masyarakat miskin pedesaan. Namun masalah tata kelola sistemis di sektor kehutanan belum
ditangani, laju deforestasi sangat tinggi (meskipun mengalami penurunan), pengembangan
perkebunan perusahaan lebih banyak merugikan daripada mengangkat masyarakat miskin
pedesaan'® dan konflik lahan telah berkembang biak. Para donor telah berjuang untuk
menghadapi realitas politik yang dipaparkan oleh studi ini - meskipun realitas ini telah

lama diperhatikan oleh para akademisi, LSM, dan bahkan personel lembaga bantuan.

Kami mengkaji tiga contoh terbaru tentang bagaimana karakter ekonomi politik Indonesia
melemahkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia: program sertifikasi kelapa sawit ISPO, Kemitraan Karbon
Hutan Kalimantan, dan upaya untuk memberantas penebangan liar.

Menjamin legalitas kelapa sawit

Menghadapi kritik internasional yang meningkat atas dampak sosial dan lingkungan dari
produksi minyak sawit, pemerintah Indonesia menetapkan standar sertifikasi Minyak
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada bulan Maret 2011.*** Standar ISPO
tidak seambisius standar Roundtable for Sustainable Palm Qil ( RSPO), dan para kritikus
berpendapat bahwa mereka mencerminkan upaya sadar Indonesia agar sektor minyak
sawit negara dapat melewati standar keberlanjutan yang lebih ketat untuk mengakses
pasar global.'®” Namun, setidaknya di atas kertas, standar ini merupakan upaya penting
untuk memastikan legalitas industri kelapa sawit Indonesia. ISPO, misalnya, mensyaratkan
perusahaan kelapa sawit untuk mendapatkan izin usaha (Hak Guna Usaha atau HGU)

dan izin perkebunan (Izin Usaha Perkebunan atau IUP) untuk beroperasi secara sah

dalam kerangka hukum negara Indonesia. Ketentuan tersebut mencakup persyaratan
bahwa perusahaan harus mendapatkan hak atas tanah sebelum memulai operasinya,
yang bagi perusahaan perkebunan hanya dapat berupa HGU. Langkah-langkah terbaru
mengamanatkan sertifikasi ISPO untuk semua produsen minyak sawit pada tahun 2025
(termasuk 2,67 juta petani kecil)'®* sebagai syarat agar mereka dapat beroperasi secara
sah di Indonesia. '** Sejak Juni 2021, lebih dari 750 sertifikat ISPO telah diterbitkan,
sebagian besar (735) untuk perusahaan swasta dan perusahaan perkebunan milik negara
PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Meskipun hanya 0,19 persen petani kecil yang telah
mendapatkan sertifikasi, hampir setengah dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah
mendapatkan sertifikasi ISPO (735 dari 1.500 perusahaan perkebunan).'®

180 Santika et. al. 2019. Budidaya kelapa sawit skala kecil terbukti memiliki dampak kesejahteraan yang lebih positif, lihat:
Mehraban et al. 2021.

181 KLHK dan ITTO 2012.

182 Choiruzzad et al. 2021, Badan Investigasi Lingkungan 2020.
183 Pramudya et al. 2022.

184 Perpres No.44 Tahun 2020 & Permentan No.38 Tahun 2020.
185 The Jakarta Post 2021.



TR

Sebuah keluarga adat Marind di Merauke yang hutannya diambil alih untuk
ditebang oleh PT Papua Agro Lestari. Kredit: Mighty Earth

Namun dalam praktiknya, fakta bahwa sertifikasi ISPO sangat menitikberatkan pada
prosedur perizinan membuat skema tersebut sangat rentan terhadap penyimpangan

dan pelanggaran prosedur perizinan yang telah dibahas dalam laporan ini. Greenpeace
memperkirakan bahwa lebih dari seperempat dari 735 perusahaan yang dilaporkan
bersertifikat ISPO menanam di kawasan hutan, seluas sekitar 252.202 hektar, yang jelas
melanggar hukum nasional Indonesia.'*® Standar ISPO melarang perkebunan di dalam
kawasan hutan lindung; meskipun demikian, 14 konsesi kelapa sawit bersertifikat ISPO
beroperasi di dalam hutan lindung, dengan tambahan 24 kawasan konservasi yang
sebagian tumpang tindih.*®” Sekitar dua pertiga dari semua perkebunan beroperasi tanpa
HGU (hak guna usaha) yang disyaratkan karena sering kali perusahaan perkebunan
memulai operasinya segera setelah memperoleh izin perkebunan (IUP) dari pemerintah
daerah, bahkan meskipun perusahaan belum mendapatkan izin resmi pelepasan hutan dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan HGU dari Badan Pertanahan Nasional,
sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang nasional.'®® Bahkan meskipun suatu
perusahaan perkebunan telah memperoleh izin resmi yang diperlukan, hal tersebut tidak
menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan karena
36 persen dari semua izin HGU diberikan tanpa mengikuti prosedur yang benar.'®”

Alih-alih mencegah dan mengakhiri pelanggaran tersebut, pemerintah Indonesia telah tiga
kali (tahun 2013, 2015, dan 2020) memberikan pengampunan kepada perusahaan kelapa
sawit atas pelanggarannya dengan ketentuan perusahaan tersebut membayar dendanya.
Dengan kata lain, standar sertifikasi ISPO terbukti kurang efektif sebagai sarana untuk
memperkuat legalitas sektor kelapa sawit Indonesia. Namun demikian, standar tersebut
tetap mendapat dukungan dari United National Development Programme (UNDP) melalui
dana dari Global Environment Facility dan pemberian bantuan teknis.'”"

186 Greenpeace 2021: 23.
187 Ibid: 25.

188 Mongabay 2022b.
189 FWI 2019.

190 UNDP 2016.
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Ketidakefektifan sertifikasi ISPO, yang bergantung pada perizinan, sebagian besar dapat
dipahami sehubungan dengan dinamika politik klientelistik yang menjadi fokus perhatian

di seluruh laporan ini. Seperti yang telah kami dokumentasikan, hubungan kolusi antara
perusahaan dan otoritas lokal menghalangi negara Indonesia untuk menerapkan prosedur
perizinannya secara ketat. Hubungan kolusi ini, pada gilirannya, telah ditimbulkan, atau
setidaknya diperparah, oleh mahalnya biaya pemilu di Indonesia, yang membuat perusahaan
kelapa sawit menjadi sumber kontribusi kampanye yang menarik, mendorong para politisi
untuk membalas kebaikan mereka dengan memfasilitasi perizinan dan mengabaikan
pelanggaran yang dilakukannya. Seperti yang kita lihat, pertukaran ini dari waktu ke waktu
terungkap oleh kasus-kasus korupsi kelas atas, seperti pejabat pemerintah daerah Amran
Batalipu, Hambit Bintih, dan Suwarna Abdul Fatah. Namun meskipun para pejabat tersebut
terkadang dihukum akibat pelanggaran ini, sangat mengejutkan bahwa perusahaan kelapa
sawit yang terlibat dalam skandal korupsi ini cenderung mampu melanjutkan operasi tanpa
kerugian apa pun, yang dalam beberapa kasus bahkan tidak dikenakan hukuman sama sekali.'”

Upaya baru-baru ini untuk mencabut izin yang beroperasi tanpa dokumen yang diwajibkan
oleh administrasi dan hukum'”” tidak mengatasi hubungan kolusi yang mendasarinya. Pada
bulan Oktober 2021, moratorium yang dilakukan pemerintah Indonesia atas penerbitan izin
kelapa sawit baru berakhir, dan perusahaan dapat mengajukan izin baru. Sebelum masalah
klientelisme sistemis - yang telah mendorong perluasan kelapa sawit - diatasi, maka standar
sertifikasi ISPO kemungkinan tidak akan berdampak signifikan di lapangan, dan pelanggaran
lisensi akan terus berlanjut.

Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan/Kalimantan Forest and Climate
Partnership

Pada tahun 2007, pemerintah Australia dan Indonesia mengumumkan Kemitraan Hutan dan
Iklim Kalimantan (KFCP), suatu rencana untuk merehabilitasi lahan gambut terdegradasi di
Kalimantan Tengah dengan pendanaan dari Australia sebesar US$85 juta. KFCP bertujuan
untuk melindungi 70.000 hektar hutan gambut, menggenangi kembali 200.000 hektar lahan
gambut yang telah dikeringkan, dan menanam 100 juta pohon. Diperkirakan bahwa dampak
30 tahun dari KFCP adalah pengurangan gas rumah kaca sebesar 700 juta ton. Lokasi KFCP,
yang terletak di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, merupakan bagian dari proyek era
Suharto yang gagal untuk menciptakan sejuta hektar untuk pertanian padi basah dengan
membuka dan mengeringkan lahan gambut. Direncanakan di daerah yang tidak cocok untuk
penanaman padi, Mega Rice Project atau Proyek Sawah Lahan Gambut Sejuta Hektar hampir
tidak menghasilkan beras namun membuka dan mengeringkan ratusan ribu hektar hutan
gambut, yang melepaskan puluhan juta ton CO2 setiap tahun.

Antara tahun 2007 dan 2012, KFCP menghabiskan hingga US$35 juta sementara gagal
melindungi hutan gambut atau membanijiri kembali lahan gambut yang dikeringkan."”® KFCP
berhasil menanam hanya 50.000 dari proyeksi 100 juta pohon, yang banyak di antaranya
kemudian mati.'”* Meskipun KFCP menandatangani perjanjian dengan tujuh desa di lokasi
proyek, perjanjian tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan proyek seperti upah untuk
penanaman pohon dan tidak banyak membantu jaminan kepemilikan lahan, yang menjadi
perhatian utama masyarakat yang terkena dampak.'”

191 Gecko Project 2018.

192 Mongabay 2022c.

193 Olbrei dan Howes 2012.

194 WRM 2012.

195 Forest Peoples Programme 2011.



Pada dekade sebelumnya, Kementerian Kehutanan Indonesia telah mengeluarkan izin atas
tanah masyarakat di lokasi KFCP yang akan datang untuk penebangan industri, konversi
menjadi konsesi kelapa sawit dan untuk konservasi hutan, semuanya tanpa menghormati
hak-hak masyarakat Dayak setempat. Mengingat sejarah tersebut, dan dengan Kementerian
Kehutanan sebagai salah satu mitranya, KFCP akan selalu kesulitan mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat yang terkena dampak atau membujuk Kementerian Kehutanan
untuk bekerja sama dengan masyarakat. KFCP memang membantu tiga dari tujuh desa untuk
mendapatkan Hutan Desa, suatu izin yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan
dan mengelola kawasan hutan yang telah ditentukan, namun setiap izin berlaku untuk area
kurang dari 1.000 hektar dan mencakup hutan yang terdegradasi. Masyarakat meminta
bantuan untuk menghentikan perkebunan kelapa sawit skala besar untuk mengambil alih
tanah mereka, namun KFCP tidak dapat membantu.'”®

Masyarakat yang terkena dampak mengidentifikasi sejumlah masalah dengan cara KFCP
berusaha untuk terlibat dengan mereka, termasuk kurangnya informasi tentang tujuan

dan rencananya, dan manfaat yang diusulkan untuk masyarakat. Kekhawatiran masyarakat
lainnya mencakup bahwa KFCP tidak belajar dari penduduk desa yang mengetahui jenis
pohon mana yang akan tumbuh dengan baik di lokasi rehabilitasi, yang menyebabkan
kegagalan dalam upaya penanaman kembali. Anggota masyarakat mencatat kurangnya
komitmen dari KFCP untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat atas tanah."””

Sementara banyak kritik ekstensif terhadap KFCP yang telah dihasilkan berfokus pada
masalah desain program dan kegagalan di bidang-bidang seperti konsultasi masyarakat,'”®
sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa tantangan ekonomi politik dengan jenis

yang dibahas dalam laporan ini adalah hal yang merusak proyek. Tentu saja, Kalimantan
Tengah adalah tempat di mana banyak pola persekongkolan yang paling intensif antara
perusahaan perkebunan dan politisi daerah terdokumentasi dalam literatur mengenai
topik tersebut, di samping meluasnya pelanggaran perizinan dan konflik antara perusahaan
dan masyarakat.'”” Selain itu, dalam contoh ‘backdooring’ peraturan yang dibahas di atas,
peraturan tingkat nasional yang mengatur Ex-Mega Rice Project (EMRP ) dirusak oleh
berbagai rencana tata ruang dan peraturan lain yang memungkinkan konversi menjadi
hutan produksi dan area penggunaan lain.””° Sejak penghentian proyek, perkebunan kelapa
sawit telah mengambil alih lahan masyarakat yang luas di bekas lokasi proyek.”*

Sebagai suatu kemitraan top-down, terlepas dari kenyataan bagaimana perencanaan
penggunaan lahan terjadi di Indonesia melalui jaringan patron-klien, dan sebagai akibat dari
keterbatasan kemitraannya dengan pemerintah pusat, dan lemahnya upaya untuk melindungi
hak-hak masyarakat, KFCP gagal membuat model restorasi lahan gambut. Pelajaran

utama dari KFCP adalah bahwa jika masyarakat internasional ingin bekerja sama dengan
masyarakat lokal untuk membuat dampak yang bertahan lama, keterlibatan mereka harus
dibangun di atas pengakuan hak-hak masyarakat, dan komitmen terhadap transparansi dalam
menghadapi bentuk-bentuk kolusi dari politik hutan yang kami bahas dalam laporan ini.
Kedua elemen tersebut tidak terkandung dalam proyek percontohan KFCP.

196 Lihat REDD Monitor 2012.

197 Forest Peoples Programme 2011.

198 Sebagai contoh lihat Miles 2021, Olbrei dan Howes 2012.

199 Banyak contoh dari provinsi tersebut telah dicakup dalam laporan ini; lihat juga Olbrei dan Howes 2012: 33.
200 Olbrei dan Howes 2012: 32-33.

201 Miles 2021: 515.
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Upaya pemberantasan pembalakan liar

Pada awal tahun 2000-an, perhatian internasional tentang deforestasi hutan tropis mulai
terfokus pada masalah pembalakan liar, yang menyebabkan berbagai prakarsa nasional
dan internasional untuk memberantasnya. Contoh yang sangat penting adalah Indonesia-
European Union (EU) Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement
Governance and Trade (FLEGT)/Perjanjian Kemitraan Indonesia dan Uni Eropa tentang Tata
Kelola Pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan dan Perdagangan. Perjanjian tersebut
ditandatangani pada tahun 2013 dan disahkan melalui peraturan presiden pada tahun
2014.7°> Komponen mendasar dari VPA adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK),”*
sebuah sistem perizinan yang bertujuan untuk memastikan bahwa ekspor kayu dari
Indonesia ke UE diproduksi sesuai hukum. Sistem SVLK bertujuan untuk melacak rantai
barang bukti produk kayu dan memastikan bahwa kayu dipanen sesuai dengan hukum
Indonesia.”™*

Kayu dari hutan yang dibuka di konsesi kelapa sawit PT Papua Alam Lestari. Kredit: Bumi Perkasa

Penerapan sistem SVLK ini mengecewakan. LSM telah melaporkan bahwa pemerintah
provinsi tertentu telah menolak untuk bekerja sama dalam berbagi data untuk mendukung
pemantauan independen, sementara beberapa pemerintah kabupaten secara aktif
membantu perusahaan lokal untuk menghindari prosedur hukum dan mendapatkan
sertifikat SVLK.?°> Di Riau, misalnya, 12 konsesi yang bersertifikat SVLK terkait langsung
dengan enam pejabat pemerintah yang telah dijatuhi hukuman penjara atau ditahan karena
praktik korupsi.”° Berbagai contoh telah didokumentasikan tentang perusahaan yang
memperoleh sertifikasi SVLK saat memperdagangkan kayu ilegal.”°” Penyidik menemukan
bahwa sistem SVLK telah memberikan sertifikasi kepada perusahaan yang memiliki konflik
lahan aktif dengan masyarakat adat dan dituduh melanggar hak tanah adat,””® sementara

202 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014.
203 Pengadilan Auditor Eropa 2015.

204 Sejak awal, kredibilitas dan legitimasi SVLK sebagai standar legalitas telah ditentang oleh LSM, terutama terkait
ketidakmampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat. Lihat misalnya: Auriga 2014
dan Badan Investigasi Lingkungan 2021.

205 Stone dan Cashore 2012.

206 Auriga 2014.

207 Badan Investigasi Lingkungan 2021.
208 Colchester 2020.



yang lain mencatat bahwa perusahaan kayu kadang-kadang disertifikasi ulang dalam
beberapa hari setelah kehilangan sertifikasi mereka sebagai akibat dari bukti kayu yang
berasal dari sumber ilegal.”*” Dalam kasus lain, pengamat gagal mendeteksi kayu yang
berasal dari sumber ilegal yang dicampur dengan kayu yang bersumber secara legal.”'"
Karena sistem SVLK sering diabaikan dan dielakkan, efektivitasnya terhadap pembalakan
liar menjadi terbatas.

Sekali lagi, kelemahan sistem SVLK sebagian besar berasal dari sifat politik hutan, seperti
yang dijelaskan dalam laporan ini. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa masalah
mendasar yang menyebabkan pembalakan liar berasal dari ekonomi politik tata kelola
sumber daya alam. Masalah inti berasal dari hubungan kolusi antara pejabat negara dan
perusahaan kayu, yang diperkuat oleh tindakan perburuan rente dan penyuapan. Melalui
kerja sama untuk menghindari sistem perizinan seperti SLVK, para pelaku tersebut dapat
memperoleh pendapatan yang menggiurkan.”!!

Dinamika klientelistik tidak terbatas pada cara memperoleh lisensi. Dinamika ini
dipertahankan sepanjang rantai verifikasi. Fitur utama dari sistem SVLK adalah
bertujuan untuk memverifikasi asal kayu di setiap titik sepanjang rantai pasokan, dengan
menggunakan pihak ketiga yang diakreditasi oleh BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kayu)
atau LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) untuk menerbitkan lisensi v-legal (“verified legal/
terverifikasi sah menurut hukum”). Audit biasanya dilakukan oleh organisasi independen
pihak ketiga yang terakreditasi, sering disebut sebagai badan sertifikasi atau verifikasi,
untuk memverifikasi bahwa pemegang sertifikat mematuhi standar lingkungan, sosial,
dan hukum.”*” Audit pihak ketiga ini dirancang untuk mendeteksi ketidakpatuhan
terhadap standar, dan untuk memastikan bahwa perusahaan produsen menyelesaikan
ketidaksesuaian ini.

Hubungan antara perusahaan dan lembaga sertifikasi bersifat penuh. Dalam banyak
kasus, pemegang sertifikat langsung membayar lembaga sertifikasi yang mengaudit
operasi mereka. Hubungan ini mendorong pola kolusi antara auditor dan perusahaan,
karena auditor menghadapi insentif untuk menghasilkan audit positif guna memastikan
perusahaan akan terus mempekerjakan mereka. Badan sertifikasi memiliki keleluasaan
yang sangat besar dalam interpretasi standar, dan proses audit bersifat kurang transparan
- memudahkan auditor untuk memuaskan kliennya yang merupakan pemegang sertifikat
dengan ‘mengakomodasi’ isu-isu kontroversial. Dan meskipun auditor menghadapi insentif
untuk menjaga hubungan dengan pemegang sertifikat, mereka memiliki sedikit insentif
untuk menemukan kesalahan. Setiap perusahaan yang mengajukan SVLK, misalnya, dapat

memilih lembaga sertifikasinya sendiri, sehingga lembaga sertifikasi bersaing satu sama lain

untuk mendapatkan klien. Beberapa badan sertifikasi menganggap audit murah sebagai
cara untuk mendapatkan akses ke kontrak konsultasi yang lebih menguntungkan.”*
Akibatnya, kinerja auditor juga dapat disesuaikan dengan keinginan badan sertifikasi
untuk menarik dan mempertahankan klien bisnis. Singkatnya, dalam skema sertifikasi
telah tertanam banyak hubungan kepentingan pribadi dan kemungkinan kolusi, yang
memberikan sedikit ruang untuk independensi auditor. Dalam lingkungan seperti

itu, auditor menghadapi tekanan yang cukup besar untuk melonggarkan standar dan
memastikan bahwa mereka tidak melaporkan berbagai pelanggaran besar.

209 Badan Investigasi Lingkungan 2021.

210 Ibid.

211 Fay et al. 2000. Lihat juga Colchester et al. 2006b, Tacconi 2007, Tidey 2021.
212 Stone dan Cashore 2012.

213 Whitmore 2021.
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Kayu pulp yang dipanen sedang dipersiapkan untuk diangkut ke pabrik kertas di Kalimantan Barat.
Kredit: Auriga Nusantara

Sebagai contoh, pikirkan bagaimana perusahaan dapat berhasil mendapatkan sertifikat
SVLK baru dalam beberapa hari setelah sertifikat awal mereka dicabut.”’* Untuk
melakukannya, para manajer mendaftarkan ulang perusahaan dengan badan sertifikasi
yang berbeda, yang diizinkan menurut sistem SVLK jika badan tersebut tidak memeriksa
catatan perusahaan. Sebagai cara lain, dimungkinkan untuk membuat perusahaan baru
dan mengajukan sertifikat SVLK untuk badan baru tersebut. PT Puji Sempurna Raharja,
misalnya, yang beroperasi di Berau (Kalimantan Timur) berhasil memperoleh sertifikasi
SVLK dalam waktu 90 hari setelah dinilai tidak memenuhi persyaratan standar karena
dapat ‘membeli’ auditor yang bersedia memberikan nilai audit yang lebih baik tanpa
perusahaan perlu mengubah kinerja aktualnya.”’> Dalam beberapa kasus, auditor diketahui
telah disuap untuk mengakui kayu yang berasal dari sumber ilegal sebagai kayu yang
sah.”'¢ Kredibilitas semua skema sertifikasi dan legalitas bergantung pada ketelitian dan
independensi mekanisme audit yang menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar.
Untuk memulihkan kredibilitas ini, suatu pengaturan baru diperlukan untuk memutuskan
hubungan klien antara lembaga sertifikasi dan perusahaan yang diaudit olehnya.

214 Badan Investigasi Lingkungan 2021.
215 Auriga 2014.
216 JPIK 2014.



Terlepas dari temuan-temuan yang diteliti dengan baik ini, upaya Penegakan Hukum, Tata
Kelola dan Perdagangan Kehutanan yang didukung secara internasional cenderung berfokus
pada penegakan hukum kehutanan yang sederhana, tanpa secara efektif mengatasi masalah
yang lebih luas yang mendasari kesalahan pengelolaan kehutanan. Rencana Komisi Eropa
saat ini untuk membuat persyaratan uji tuntas yang bertujuan membatasi perdagangan
produk terkait deforestasi tampaknya akan mengulangi kesalahan yang sama,”'” sementara
Inggris dan Norwegia juga menandatangani MoU dengan Indonesia untuk mendukung versi
baru SLVK. Namun implikasi dari pengalaman dengan SLVK ini adalah bahwa upaya untuk
memberantas pembalakan liar dengan hanya berfokus pada penegakan undang-undang
kehutanan yang ada pasti akan gagal jika tidak disertai dengan upaya untuk mengatasi
hubungan pertukaran bersifat kolusi yang meliputi sektor ini.”*®

Kurangnya keberhasilan masing-masing dari ketiga prakarsa di sektor kehutanan -
upaya memastikan legalitas perkebunan kelapa sawit, program reboisasi, dan program
pemberantasan pembalakan liar - disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda. Namun,
seperti yang ingin kami tekankan dalam ikhtisar singkat ini, kendala umum yang dihadapi
oleh ketiga prakarsa tersebut adalah dampak dari hubungan pertukaran informal dan
klientelistik antara para birokrat, aktor politik, dan lembaga pelaksana. Contoh-contoh
ini membantu mengilustrasikan bagaimana dinamika klientelistik merusak upaya untuk
meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan, sebagai akibatnya, bagaimana
pemahaman tentang, dan keterlibatan dengan, dinamika tersebut diperlukan untuk
mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Dalam bab penutup berikut ini, keterlibatan
tersebut akan dibahas.

SUKBES 2503

Pulpwood dari perkebunan Akasia diangkut ke pabrik kertas di Kalimantan Barat.
Kredit: Auriga Nusantara

217 Perram 2022.
218 Colchester et al. 2006a, 2006b, Tacconi 2007.
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Kesimpulan: Bagaimana Menangani
Politik Kehutanan

Laporan ini menunjukkan bahwa pendorong deforestasi dan perampasan lahan yang terjadi
di kawasan hutan Indonesia sangat mengakar dalam sejarah negara, ekonomi politiknya,
dan dalam pola klientelistik yang tertanam dalam sistem politik negara. Implikasi yang tak
terhindarkan adalah bahwa pembuat kebijakan dan donor tidak boleh berasumsi bahwa
deforestasi dan masalah lain dalam pengelolaan sumber daya alam dapat diselesaikan
hanya dengan mengadopsi undang-undang dan kebijakan baru yang secara langsung
menangani masalah ini. Reformasi hukum dapat bermanfaat dalam berbagai cara - secara
khusus, kami telah menyebutkan kelemahan dalam kepemilikan lahan dan cara-cara yang
digunakan untuk melakukan ‘backdoor’ terhadap perlindungan hukum oleh peraturan
tingkat rendah - namun alasan lemahnya implementasi undang-undang juga perlu
diperhatikan. Jika tidak, reformasi kebijakan yang secara langsung menangani deforestasi
dan perampasan lahan - misalnya, dengan memberlakukan larangan baru dan hukuman
yang lebih keras bagi pelanggar aturan - akan kembali gagal. Aktor-aktor kunci dibekali
dengan baik untuk menghindari, mengabaikan, dan menghindari aturan dan institusi formal
- yang memang hal tersebut adalah modus vivendi mereka.

Dengan kata lain, kami mengusulkan bahwa upaya untuk memperkuat tata kelola sumber
daya alam perlu terlibat secara lebih sadar dan aktif dengan dinamika klientelistik informal
seperti yang diuraikan dalam laporan kami. Hal ini melibatkan perhatian yang cermat
terhadap struktur insentif yang dihasilkan oleh dinamika tersebut, dengan fokus khusus
pada identifikasi elemen yang dapat diperbaiki, dikurangi, atau setidaknya dipengaruhi

oleh intervensi dari luar. Reformasi tidak hanya harus dimulai dengan pemahaman tentang
struktur insentif ini, tetapi intervensi juga harus dianalisis dan dievaluasi dalam kaitannya
dengan dampaknya terhadap struktur tersebut. Penggunaan pendekatan ini berarti
memperhatikan faktor-faktor yang sekilas tampak tidak terkait dengan pengelolaan sumber
daya alam, seperti dana kampanye dan pembelian suara.

Singkatnya, kami menyerukan ‘pendekatan yang peka terhadap hal-hal informal
(informality-sensitive approach)’ untuk pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan tersebut
harus bertujuan untuk mencapai tiga tujuan utama: mereformasi struktur insentif,
meningkatkan pemantauan, dan memperkuat kekuatan kontrabalas. Kami membahas
secara singkat setiap tujuan tersebut di bawah ini.

Sebelum kita menguraikan pendekatan ini, penting untuk diketahui bahwa mengatasi
penyebab yang mendalam tidaklah mudah. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi
perbaikan yang sederhana atau cepat. Seperti yang telah kami tekankan, masyarakat sering
kali membutuhkan beberapa generasi untuk melakukan transisi dari politik personalistik

ke politik yang terikat aturan, dan prosesnya tidak dipahami dengan baik oleh para
cendekiawan.””” Selain itu, logika klientelisme, yang menghubungkan aktor politik dan
ekonomi melalui hubungan informal yang saling menguntungkan, sangat sulit untuk
diputuskan begitu sistem seperti itu diterapkan.

219 Sebagai contoh lihat Mungiu-Pippidi 2015, Kuo 2018.



Lahan yang dibuka sedang disiapkan untuk perkebunan Eucalyptus milik Toba Pulp Lestari.
Kredit: Auriga Nusantara

Di Indonesia, klientelisme telah menjadi bentuk organisasi sosial dan politik yang
komprehensif dan mandiri. Sebagian besar aktor belajar bahwa mereka harus mengikuti
logika sistem jika ingin menjadi makmur, atau bahkan untuk bertahan hidup. Ambil contoh,
tipikal politisi Indonesia yang mencalonkan diri di salah satu provinsi hutan di Indonesia.
Politisi seperti itu mungkin secara pribadi tidak tertarik untuk membagikan uang tunai
kepada para pemilih dan membayarnya dengan menerima hadiah dari perusahaan kelapa
sawit. Namun, ketika dirinya melihat saingan utamanya melakukan hal yang sama, dan
ketika dirinya mengetahui bahwa para pemilihnya mengharapkan uang tunai, dia mungkin
akan menyimpulkan bahwa dirinya harus mengikuti cara tersebut - atau melepaskan
harapan untuk memenangkan jabatan. Dengan cara yang sama, seorang pemilih mungkin
tahu betul bahwa menerima hadiah uang tunai dari seorang politisi kemungkinan besar
akan mengakibatkan politisi tersebut bertindak korup, tetapi akan tetap melakukannya jika
dia percaya bahwa sebagian besar politisi memang bersifat korup dan bahwa tetangganya
tetap akan menerima uang tunai. Pegawai negeri yang tidak korup yang bekerja di kantor
departemen kehutanan daerah mungkin akan segera dikucilkan oleh rekan kerja mereka,
tidak mendapatkan promosi, dan akhirnya dibuang ke kantor terpencil. Pejabat perusahaan
kelapa sawit yang ingin memperpanjang operasi perusahaan tanpa membayar pejabat lokal
mungkin juga akan segera menemukan bahwa operasi perusahaan mengalami kesulitan -
dan kehilangan pekerjaan. Petugas polisi yang ingin menyelidiki mereka yang terlibat dalam
pertukaran korup tersebut, dapat merusak prospek karier mereka sendiri. Dan seterusnya.

Meskipun mudah bagi analis yang berada di luar sistem klientelistik - seperti penulis
laporan ini - untuk mengidentifikasi efek lingkungan dan sosial yang merusak dari sistem
semacam itu (seperti yang telah kami lakukan di sini), atau mengaitkan efek tersebut
dengan perbuatan tercela, keserakahan pribadi, atau kegagalan individu lainnya dari para
aktor kunci (yang sering menerima godaan), menyalahkan aktor individu akan mengabaikan
koherensi sistem secara keseluruhan. Dalam setiap contoh yang baru saja diberikan,
individu tersebut mungkin lebih memilih untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang
baik, tetapi mengakui bahwa melakukan hal tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri,
namun juga akan berdampak kecil atau tidak sama sekali terhadap keberlanjutan sistem
dan efek merusaknya.

(8)]
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Menyadari tantangan seperti itu, generasi cendekiawan baru untuk masalah klientelisme,
korupsi, dan fenomena sekutu telah menyimpulkan bahwa sistem tersebut sulit diatasi
karena menghadirkan masalah tindakan kolektif yang sulit: para aktor di dalamnya, bahkan
meskipun mereka dapat melihat bahwa sistem itu berbahaya, masih merasa sangat sulit
untuk mengoordinasikan tindakan mereka agar keluar dari sistem tersebut karena insentif
individu untuk mengikutinya begitu kuat. Kesimpulan utama dari laporan ini adalah bahwa
tantangan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan
masalah tindakan kolektif yang masif: sementara para pelaku mungkin secara pribadi

ingin mematuhi peraturan dan prosedur yang ketat, mereka terikat dalam hubungan yang
membuat hal tersebut sulit dilakukan.??°

Tata kelola sumber daya alam perlu mengatasi masalah tindakan kolektif ini dengan cara
yang lebih sadar dan lebih strategis. Intervensi teknis - seperti yang ditujukan untuk
melatih pegawai negeri, meningkatkan kapasitas atau bahkan mempromosikan reformasi
kebijakan atau hukum - dapat membantu, tetapi pada akhirnya pasti akan gagal jika tidak
disertai dengan upaya untuk menangani struktur insentif yang membentuk bagaimana
reformasi itu sebenarnya diimplementasikan. Politisi dan pegawai negeri yang berpikiran
reformasi di Indonesia telah terlibat dalam beberapa upaya tersebut - seperti upaya
reformasi birokrasi,””* perampingan prosedur tender,’?” atau upaya jangka panjang untuk
memperkuat pengawasan dan pemantauan. Meskipun logika klientelisme bersifat kuat,
di Indonesia juga banyak kekuatan yang mendorong ke arah sistem yang terikat aturan.
Kekuatan-kekuatan tersebut tidak hanya berada di luar sistem, di antara aktor-aktor
masyarakat sipil, misalnya, tetapi juga termasuk para politisi dan pejabat pemerintah di
setiap tingkatan sistem pemerintahan Indonesia. Terdapat banyak bidang kemajuan dalam
reformasi tata pemerintahan di Indonesia selama dua dekade terakhir, serta masalah-
masalah mengakar yang diidentifikasi dalam laporan ini.”**

Terinspirasi dari prakarsa tersebut, dan belajar dari pengalaman dalam menangani dinamika
klientelistik di tempat lain, kami mengusulkan bahwa ‘pendekatan yang peka terhadap hal-
hal informal (informality-sensitive approach)’ untuk pengelolaan sumber daya alam perlu
melibatkan tiga unsur tersebut di atas. Kami akan menyajikan gambaran ringkas mengenai
apa yang mungkin diperlukan oleh masing-masing unsur tersebut.

220 Ada banyak literatur yang menganalisis korupsi dan tantangan tata kelola terkait sebagai masalah tindakan kolektif. Lihat
misalnya Mungiu-Pippidi 2015, Booth dan Cammack 2013, dan Persson et al. 2013.

221 Lihat Berenschot 2018b.
222 Sacks et al. 2014.

223 Misalnya, selama dekade terakhir, unsur-unsur progresif dalam pemerintahan nasional telah menggunakan pendekatan antar
kementerian untuk mulai membuka, memberantas, dan mencegah korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang dipimpin oleh KPK telah menghasilkan perubahan pada kerangka
kelembagaan dan peraturan untuk perizinan sumber daya alam, peningkatan penegakan hukum, dan beberapa keberhasilan
dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam budaya birokrasi. Upaya tersebut dimulai pada tahun 2013 ketika
KPK mengoordinasikan peninjauan izin eksploitasi sumber daya alam, dengan memanfaatkan keahlian di 12 kementerian. Hal
ini berujung pada penandatanganan Deklarasi GNPSDA oleh kementerian-kementerian tersebut dan beberapa lembaga negara
pada tahun 2014-15. Peninjauan tersebut menyebabkan ribuan izin di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
dicabut karena tidak mengikuti proses perizinan atau terindikasi praktik korupsi. Meskipun sejauh ini kita tidak boleh melebih-
lebihkan dampaknya, GNPSDA telah menjadi prakarsa penting, dan salah satu yang menunjukkan keinginan untuk berubah.



Mengatasi Struktur Insentif

Ketika menghadapi persoalan tindakan kolektif seperti yang diuraikan dalam laporan

ini, logika analisis kami menunjukkan perlunya mencari solusi yang akan mengubah
keseimbangan insentif dengan cara yang memudahkan para aktor untuk berkoordinasi
dalam bentuk baru perilaku politik. Dengan kata lain, tantangan utamanya bukan (hanya)
menghasilkan kebijakan baru yang secara langsung mengatasi krisis deforestasi dan

perampasan lahan, namun mencari cara untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan.

Pelaksanaan strategi tersebut membutuhkan pengenalan struktur insentif yang diuraikan
dalam laporan kami, dan menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi berbagai

peluang untuk mengubahnya secara bertahap. Sederhananya, strategi tersebut melibatkan

penerapan langkah-langkah yang dapat menurunkan biaya akibat kepatuhan terhadap
kebijakan sumber daya alam dan meningkatkan biaya akibat pengabaian atau pengelakan
kebijakan tersebut. Meskipun skala tantangannya terasa berat, tiga contoh jalur yang
memungkinkan disajikan dalam laporan ini untuk keperluan ilustrasi:

Reformasi sistem elektoral. Kami telah membahas dalam laporan ini bagaimana tingginya
biaya kampanye pemilu di Indonesia mendorong para politisi untuk terlibat dalam

kesepakatan dengan pelaku bisnis yang merusak pengelolaan sumber daya alam. Implikasi

penting adalah bahwa upaya untuk mengurangi biaya kampanye diperlukan. Saat ini,
beberapa karakteristik sistem elektoral Indonesia membebani kandidat dengan biaya
yang sangat besar sehingga mendorong praktik klientelistik. Salah satu contohnya adalah
penggunaan sistem Perwakilan Proporsional daftar terbuka dalam pemilihan legislatifnya.
Karakteristik sistem elektoral Indonesia ini mendorong para kandidat untuk bersaing
sebagai individu, yang membuat pembelian suara dan strategi klientelistik lainnya jauh
lebih menarik. Menggerakkan Indonesia menuju bentuk persaingan elektoral yang

lebih berfokus pada partai, seperti yang diperoleh melalui Perwakilan Proporsional
daftar tertutup, tidak akan tiba-tiba menghilangkan klientelisme dari sistem, namun

akan memberikan insentif untuk membentuk lebih banyak persaingan terprogram, dan
berpotensi mengurangi biaya pemilu - setidaknya untuk politisi individu - dan secara
bersamaan mengurangi insentif mereka untuk terlibat dalam bentuk korupsi individual,
termasuk kolusi dengan perusahaan sumber daya alam. Beberapa orang mungkin
keberatan bahwa elite politik tidak akan pernah setuju untuk mereformasi sistem yang
membawa mereka ke tampuk kekuasaan. Namun, politisi individu juga sangat menderita
karena stres dan beban keuangan akibat biaya kampanye yang tinggi yang ditanggung
olehnya. Meskipun sebagian besar partai saat ini menentang reformasi, ada tanda-tanda
bahwa beberapa politisi terkemuka, setidaknya, terbuka untuk tinjauan menyeluruh
terhadap sistem pemilu Indonesia dan konsekuensinya.””*

Memberantas Pembelian Suara. Contoh lain menyangkut kapasitas lembaga pemilu
Indonesia yang saat ini terbatas untuk memantau dan menghukum praktik pembelian
suara. Jual beli suara adalah perbuatan melawan hukum dan merajalela, sebagian karena
Bawaslu tidak memiliki sarana untuk memantau praktik ini secara efektif (walaupun

juga karena setidaknya sebagian lembaga penyelenggara pemilu terlibat dalam politik
klientelistik yang melingkupi sistem tersebut). Peraturan yang ada sekarang mempersulit
untuk menghukum pelaku jual beli suara dan, akibatnya, hukuman tersebut sangat jarang
dijatuhkan.””> Akibatnya, jual beli suara sebagian besar merupakan praktik yang dapat

224 Untuk contoh terbaru, lihat komentar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tentang perlunya menekan biaya kampanye. Lihat
Universitas Gadjah Mada 2022.

225 Sebagai contoh lihat Diamantina dan Tyesta 2022.
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ditoleransi dan hanya memiliki sedikit risiko bagi pelaku. Pemantauan yang lebih efektif,
dikombinasikan dengan aturan yang lebih ketat, dapat mengurangi insentif pembelian
suara dan menurunkan biaya kampanye, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi
insentif untuk kolusi antara politisi dan pelaku usaha.

Reformasi audit. Seperti yang telah kami tekankan di bab sebelumnya, audit yang dilakukan
oleh lembaga sertifikasi kayu terjadi melalui konteks peraturan yang membuatnya

sangat rentan terhadap dinamika informal yang kami bahas dalam laporan ini. Saat ini
sebagian besar perusahaan kayu menyewa (dan membayar) badan auditnya sendiri,

yang menimbulkan konflik kepentingan dan insentif bagi auditor untuk mengabaikan
ketidaksesuaian dan memberikan laporan yang positif. Langkah-langkah reformasi dapat
mematahkan saling ketergantungan antara perusahaan dan auditor ini. Cara lain untuk
sistem ini adalah meminta organisasi independen untuk menugaskan audit ke lembaga
sertifikasi. Pembayaran untuk audit tersebut tidak boleh berasal langsung dari perusahaan
yang diaudit, melainkan melalui dana rekening penampungan yang mengelola biaya audit
dari berbagai perusahaan.

Ketiga hal tersebut hanyalah contoh bagaimana langkah-langkah reformasi dapat mulai
menangani struktur insentif yang kami bahas dalam laporan ini. Kami menekankan bahwa
laporan ini bukanlah tinjauan menyeluruh tentang cara-cara berbeda yang dapat digunakan
untuk menangani struktur insentif - reformasi birokrasi dan prosedur perizinan adalah dua
contoh lain untuk bidang-bidang yang tampaknya siap untuk reformasi. Tujuan kami dalam
laporan ini hanyalah untuk menyoroti pentingnya keterlibatan secara lebih sadar dan lebih
langsung dengan struktur insentif ini.



Tandan buah kelapa sawit diangkut ke pabrik untuk diproses menjadi minyak sawit, salah
satu ekspor utama Indonesia. Kredit: Auriga Nusantara

Transparansi dan pemantauan yang lebih baik

Salah satu ciri khas dari politik klientelistik dan informal yang dibahas dalam laporan ini

- sebagaimana di banyak sektor kehidupan politik dan ekonomi Indonesia lainnya, dan di
negara-negara lain di mana praktik-praktik semacam itu berlaku - adalah bahwa praktik-
praktik tersebut berkembang sebagian besar secara sembunyi-sembunyi, atau setidaknya
semi tersembunyi, dengan kesepakatan-kesepakatan dan pengaturan-pengaturan yang
dibuat sebagian besar di balik pintu tertutup dan melalui kontak-kontak pribadi. Hal ini terjadi
karena kesepakatan yang dicapai begitu sering melanggar peraturan dan regulasi formal -
belum lagi ekspektasi publik akan keadilan. Akibatnya, sebagaimana telah dibahas, terdapat
banyak bukti bahwa perusahaan kelapa sawit dan sumber daya alam sering lolos dari
berbagai pelanggaran - mulai dari mengabaikan batas konsesi hingga melanggar peraturan
lingkungan hingga mengambil alih lahan masyarakat sementara gagal menerapkan skema
bagi hasil, sehingga menahan pendapatan jutaan dolar dari pedesaan Indonesia.

Paparan kepada publik mengenai praktik-praktik semacam itu merupakan hal penting untuk
penghapusannya - memungkinkan adanya diskusi terbuka, menggiring opini publik, dan
memperkuat para simpatisan reformasi. Pemantauan yang lebih ekstensif terhadap praktik-
praktik korporasi - oleh pemerintah Indonesia, oleh LSM tetapi juga oleh perusahaan-
perusahaan konsumen dengan komitmen terhadap keberlanjutan - sangat dibutuhkan.
Pelanggaran korporasi yang dibahas dalam laporan ini kemungkinan besar dapat dicegah dan
setidaknya dihalangi sebagian jika lebih sering dipaparkan kepada masyarakat Indonesia.
Sebuah contoh yang baik namun langka ditemukan adalah laporan baru-baru ini oleh

Gecko Project dan Mongabay tentang kegagalan banyak perusahaan kelapa sawit untuk
menerapkan skema bagi hasil (plasma).””® Contoh lain menyangkut bukti yang cukup banyak
saat ini bahwa banyak perusahaan memperoleh tanah masyarakat tanpa memperoleh
persetujuan yang diperlukan dari masyarakat.””” Meskipun kedua praktik tersebut cenderung
tidak dihukum, sebagian besar juga tidak (atau kurang) dilaporkan di ranah publik. Paparan
publik mengenai hal tersebut setidaknya membuka kemungkinan pergeseran opini publik
dan meningkatnya tekanan pada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk bertindak
berdasarkan bukti - terutama jika terjadi bersamaan dengan menguatnya kelompok kritis
dan pengawas di luar negara.

226 Lihat Gecko Project 2022.
227 Sebagai contoh lihat Colchester and Chao 2013.
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Memperkuat Kekuatan Kontrabalas

Penting juga untuk mengatasi lanskap sosial yang lebih luas di mana persaingan politik
terjadi. Suatu bentuk politik terprogram kemungkinan besar muncul dalam ruang sipil
yang relatif pluralistik di mana banyak kelompok kepentingan dan organisasi sosial
menganjurkan untuk memajukan kepentingan dan preferensi anggota mereka melalui
proses kebijakan - memang, justru di daerah yang menunjukkan karakteristik seperti itu di
Indonesia di mana kita melihat sebagian besar kemajuan ke arah reformasi pemerintahan.
Meskipun masyarakat sipil relatif padat di Indonesia,’*® sebagian besar terdiri dari
organisasi tingkat masyarakat akar rumput - badan keagamaan, koperasi petani, kelompok
kesehatan ibu dan sejenisnya - yang mendekati politisi dan pejabat negara lainnya

sebagai pencari perlindungan, bukan sebagai pengawas dan pendukung kebijakan. Selama
dasawarsa pertama demokratisasi Indonesia setelah tahun 1998, para donor internasional
sangat menekankan untuk mendukung organisasi dan LSM berbasis kepentingan, termasuk
kelompok yang mengadvokasi isu-isu seperti perlindungan lingkungan, hak petani dan
pemilik tanah, antikorupsi, dan hak asasi manusia. Seiring konsolidasi demokrasi Indonesia,
pergeseran terjadi di antara para donor, dengan banyak yang mengarahkan dukungan dari
program masyarakat sipil ke pembangunan kapasitas pemerintah.?”” Para donor, bersama
pemerintah Indonesia, perlu meninjau kembali penekanan ini dan melakukan apa yang
dapat dilakukannya untuk mendukung masyarakat sipil yang bersemangat dan berorientasi
kebijakan. Situasi masyarakat sipil yang sebagian besar terdiri dari kelompok-kelompok
yang memandang politisi sebagai para calon pendukung/patron tidak akan pernah mampu
memberikan tantangan berkelanjutan terhadap pola tata kelola klientelistik. Penguatan
kekuatan kontrabalas tersebut akan melibatkan langkah-langkah berikut:

Membangun konstituensi publik untuk hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat hutan selama beberapa dekade
terakhir adalah tidak adanya koalisi sosial yang besar atau kuat yang mendukung keadilan
pedesaan dan perlindungan lingkungan. Meskipun masyarakat yang secara langsung
mengalami perampasan tanah dan deforestasi sering memprotes dengan sengit, mereka
biasanya dikucilkan secara sosial dan jauh dari arus utama kehidupan masyarakat Indonesia,
meskipun ada upaya dari LSM untuk memperkuat suara mereka. Masyarakat Indonesia
cenderung berfokus pada isu-isu ekonomi inti dan, pada tingkat yang lebih rendah, isu-isu
demokrasi dan antikorupsi di tingkat nasional. Seiring berkembangnya kelas menengah
Indonesia dan menguatnya perekonomian mereka, ada kemungkinan yang berkembang
untuk kampanye peningkatan kesadaran publik yang mendorong penghormatan terhadap
hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan spesies yang terancam punah,
pencegahan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya masuk dalam daftar prioritas
publik. Kampanye tersebut telah lama dipelopori oleh kelompok pecinta lingkungan di
Indonesia, dan telah berperan dalam mengubah opini publik yang berpihak pada keadilan
sosial dan perlindungan lingkungan. Jika dilakukan bersamaan dengan peralihan ke arah
sistem elektoral yang lebih terprogram, peralihan semacam itu dapat membantu mendorong
insentif politisi yang cukup untuk berinvestasi lebih serius dalam mekanisme penegakan
hukum untuk mewujudkan hak asasi manusia dan keuntungan lingkungan yang sejati.

228 Lussier dan Fish 2012.
229 Aspinall 2010.



Bantuan hukum. Unsur penting dari dukungan masyarakat sipil akan melibatkan penguatan
kapasitas LSM Indonesia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Pemberian bantuan hukum dapat mempengaruhi struktur insentif yang kami bahas

dalam laporan ini, terutama jika mencakup pendanaan untuk penjangkauan publik dan
menghasilkan liputan media, karena dapat memperkuat kapasitas warga negara Indonesia
untuk menuntut penerapan hukum dan peraturan yang lebih ketat. Salah satu alasan
pemegang kekuasaan dan perusahaan sumber daya alam sering lolos dari pelanggaran
peraturan adalah karena kemampuan rakyat biasa Indonesia untuk mengungkap dan
mengakhiri pelanggaran tersebut bersifat terbatas. Masyarakat Indonesia yang terkena
dampak, sebagian besar, tidak mengetahui peraturan yang ada, maupun sarana hukum

dan kampanye publik yang dapat digunakan untuk mengakhiri penyelewengan tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki tradisi bantuan hukum, termasuk fokus yang kuat pada
kepentingan publik, advokasi dan pembelaan dasar gugatan, dengan kapasitas organisasi
bantuan hukum yang ada sekarang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar tersebut
masih terbatas.” Infrastruktur bantuan hukum yang lebih kuat dan organisasi advokasi
terkait dapat menghasilkan tekanan untuk tata kelola yang lebih baik dan terikat aturan.”*

Membela kebebasan berekspresi. Sebagaimana telah diakui secara luas dalam literatur
negara,”*” demokrasi Indonesia terus terkikis selama dekade terakhir, dengan berkurangnya
ruang sipil yang tersedia bagi para pengkritik pemerintah. Kemunduran demokrasi ini
relevan dengan politik deforestasi dan perampasan lahan, mengingat para aktivis isu
lingkungan dan lahan telah menjadi salah satu sasaran represi pemerintah yang semakin
meningkat. Dalam konsultasi yang dilakukan untuk menyusun laporan ini, para aktivis
lingkungan dan hak atas tanah sering menyatakan keprihatinannya bahwa ruang demokrasi
yang relatif terbatas yang mereka pertahankan sekarang akan semakin menyempit,

bahkan hilang. Meskipun pemerintahan demokratis itu sendiri bukanlah penawar untuk
pendorong deforestasi dan perampasan lahan - sebagaimana dijelaskan dalam laporan ini,
pendorong tersebut telah beradaptasi dengan bentuk demokrasi klientelistik di Indonesia
pasca-Suharto - kami berpendapat bahwa demokrasi setidaknya merupakan kondisi yang
diperlukan untuk menangani pendorong tersebut. Ruang demokrasi tidak hanya penting
untuk menyoroti, dan menentang, penguasaan elite di sektor sumber daya alam, namun
juga memungkinkan advokasi kebijakan berbasis kepentingan yang dapat memperkuat tata
kelola sumber daya alam di perbatasan hutan Indonesia.

Pendekatan tiga unsur yang peka terhadap hal-hal informal ini - menangani struktur
insentif, meningkatkan pemantauan dan memperkuat kekuatan kontrabalas - tidak
memberikan jaminan keberhasilan. Pembaca yang kritis mungkin mencatat bahwa
banyak intervensi yang kami usulkan akan menghadapi sendiri masalah tindakan kolektif
dan tantangan lain yang serupa dengan yang telah kami kemukakan dalam laporan

ini. Keberatan tersebut memperkuat poin bahwa pendekatan ini dapat berupa proses
yang panjang dan tidak pasti bagi berbagai badan politik untuk melakukan transisi dari
aturan klientelistik dan personalistik ke sistem yang lebih terprogram dan terikat aturan
- transisi tersebut masih jauh dari selesai bahkan di negara-negara demokrasi yang
paling terkonsolidasi di dunia. Pada saat yang sama, seperti yang ingin kami tunjukkan
dalam laporan ini, mengakui besarnya tantangan di depan akan jauh lebih baik daripada
mengabaikannya begitu saja. Dengan laporan ini kami bermaksud menyatakan bahwa
politik klientelistik dan hubungan kolusi terkait antara dunia bisnis dan dunia politik yang

230 Lihat Berenschot et al. 2022, Mann 2022.
231 Lihat Goodwin dan Maru 2017.
232 Power dan Warburton 2020.
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mendorong deforestasi dan perampasan lahan tidak boleh dianggap hanya sebagai bagian
dari latar belakang yang dapat diabaikan atau tidak dipedulikan. Sebaliknya, kesadaran
akan dinamika tersebut harus mendorong prakarsa di sektor ini. Pengenalan sumber
masalah secara jernih setidaknya merupakan titik awal untuk merancang upaya yang dapat
menghasilkan kemajuan menuju pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih baik.
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